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KATA PENGANTAR

M

enyandang status sebagai guru bersertifikat pendidik membawa konsekwensi yakni tuntutan bekerja secara professional. Insan profesional adalah orang yang mampu bekerja berdasarkan kepakaran bidang ilmu dan kode etik profesinya. Bagaimana dengan guru IPS ? Merujuk dari UKG tiga tahun terakhir, hasilnya tak menggembirakan. Masih banyak kritik ditujukan pada guru, hasil UKG tak signifikan dengan status guru sebagai penyandang sertifikat pendidik. Hal itu artinya, guru masih belum optimum bekerja secara profesional. 
Upaya mewujudkan guru profesional terus dilakukan, salah satu di antaranya adalah memberikan bimtek, pelatihan, pendampingan, workshop dan sejenisnya yang tak pernah lelah diikuti guru. Kepakaran guru dalam ilmu keguruan dan bidang keilmuan adalah impian yang hendak dibangun menjadi kenyataan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyadari kualitas guru-guru IPS di Sekolah Menengah Pertama masih perlu ditingkatkan. Guru IPS tidak berangkat dari kualifikasi kompetensi bidang ilmu pengetahuan sosial dalam pengertian IPS sebagai integrated subject matter. Guru IPS berlatar S-1 pendidikan sejarah, pendidikan geografi, dan pendidikan ekonomi. Disparitas inilah menjadi sumber masalah terkait dengan kualitas pembelajaran IPS. Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui P2KGS (Program Penguatan Kompetensi GuruSurabaya) berharap kompetensi guru IPS khusunya kompetensi profesional dapat dioptimalkan. 
Program studi S-1 Pendidikan IPS FISH UNESA sebagai mitra menyambut baik P2KGS. Prodi S-1 PIPS mengambil peran sebagai pengembang akademik. Modul adalah  salah satu produk akademik untuk mendukung P2KGS. Modul pelatihan IPS diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran IPS sebagai integrated subject matter learning. 
Modul IPS dirancang berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Produk hukum itu meletakkan state of the art IPS sebagai integrated social sciences to purpose pedagogic. Maknanya pembelajaran IPS membutuhkan penguasaan dominan disiplin ilmu-ilmu sosial (sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi). Keberadaan modul IPS berbasis dominan disiplin IPS bertujuan  meningkatkan pemahaman guru terhadap konsep, proposisi, dan teori dari dominan disiplin IPS yang tak pernah dipelajarinya di bangku kuliah (pendidikan  S-1). Tanpa memahami dominan disiplin dari IPS maka pembelajaran  IPS “terpadu” berkualitas tak akan pernah terwujud. Di sisi lain keberadaan modul IPS berbasis interdisiplin dikembangkan untuk tujuan meningkatkan  komptensi guru IPS  memahami state of the art IPS sebagai integrated subject matter. 
Kami menyadari bahwa proses berpikir hingga melahirkan produk berpikir yakni modul merupakan gerak kehendak dan kuasa Alloh Swt. Oleh sebab itu rasa syukur tak terhingga kami panjatkan kehadirat Alloh Swt sebagai dzat yang Maha Berilmu dan  besar harapan modul ini barokah. Di balik harapan besar kami menyadari bahwa modul IPS tak pernah sempurna, karena kesempurnan amilik Alloh Swt. Oleh sebab itu kami terbuka untuk menerima kritik terhadap produk akademik ini. Bagi kami kritik merupakan hal positif untuk menghasilkan modul lebih berkualitas. 



Surabaya, 24 Juli 2017
Tim Penyusun
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KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN PENDIDIKAN MASA PRA-AKSARA HINGGA ISLAMISASI
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Kehidupan bangsa Indonesia saat ini merupakan produk historisitas perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dinamika kebudayaan Indonesia yang multi bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan) tidak dapat dipisahkan dari proses panjang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan bangsa mulai dari masa pra-aksara hingga islamisasi. Mozaik kebudayaan pra-aksara, Hindu-Budha, dan Islam menjadi kenyataan sejarah yang berproses pada terwujudnya bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk atau pluralis.  “Apakah Anda mengingkari kenyataan sejarah tersebut ?” Tentu tidak ada dusta sejarah di antara kita. Mengingkari sejarah berarti mengingkari identitas diri yang melekat pada diri sebagai bangsa Indonesia.  Renungkan, JASMERAH, Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah sebuah akronim bermakna teramat dalam, pesan mulia dari “Putra Sang Fajar” (Soekarno). Oleh sebab itu modul berjudul “Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pendidikan Masa Pra-Aksara hingga Islamisasi” penting dibaca dan dipelajari secara mendalam. 
Modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar yakni kegiatan belajar ke-1 tentang kehidupan masa pra-aksara, kegiatan belajar ke-2 berisi deskirpsi sejarah kehidupan masa Hindu-Budaha, dan kegiatan belajar ke-3 pemaparan historistas kehidupan masa islamisasi. Setiap kegiatan belajar berisikan pengetahuan fakktual, konseptual, prosedural yang teramat berarti bagi Anda belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan level paling tinggi yakni pengetahuan metakognitif. Dengan mempelajari modul ini berarti Anda memiliki kemampuan

1. Menganalisis konsep perubahan dan kontinuitas sejarah dari masa pra-aksara hingga islamisasi.

2. Mendeskripsikan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dari masa pra-aksara hingga islamisasi. 

3. Merumuskan proposisi-proposisi tentang pola umum kebudayaan setiap periodisasi sejarah (masa pra-aksara, Hindu-Budha, Islam).
Aktivitas belajar yang Anda lakukan agar berhasil memahami modul ini adalah

1. Bacalah dengan cermat modul ini.

2. Temukan fakta, konsep, proposisi. 

3. Diskusikan temuan fakta, konsep, proposisi, dengan teman sejawat maupun tutor.

4. Kerjakan latihan soal sebagai bahan refleksi kemampuan Anda memahami modul ini.


KEHIDUPAN MASA PRA-AKSARA
A. Asal-Usul Penduduk Indonesia dan Peta Jalur Migrasi Nenek Moyang
Paul dan Fritz Sarasin (Basri, 2011) mengemukakan bahwa asal dan usul dari penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia Bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan yaitu laut China Selatan dan laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. 

Keturunan dari ras yang mendiami Asia bagian tenggara tadi dikenal sebagai orang-orang Vedda yang dikelompokkan sebagai “negrito/negroid”. Ciri fisik orang Vedda hampir sama dengan penduduk asli Australia (Aborigin), sehingga Koentjaraningrat (seorang ahli Antropologi Indonesia) menyebut orang Vedda sebagai Austro-Melanosoid. Orang Vedda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia. Walaupun umumnya ke timur, tapi sebagian ada juga yang menyebar ke arah barat dan menghuni Pulau Sumatra. Orang Vedda di Sumatra mengembangkan kapak genggam dan suka memakan kerang-kerangan. Buktinya adalah adanya fosil kulit kerang di dekat Langsa (Aceh), Sumatra Utara, Pahang, Kedah dan Perak di Malaysia. 
	

	


Bukti penggunaan kapak genggam sebenarnya tidak hanya ditemukan di Sumatra tetapi juga pada gua-gua yang ada di Pulau Jawa. Beberapa gua di Jawa yang menyimpan bukti penggunaan kapak genggam adalah gua Petruruh (Tulungagung), Gua Sodong (Besuki). Gua Sampung (Ponorogo). Bahkan, kapak genggam juga ditemukan hingga Vietnam Utara, sehingga Koentjaraningrat berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan Austro Melanosoid dari wilayah timur ke wilayah barat Nusantara, dari Jawa ke Sumatra, Semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Dalam perkembangannya, ternyata ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa asal & usul sebelum bangsa Vedda mendiami wilayah Nusantara, terdapat orang-orang asli yang lebih dulu tinggal seperti orang kubu di Sumatra dan orang Toala di Sulawesi. Karena itu, orang Vedda sendiri dianggap pendatang atau imigran pertama yang datang ke pulau-pulau di Nusantara yang sudah berpenghuni.

	

	


Setelah kedatangan orang Vedda ke Nusantara, kemudian disusul oleh kedatangan dua gelombang besar manusia yang dikenal sebagai Proto Melayu dan Deutero Melayu.  Berdasarkan penelitiannya Von Heine Geldern berargumen jika asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2.000 SM sampai dengan tahun 500 SM (dari zaman batu Neolithikum hingga zaman Perunggu) telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan (China Selatan) ke daerah-daerah di Asia bagian Selatan termasuk daerah kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran diperkirakan karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh Geldern dinamai dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan (Austro = Selatan, Nesos = Pulau). 

Austronesia sendiri mencakup wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau di Malagasi atau Madagaskar (sebelah Selatan) hingga Pulau Paskah(sebelah Timur), dan dari Taiwan (sebelah Utara) hingga Selandia Baru (sebelah Selatan). Pendapat Von Heine Geldern ini dilatarbelakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia purba masa lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan manusia purba ini sama persis dengan peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja terutama di sekitar wilayah Yunan. Pendapat Von Heine Geldern juga didukung oleh hasil penelitian Dr. H. Kern di tahun 1899 yang membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia. Dari penelitian itu Dr. H. Kern menyimpulkan bahwa ke semua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa, rumpun bahasa yang dinamai bahasa Austronesia. 
Bahasa Austronesia dengan sub linguistik Melayu-Polinesia. Sub Melayu-Polinesia ini kemudian terpecah lagi menjadi dua : kelompok pertama terdiri atas bahasa yang berkembang di pedalaman Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi; kelompok kedua terdiri atas bahasa yang berkembang di Batak, Melayu standar, Jawa dan Bali. Bahasa kelompok kedua ini datang lama setelah yang pertama. Selain kedua kelompok tersebut, perlu dilakukan kajian atas susunan bahasa lain yaitu Papua dan Halmahera Utara.
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Gambar 1. Jalur Persebaran Nenek Moyang ke Indonesia
Migrasi manusia purba dari daratan Yunan menurut Geldern bukan hanya terjadi satu kali. Ia menyebut gelombang migrasi terjadi juga di tahun 400 – 300 SM (zaman Perunggu). Orang-orang purba yang bermigrasi tersebut membawa bentuk-bentuk kebudayaan Perunggu seperti kapak sepatu dan nekara yang berasal dari dataran Dong Son. Menyeberangi Lautan Dengan Perahu Bercadik 
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                Gambar 2. Relief Perahu Bercadik di Candi Borobudur
Bermodalkan perahu bercadik itu, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke kepulauan Indonesia dan pulau-pulau lain di Austronesia. Mereka berlayar berkelompok tanpa kenal rasa takut dengan hantaman badai dan ombak yang bisa datang kapan saja. Hal ini tentu membuktikan jika nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pemberani dan merupakan pelaut-pelaut berjiwa ksatria. Dan dengan perjalanan penuh rintangan itu, akhirnya nenek moyang kita sampai ke beberapa pulau di Indonesia. Mereka pun secara langsung memperoleh sebutan Melayu Indonesia. Pembagian Bangsa Melayu Indonesia Sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. 
Berdasarkan waktu kedatangan, serta daerah yang pertama kali ditempati Bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 sub bangsa yang antara lain bangsa proto melayu, bangsa deutro melayu, dan bangsa primitif. Berikut penjelasan dari masing-masing sub bangsa tersebut: 
1. Bangsa Proto Melayu (Melayu Tua) Bangsa proto melayu atau Melayu Tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke nusantara pada gelombang pertama (sekitar tahun 1500 SM). Bangsa porto melayu memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu (1) Jalur Barat melalui Malaysia–Sumatera dan (2) Jalur Utara atau Timur melalui Philipina–Sulawesi. Bangsa Melayu Tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan neolithikum telah berlaku dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman neolithikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu diketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto Melayu ialah suku Dayak dan Toraja. 
2. Bangsa Deutero Melayu (Melayu Muda) Bangsa Deutro Melayu atau bangsa melayu muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang austronesia yang datang ke nusantara pada gelombang kedatangan kedua, yakni pada kurun waktu 400-300 SM. Bangsa melayu muda (Deutero Melayu) berhasil melakukan asimilsasi dengan para pendahulunya yang tak lain adalah bangsa Melayu tua (proto melayu). Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa Bangsa Deutero Melayu masuk ke wilayah nusantara melalui jalur Barat, di mana rute yang mereka tempuh dari Yunan (Teluk Tonkin), Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Nusantara. Bangsa Melayu Tua juga dianggap mempunyai kebudayaan yang jauh lebih maju dibandingkan pendahulunya, bangsa Proto Melayu. Mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi, beberapa diantaranya kapak serpatu, kapak corong, dan nekara. Menghasilkan kebudayaan batu besar seperti menhir, dolmen, sarkopagus, kubur batu, dan punden berundak-undak. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Asal Usul nenek moyang bangsa Indonesia 
3. Bangsa Primitif Sebetulnya, sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang sudah lebih daulu menempati wilayah tersebut. Mereka adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Mereka di antaranya adalah manusia pleistosin, suku wedoid, dan suku negroid. 
a. Manusia Pleistosin; Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kebudayaannnya sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi, kecuali beberapa aspek saja.
b. Suku Wedoid; Sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah dua contoh peninggalan Suku Wedoid di masa kini. 
c.  Suku Negroid; Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Philipina, keturunan suku ini rupanya masih ada Suku Semang di Semenanjung Malaysia dan Suku Negrito di Philipina merupakan bukti nyatanya. 
Sebagai kesimpulan kami telah mengambil poin-poin penting dari pembahasan ini yang antara lain: 1. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari daratan Yunan di China Selatan. 2. Nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di asia selatan berasal dari satu sumber yaitu bangsa Austronesia. 3. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yuan terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama atau proto Melayu yang datang pada zaman batu tua (Neolitikum) dan gelombang kedua atau Deutro Melayu yang datang pada zaman perunggu. 4. Terdapat beberapa kelompok manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia. Beberapa bangsa tersebut antara lain Manusia Pleistosin, Suku Wedoid, dan Suku Negroid. Ketiga suku tersebut juga merupakan bagian dari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tak bisa disisihkan.
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B. Pembagaian Jaman Menurut Geologi

Sejak pertama kali bumi diciptakan hingga saat ini baik bumi maupun kehidupan didalamnya selalu mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, perkembangan tersebut terbagi dalam setiap zaman seperti arkaezoikum, paleozoikum, mesozoikum dan neozoikum. Dibawah ini akan dijelaskan sedikit mengenai zaman-zaman tersebut.

1). Zaman Arkaezoikum adalah zaman yang paling tua, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu, pada masa ini belum ada kehidupan karena buni masih dalam proses pembentukan serta permukaannya masih sangat panas.

2). Zaman Paleozoikum biasa disebut zaman primer, pada masa ini suhu bumi menurun atau bumi mulai mendingin. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu dan pada masa ini juga muncul makhluk hidup bersel satu yang diperkirakan sebagai makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi.

3). Zaman Mesozoikum / Zaman Sekunder atau biasa disebut Zaman Reptile, Masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, di zaman ini hidup reptile-reptile raksasa seperti Dinosaurus.

4). Zaman Neozoikum adalah zaman yang sudah mulai stabil di mana sudah ada hewan menyusui yang hidup pada masa ini sekaligus berkurangnya hewan reptile besar, zaman ini masih terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a.). Zaman Divilum / Pleistosen atau disebut juga dengan zaman es karena pada zaman ini es didaerah kutub mulai mencair karena perubahan iklim yang berlangsung sekitar 600.00 tahun yang lalu. Manusia juga sudah mulai hidup pada zaman ini.

b.) Zaman Alluvium / Holosen berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu di tandai dengan munculnya nenek moyang dari manusia modern yaitu homo sapiens.

C. Kehidupan Masa Pra-Aksara
Masa pra aksara atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa pra aksara adalah manusia purba. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Zaman pra aksara berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Zaman manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut zaman aksara atau zaman sejarah. Zaman pra aksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Jadi, pada abad ke-4 Masehi, manusia Indonesia baru mulai mengenal tulisan. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Meskipun prasasti tersebut tidak berangka tahun, tetapi bahasa dan bentuk huruf yang digunakan menunjukkan bahwa prasasti tersebut dibuat kurang lebih tahun 400 Masehi.
Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa  Pra-aksara dapat dibagi ke dalam tiga masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian berdasarkan perspeketif ekonomi dan kebudayaan.

1. Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan
Kehidupan  manusia  masa berburu dan mengumpulkan makanan, dari sejak Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens dari Wajak sangat bergantung pada kondisi alam. Mereka tinggal di padang rumput dengan semak belukar yang letaknya berdekatan dengan sungai. Daerah itu juga merupakan tempat persinggahan hewan-hewan seperti kerbau, kuda, monyet, banteng, dan rusa, untuk mencari mangsa. Hewan-hewan inilah yang kemudian diburu oleh manusia. Di samping berburu, mereka juga mengumpulkan tumbuhan yang mereka temukan seperti ubi, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Mereka bertempat tinggal di dalam gua-gua yang tidak jauh dari sumber air, atau di dekat  sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput.

Ada dua hal yang penting dalam sistem hidup  manusia  Praaksara (masa berburu dan mengumpulkan makanan) yaitu membuat alat-alat dari batu yang masih kasar, tulang, dan kayu disesuaikan dengan keperluannya, seperti kapak perimbas,  alat-alat serpih, dan  kapak genggam.  Selain itu, manusia Praaksara juga membutuhan api untuk memasak dan penerangan pada malam hari. Api dibuat dengan cara menggosokkan dua keping batu yang mengandung unsur besi sehingga menimbulkan percikan api dan membakar lumut atau rumput kering yang telah disiapkan.Sesuai dengan mata pencahariannya, manusia Praaksara tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi selalu berpindah-pindah (nomaden) mencari tempat-tempat yang banyak bahan makanan. Tempat yang mereka pilih di sekitar padang rumput yang sering dilalui binatang buruan, di dekat danau atau sungai, dan di tepi pantai. Dalam kehidupan sosial, manusia Praaksara hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali dirinya untuk menghadapi  lingkungan sekelilingnya. Beberapa ahli membagi masa ini menjadi 2 (dua) yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan  masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut.

2. Masa Bercocok Tanam

Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Masa bercocok tanam terjadi ketika cara hidup berburu dan mengumpulkan bahan makanan ditinggalkan. Pada masa ini, mereka mulai hidup menetap di suatu tempat. Manusia Praaksara yang hidup pada masa  bercocok tanam adalah  Homo sapiens, baik itu  ras Mongoloid maupun ras Austromelanesoid.
Masa ini sangat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat karena pada masa ini terdapat beberapa penemuan baru seperti penguasaan sumber-sumber alam. Berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dipelihara. Mereka  bercocok tanam dengan cara berladang. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara menebang dan membakar hutan. Jenis tanaman yang ditanam adalah ubi, pisang, dan sukun. Selain berladang, kegiatan berburu dan menangkap ikan terus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan akan protein hewani. Kemudian, mereka  secara perlahan meninggalkan cara berladang  dan digantikan dengan bersawah. Jenis tanamannya adalah padi dan umbi-umbian. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia praaksara masa ini mampu membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah lebih halus serta mulai dikenalnya pembuatan gerabah. Alat-alatnya berupa  beliung persegi dan  kapak lonjong, alat-alat pemukul dari kayu, dan  mata panah.

Pada  masa  bercocok tanam,  manusia mulai hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa  keluarga. Mereka mendirikan rumah panggung untuk menghindari binatang buas. Kebersamaan dan gotong royong mereka junjung tinggi. Semua aktivitas kehidupan, mereka kerjakan secara gotong royong. Tinggal hidup menetap menimbulkan masalah berupa penimbunan sampah dan kotoran sehingga timbul pencemaran  lingkungan dan  wabah penyakit. Pengobatan dilakukan oleh para dukun. Pada masa bercocok tanam, bentuk perdagangan bersifat barter. Barang-barang yang dipertukarkan waktu itu ialah hasil-hasil bercocok tanam, hasil kerajinan tangan (gerabah, beliung), garam, dan ikan yang dihasilkan oleh penduduk pantai.

3. Masa Perundagian

Masa perundagian merupakan masa akhir Prasejarah di Indonesia. Menurut R.P. Soejono, kata  perundagian berasal dari bahasa Bali:  undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan  gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu (Nugroho Notosusanto, et.al, 2007). Manusia Praaksara yang hidup pada masa perundagian adalah ras Australomelanesoid dan Mongoloid. Pada masa perundagian, manusia hidup di desa-desa, di daerah pegunungan, dataran rendah, dan di tepi pantai dalam tata kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Kehidupan masyarakat pada masa perundagian ditandai dengan dikenalnya pengolahan logam. Alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang terbuat dari logam. Adanya alat-alat dari logam tidak serta merta menghilangkan penggunaan alat-alat dari batu. Masyarakat  masa  perundagian masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Penggunaan bahan logam tidak tersebar luas sebagaimana halnya penggunaan bahan batu. Kondisi ini disebabkan persediaan logam masih sangat terbatas. Dengan keterbatasan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keahlian untuk mengolah logam.

Pada masa perundagian, perkampungan sudah lebih besar karena adanya hamparan lahan  pertanian. Perkampungan yang terbentuk lebih teratur dari sebelumnya. Setiap kampung memiliki pemimpin yang disegani oleh masyarakat.Pada masa ini, sudah ada pembagian kerja yang jelas disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Masyarakat tersusun menjadi kelompok majemuk, seperti kelompok petani, pedagang, maupun perajin. Masyarakat juga telah membentuk aturan  adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun. Hubungan dengan daerah-daerah di sekitar Kepulauan Nusantara mulai terjalin. Peninggalan  masa  perundagian menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman budaya. Berbagai bentuk benda seni, peralatan hidup, dan upacara menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan masyarakat masa itu sudah memiliki kebudayaan yang tinggi.

	     No
	Masa
	Keadaan Lingkungan
	Keberadaan manusia
	Tingkat teknologi
	Kehidupan Sos - Bud

	1
	Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana
	Hidup berkelompok dan jumlahnya tidak terlalu banyak, mereka selalu berpindah2  mencari daerah baru.
	Meganthropus, phite canthropus erectus, homo.
	Mengutamakan segi praktis sesuai dengan tujuan penggunaanya. 
	Menggantu-ngkan kehidupann-ya pada kondisi alam.

	2
	Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut
	Hewan yg semula bergerak leluasa menjadi lebih sempit dan terbatas.
	Ada dua ras yang mendiami Indonesia, yakni Austromelane-soid dan Mongoloid.
	Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat2 yakni tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera.
	Mendiami gua-gua payung yang dekat dengan sumber air sebagai sumber makanan.

	3
	Bercocok tanam
	Masyarakat  menetap di suatu tempat dan mereka mampu mengolah alam.
	Mendapat pengaruh besar dari ras mongoloid.
	Masyarakat mahir mengasah alat dari batu.
	Masyarakat mulai bergotong royong untuk mendirikan rumah dan membersihk-an saluran air.

	4
	Perundagian
	Masyarakat menghasilkan bahan makanan sendiri.
	Sudah mulai aktivitas perdagangan. 
	Teknologi pada masa ini beraneka ragam, yaitu teknologi peleburan, percampuran, penempaan, dan pencetakan.
	Kehidupan pada masa ini penuh rasa setia kawan. Seni ukir dan seni hias diterapkan pada benda – bemda mengalitik mengalami kemajuan pesat.


  
Jenis – jenis manusia purba di Indonesia
	Jenis
	Penemu
	Bagian yang di temukan
	Tempat
	Tahun

	Pithecanthropua Erectus
	Eugene Dobuis 
	Fosil tengkorak 
	Trinil
	1890

	Meganthropus Paleojavanicus atau 
Homo Soloensis
	Ter Haar, dan Von Koenigswald
	Fosil rahang bawah yang sangat besar 
	Ngandong
	1936 - 1941

	Homo Mojokertensis
	Tjokrohandojo dan Duifjes 
	Fosil – fosil manusia purba 
	Perning, Mojokerto, dan Sangiran
	1937

	Homo Wajakensis
	Van Reictshotten
	Fosil tengkorak 
	Wajak
	1889

	Homo Sapiens
	Merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelum-nya dan telah menunjukkan bentuk seperti manusia pada masa sekarang. Fosil jenis manusia ini ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. 

	--
	Prof. Dr. Teuku Jacob
	13 buah fosil 
	Sambungmacan 
	1973


Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa  Pra-aksara berdasarkan hasil tinjauan arkeologi sebagimana urain di bawah ini.

1. Jaman Batu

Jaman Batu Tua (Paleolitikum) 

1. Peralatannya terbuat dari batu yang masih kasar

2. Alat yang digunakan terbuat dari tulang dan alat serpih

3. Manusianya Pithecanthropus Erectus masih hidup secara nomaden

4.  Hidup dengan berburu dan meramu.

5. Kebudayaan Pacitan dan Ngandong

Pacitan     = menurut Von Koenigswald pada th. 1935 menemukan alat-alat batu berupa kapak genggam. Alat Pacitan disebut dengan chopper (alat penetak)

Ngandong  = alat yang terbuat dari tulang atau tanduk binatang

 Jaman Batu Madya (Mesolitikum)

1. Peralatan dibuat dari batu yang mulai dihaluskan

2. Alatnya berupa kapak Sumatera

3. Bertempat tinggal di gua semi nomaden

4. Sudah mengenal seni  = lukisan hewan dan cap tangan berwarna merah)

5. Sudah mengenal kepercayaan  

6. Sudah mengenal bercocok tanam dan berladang

7. Hasil budaya berupa Kjokkenmodinger (tumpukan kerang) dan Abrissous roche (cap tangan)

Jaman Batu Muda (Neolitikum)

1. Peralatan dibuat dari batu yang sudah di haluskan

2. Alat yang digunakan kapak lonjong dan persegi

3. Manusianya jenis Homo dan hidup sudah menetap dan berkelompok

4. Mengenal bercocok tanam, bersawah, dan berladang. 

5. Menganut kepercayaan animisme dan dinamisme

6. Hasil budaya berupa kapak lonjong dan persegi.

Jaman Batu Besar (Megalitikumum)

1. Batu yang digunakan berukuran besar
2. Peninggalannya berdasarkan kepercayaan yaitu:

Menhir

:  kaki meja (untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang)

Dolmen     
: meja dari batu (meletakkan sesaji)

Waruga    
: peti kubur kubus (bongkar pasang)

Sarkofagus   
: peti kubur lesung

Punden Berundak      : untuk melakukan upacara

Arca

 

2. Jaman Logam
Jaman Perunggu

Teknik pembuatan barang-barang dari perunggu ada 2 yaitu:

a. Teknik a cire perdue  = teknik cetak hilang

Pembuatan perunggu dengan menggunakan teknik a cire perdue diawali dengan membuat bentuk benda logam dari lilin yang berisi tanah liat sebagai intinya. Bentil lilin ini dihias dengan berbagai pola hias. Bentuk lilin yang sudah lengkap dibungkus lagi dengan tanah liat yang lunak dengan bagian atas dan bawah diberi lubang.
b. Teknik bivalve           = teknik cetak ulang

Pada teknik bivalve ini digunakan dua cetakan yang dapat dirapatkan. Cetakan tersebut diberi lubang pada bagian atasnya, kemudian dari tulang tersebut dituangkan logam cair. Bila perunggu sudah dingin, maka cetakan dibuka. Bila membuat benda berongga, maka digunakan tanah liat sebagai intinya yang akan membentuk rongga setelah tanah liat itu dibuang. Cetakan dengan teknik bivalve ini dapat dipergunakan berkali-kali. Adapun barang peninggalannya yaitu:Nekara,Moko,Kapak corong, ArcaJaman Besi. Peninggalannya berupa Mata panah, Mata tombak

D. Latihan Soal
Sebagai evaluasi untuk mendapatkan informasi ketercapaian hasil belajar Anda memahami kegiatan belajar ke-1, maka kerjakan latihan soal di bawah ini !

1. Identifikasilah aspek diakronis sejarah kedatangan nenek moyang ke Indonesia !

2. Pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli tersebut untuk merekonstruksi sejarah migrasi nenek moyang ke Indonesia dan jelaskan mengapa pendekatan tersebut digunakan ?

3. Apa peran penting penemuan artefak dan bahasa dalam rekonstruksi sejarah migrasi nenek moyang ke Indonesia ?
4. Rumuskan proposisi berdasarkan konsep yang Anda temukan pada uraian materi !

KEHIDUPAN MASA HINDU-BUDHA

A. Teori Masuknya Hindu-Budha
Teori masuknya Hindu Budha ke Indonesia yang dikemukakan para ahli sejarah umumnya terbagi menjadi 2 pendapat. 1. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini, bangsa Indonesia hanya berperan pasif. Bangsa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima budaya dan agama dari India. Ada 3 teori yang menyokong pendapat ini yaitu teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria. 2. Pendapat kedua menyebutkan bahwa banga Indonesia juga bersifat aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu Budha. Dua teori yang menyokong pendapat ini adalah teori arus balik dan teori Sudra.

1. Teori Brahmana oleh Jc.Van Leur 

Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu Budha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu Budha di Indonesia pada masa lampau yang hampir semuanya menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Saksekerta. Di India, aksara dan bahasa ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana.  Selain itu, teori masuknya Hindu Budha ke Indonesia karena peran serta golongan Brahmana juga didukung oleh kebiasaan ajaran Hindu. Seperti diketahui bahwa ajaran Hindu yang utuh dan benar hanya boleh dipahami oleh para Brahmana. Pada masa itu, hanya orang-orang golongan Brahmana-lah yang dianggap berhak menyebarkan ajaran Hindu. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya pada masyarakatnya yang masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme.

2. Teori Waisya oleh NJ. Krom 

Teori Waisya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu Budha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisya (pedagang) yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Budha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Karena pada saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di kepulauan Nusantara hingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Selama menetap, para pedagang India ini juga melakukan dakwahnya pada masyarakat lokal Indonesia. 

3. Teori Ksatria oleh C.C. Berg, Mookerji, dan J.L. Moens 

Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan ksatria. Menurut teori masuknya Hindu Budha ke Indonesia satu ini, sejarah penyebaran Hindu Budha di kepulauan nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad ke 2 Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Budha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal di nusantara. 

4. Teori Arus Balik (Nasional) oleh F.D.K Bosch 

Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu Budha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bosch, pengenalan Hindu Budha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Mereka menyebarkan ajaran ini pada segelintir orang, hingga pada akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya, India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana dan sekembalinya ke Indonesia, mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Nusantara lainnya. 

5. Teori Sudra oleh van Faber 

Teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Budha di Indonesia diawali oleh para kaum sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Budha. 

B. Jalur Penyebaran Budaya Hindu-Buddha

Pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa ke Nusantara melalui jalur laut dan jalur darat.

1. Jalur laut
Mereka yang mengikuti rombongan kapal-kapal pedagang yang biasa berlalu-lalang dalam kegiatan pelayaran dari Asia Selatan ke Asia Timur. Rute perjalanan para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha ialah India – Myanmar – Thailand – Semenanjung Malaya – Nusantara – Kamboja – Vietnam – Cina – Korea – Jepang. Diantara mereka ada pula yang langsung berlayar ke Nusantara pada saat bertiupnya angin muson barat.

2. Jalur darat
Para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha yang menggunakan jalur darat ada yang ikut menumpang kepada para khalifah melalui jalur jalan sutera, yaitu dari India ke Tibet terus ke utara hingga sampai di Cina. Rute lengkapnya sebagai berikut : India – Tibet – Cina – Korea – Jepang. Disamping itu, ada yang melakukan perjalanan sebagai berikut : India Utara – Bangladesh – Myanmar – Thailand – Semenanjung Malaya – Nusantara.
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Gambar 4. Jalur Penyebaran Hindu-Budha Ke Indonesia

C. Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha
1. Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia Berdasarkan beberapa sumber sejarah yang telah ditemukan, Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan yang berdiri pada sekitar abad ke-4 ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur bahkan hingga seluruh Pulau Kalimantan. Nama Kutai sendiri diambil dari nama kota dimana ditemukannya prasasti yang menunjukkan keberadaan kerajaan tersebut, yaitu di kota Kutai, Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun prasasti yang menyebutkan nama dari kerajaan yang berpusat di Kalimantan Timur Tersebut. 

Salah satu sumber sejarah utama yang menunjukkan eksistensi Kerajaan Kutai adalah tujuh buah yupa yang ditemukan di daerah Muara Kaman, Kutai. Yupa adalah tiang batu yang digunakan sebagai tiang untuk mengikat hewan korban yang dipersembahkan rakyat Kutai kepada dewa-dewa dalam kepercayaan mereka. Tulisan pada ketujuh yupa ini mennunjukkan bahwa pada abad ke-4, telah berdiri sebuah kerajaan yang telah terpengaruh Agama Hindu di daerah tersebut. Prasasti Yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa sansekerta ini juga memuat informasi mengenai raja-raja yang pernah memerintah Kutai. 

Berikut adalah beberapa orang raja paling berpengaruh yang pernah memerintah Kerajaan Kutai.

· Raja Kudungga. Adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Kutai. Jika dilihat dari namanya yang masih menggunakan nama Indonesia, para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Kudungga pengaruh Agama Hindu belum terlalu kuat. Hal ini dikarenakan para raja kerajaan Hindu pada zaman dulu selalu menggunakan nama-nama India. Para ahli juga memperkirakan bahwa Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Namun setelah masuknya pengaruh Hindu dari India, maka berubahlah sistem pemerintahan dari kepala suku menjadi kerajaan. Kudungga lalu mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan memutuskan bahwa pergantian kekuasaan harus dilakukan secara turun temurun sebagaimana sistem kerajaan pada umumnya.

· Raja Aswawarman. Aswawarman adalah putra dari Kudungga. Aswawarman disebut sebagai seorang raja yang cakap dan kuat. Aswawarman pulalah yang memiliki jasa paling besar atas perluasan wiayah Kerajaan Kutai. Perluasan wilayah diakukan oleh Aswawarman dengan cara melakukan upacara Asmawedha, yaitu upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Kuda-kuda yang dilepaskan ini akan diikuti oleh prajurit kerajaan yang akan menentukan wilayah kerajaan sesuai dengan sejauh mana jejak telapak kaki kuda dapat ditemukan.

· Raja Mulawarman. Merupakan putra Aswawarman sekaligus raja terbesar Kerajaan Kutai yang membawa Kutai mencapai puncak kejayaannya. Dibawah pemerintahannya, rakyat Kutai dapat hidup aman dan sejahtera. Pada prasasti Yupa, Mulawarman disebut sebagai seorang raja yang sangat dermawan karena telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana.

Kerajaan Kutai runtuh pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia. Dharma Setia sendiri terbunuh dalam peperangan melawan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa dari Kesultanan Islam Kutai Kartanegara. Terbunuhnya Maharaja Dharma Setia ini menandakan berakhirnya Kerajaan Kutai sekaligus menjadikan Dharma Setia sebagai raja terakhir Kerajaan Kutai
2. Kerajaan Tarumenagara
Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat, tepatnya dengan pusat di daerah Bogor. Kerajaan Tarumanegara sendiri memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta sekarang. Berdasarkan beberapa sumber sejarah yang ditemukan disekitar lokasi kerajaan, diperoleh informasi bahwa kerajaan ini pernah eksis dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Beberapa catatan sejarah juga mengatakan bahwa kerajaan ini bercorak Hindu aliran Wisnu.

Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari beberapa sumber sejarah, baik sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berita dari Dalam Negeri. Yaitu berupa tujuh buah prasasti batu yang ditemukan secara terpisah di Bogor, Jakarta, dan Banten. Ketujuh prasasti tersebut antara lain.

· Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Bogor. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan Bahasa Sansekerta. Pada prasasti ini terdapat cap sepasang telapak kaki milik Raja Purnawarman yang melambangkan kekuasaan raja yang dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu.

· Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan di Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Pada prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 ini, ditemukan cap telapak kaki gajah yang melambangkan Gajah Airawata, hewan tunggangan Dewa Wisnu.

· Prasasti Jambu. Disebut juga dengan Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di area perkebunan jambu di Bogor. Prasasti yang ditulis menggunakan Huruf Pallawa dan Bahasa Sansekerta ini mengisahkan tentang kebijaksanaan Raja Purnawarman dalam memerintah Kerajaan Tarumanegara.

· Prasasti Muara Cianten. Sesuai dengan namanya, prasasti ini ditemukan di daerah Muara Cianten, Jawa Barat. Prasasti ini ditemukan dalam keadaan rusak, jadi isi dari prasasti ini belum dapat dibaca. Satu-satunya yang masih tercetak jelas adalah adanya lukisan sepasang telapak kaki.

· Prasasti Pasir Awi. Sama seperti Prasasti Muara Cianten, prasasti ini juga masih misterius isinya karena beberapa tulisan sudah rusak.

· Prasasti Cidanghiyang. Disebut juga dengan Prasasti Munjul. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, Kecamatan Munjul, Banten. Prasasti yang ditulis menggunakan Huruf Pallawa dan Bahasa Sansekerta ini mengkisahkan tentang keberanian Raja Purnawarman.

· Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini mengisahkan tentang penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 6112 tombak (12 KM) pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Penggalian sungai ini dimaksudkan untuk mencegah datangnya bencana banjir dan sebagai sarana irigrasi sawah untuk mengatasi kekeringan.

Berita dari Luar Negeri. Selain sumber sejarah dari dalam negeri yang berbentuk prasasti, keberadaan Kerajaan Tarumanegara juga dapat diketahui dari sumber-sumber berita luar negeri. Diantaranya adalah dari literatur kuno berjudul Fa-Kao-Chi yang ditulis oleh Fa-Hsien dari tahun 414 Masehi. Literatur ini menyebutkan tentang kehidupan masyarakat di Jawa Bagian Barat yang telah terpengaruh agama Hindu India. Masyarakat Hindu yang ditemui oleh Fa-Hsien ini diperkirakan merupakan bagian dari masyarakat kerajaan yang berpusat di daerah Bogor, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kerajaan Tarumanegara.

Raja Purnawarman adalah satu-satunya raja yang namanya dicantumkan dalam prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Raja ini digambarkan sebagai seorang raja yang sangat bijaksana dan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya berkat penggalian sebuah sungai sebagai sarana irigrasi. Namun meskipun begitu, Purnawarman bukanlah satu-satunya raja yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara. Hal ini didasarkan pada sebuah sumber dari naskah kuno bernama Wangsakerta.  Meskipun kevalidan naskah ini masih diperdebatkan oleh para ahli, namun kitab ini berisi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang silsilah lengkap raja-raja yang pernah memerintah Tarumanegara dari mulai awal berdirinya hingga raja terakhirnya. Berikut adalah daftar raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara berdasarkan Naskah Wangsakerta.
	NO
	Nama Raja
	Tahun Memerintah

	1.
	Jayasingawarman
	358-382 M

	2.
	Dharmayawarman
	382-395 M

	3.
	Purnawarman
	395-434 M

	4.
	Wisnuwarman
	434-455 M

	5.
	Indrawarman
	455-515 M

	6.
	Candrawarman
	515-535 M

	7.
	Suryawarman
	535-561 M

	8.
	Kertawarman
	561-628 M

	9.
	Sudhawarman
	628-639 M

	10.
	Hariwangsawarman
	639-640 M

	11.
	Nagajayawarman
	640-666 M

	12.
	Linggawarman
	666-669 M


Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setelah abad ke-7, berita mengenai kerajaan ini tidak pernah terdengar lagi baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri . Para ahli berpendapat bahwa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara kemungkinan besar disebabkan karena adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi wilayah.
3. Kerajaan Holing/Kalingga
Kerajaan Kalingga atau Ho-ling (sebutan dari sumber Tiongkok) adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur, kebanyakan diperoleh dari sumber catatan China, tradisi kisah setempat, dan naskah Carita Parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian pada abad ke-16 menyinggung secara singkat mengenai Ratu Shima dan kaitannya dengan Kerajaan Galuh. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. 

Salah satu sumber sejarah kerajaan Holing adalah kisah. Terdapat kisah yang berkembang di Jawa Tengah utara mengenai seorang Maharani legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Kisah legenda ini bercerita mengenai Ratu Shima yang mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Ia menerapkan hukuman yang keras yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Pada suatu ketika seorang raja dari seberang lautan mendengar mengenai kemashuran rakyat kerajaan Kalingga yang terkenal jujur dan taat hukum. Untuk mengujinya ia meletakkan sekantung uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak ada sorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga tiga tahun kemudian kantung itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Shima demi menjunjung hukum menjatuhkan hukuman mati kepada putranya. Dewan menteri memohon agar Ratu mengampuni kesalahan putranya. Karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh barang yang bukan miliknya, maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya.

Berdasarkan naskah Carita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, putri Maharani Shima, Parwati, menikah dengan putera mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Mandiminyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari Kerajaan Galuh. Maharani Shima memiliki cucu yang bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga dari Kerajaan Galuh, yaitu Brantasenawa. Sanaha dan Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi raja Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh (723-732 M).
Setelah Maharani Shima meninggal pada tahun 732 M, Ratu Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, dan kemudian mendirikan Dinasti/Wangsa Sanjaya di Kerajaan Mataram Kuno. 
Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Tejakencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakeyan Panaraban. Kemudian Raja Sanjaya menikahi Sudiwara puteri Dewasinga, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, dan memiliki putra yaitu Rakai Panangkaran.
Berita keberadaan Ho-ling juga dapat diperoleh dari berita yang berasal dari zaman Dinasti Tang dan catatan I-Tsing.

- Catatan dari zaman Dinasti Tang

Cerita Cina pada zaman Dinasti Tang (618 M - 906 M) memberikan tentang keterangan Ho-ling sebagai berikut. Ho-ling atau disebut Jawa terletak di Lautan Selatan. Di sebelah utaranya terletak Ta Hen La (Kamboja), di sebelah timurnya terletak Po-Li (Pulau Bali) dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibukota Ho-ling dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu.    Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya  terbuat dari gading. Penduduk Kerajaan Ho-ling sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Ho-ling menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak dan gading gajah. Catatan dari berita Cina ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674, rakyat Ho-ling diperintah oleh Ratu Hsi-mo (Shima). Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Ho-ling sangat aman dan tentram.

- Catatan I-Tsing
Catatan I-Tsing (tahun 664/665 M) menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Ho-ling ada pendeta Cina bernama Hwining, yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam Bahasa Tionghoa. Ia bekerjasama dengan pendeta Jawa bernama Janabadra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang Nirwana, tetapi cerita ini berbeda dengan cerita Nirwana dalam agama Buddha Hinayana.

 Pengaruh kerajaan Kalingga sampai daerah selatan Jawa Tengah, terbukti diketemukannya prasasti Upit/Yupit yang diperkirakan pada abad 6-7 M. Disebutkan dalam prasasti tersebut pada wilayah Upit merupakan daerah perdikan yang dianugerahkan oleh Ratu Shima. Daerah perdikan Upit sekarang menjadi Ngupit. Kampung Ngupit adalah kampung yang berada di Desa Kahuman/Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Prasasti Upit/Yupit sekarang disimpan di kantor purbakala Jateng di Prambanan

Mata pencaharian penduduknya sebagian besar bertani, karena wilayah Kaling dikatakan subur untuk pertanian. Perekonomian, sudah banyak penduduk yang melakukan perdagangan apalagi disebutkan ada hubungan dengan Cina. 

 Di Puncak Rahtawu (Gunung Muria) dekat dengan Kecamatan Keling, Jepara di sana terdapat empat arca batu, yaitu arca Batara Guru, Narada, Togog, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak tersebut, Prof Gunadi dan empat orang tenaga stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta (kini Balai Arkeologi Yogyakarta) menemukan Prasasti Rahtawun. Selain empat arca, di kawasan itu ada pula enam tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Masing-masing diberi nama (pewayangan) Bambang Sakri, Abiyoso, Jonggring Saloko, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso.
Peluasan wilayah serta kemakmuran rakyat di daerah kekuasaan kalingga menjadi salah satu bukti kebesaran Ratu Shima. Selian kesejahteraan masyarakat terdapat pula peninggalan-peninggalan sejarah berupa bangunan candi dan prasasti yang semakin mendukung pendapat bahwa holing sangat berjaya pada masa kepemimpinan Ratu Shima. Namun roda tetap berputar, sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya Ratu Shima meninggal sekitar tahun 732 dan digantikan oleh keturunannya. Mulai dari sini sebenarnya telah nampak runtuhnya kerajaan kalingga secara perlahan. Di sisi lain kerajaan Sriwijaya di pulau seberang mulai muncul dan kuat baik dalam hubungannya dengan kerajaan luar maupun militer. Sebagimana isi dari prasasti kota kapur yang telah kita bahas dalam artikel sejarah kerajaan sriwijaya bahwa maharaja pada saat itu menghendaki penyerangan terhadap bumi jawa. Dari serangan tersebut diketahui bahwa kerajaan kalingga dapat dikalahkan dan menjadi taklukan kerajaan sriwijaya. Dari urain di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama runtuhnya kerajaan kalingga adalah serangan dari kerajaan Sriwijaya. Latar belakang inilah yang kemudian mengantarkan kalingga pada kehancuran dan tergantikan dengan kekuasaan kerajaan lain. Namun demikian diyakini keturunan dari Ratu Shima nantinya kembali menjadi pemimpin besar dengan kerajaan yang terkenal yakni Mataram Kuno.

Beberapa peninggalan kerajaan kalingga di antaranya adalah prasasti sebagai berikut :

 1. Prasasti Tukmas
 Ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Magelang di Jawa Tengah.

· Bertuliskan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta.

· Isi prasasti menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India.

· Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, kelasangka, cakra dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu.

2. Prasasti Sojomerto
· Ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

· Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu Kuno

· Berasal dari sekitar abad ke-7 masehi.

· Bersifat keagamaan Siwais.

· Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Selendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Bhadrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Prof. Drs. Boechari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Selendra adalah cikal-bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram Hindu.

· Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan panjang 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris yang sebagian barisnya rusak terkikis usia.

3. Candi Angin
· Candi Angin terdapat di desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Karena letaknya yang tinggi tapi tidak roboh terkena angin, maka dinamakan “Candi Angin”.

· Menurut para penelitian Candi Angin lebih tua dari pada Candi Borobudur. Bahkan ada yang beranggapan kalau candi ini buatan manusia purba di karenakan tidak terdapat ornamen-ornamen Hindu-Budha.

4. Candi Bubrah Jepara
Candi Bubrah terdapat di desa Tempur, Kecamatan Tempur, Kabupaten Jepara. Candi Bubrah adalah candi yang terdapat di Desa Tempur. Candi Bubrah bisa juga dikatakan gapura menuju Candi Angin, Candi Bubrah berjarak kurang lebih 500 meter dari Candi Angin.
4. Kerajaan Sriwijaya

Sejarah Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Budha yang berdiri pada abad ke-7 dibuktikan dengan adanya prasasti kedukan Bukit di Palembang (682). Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa "Sri" yang artinya bercahaya dan "Wijaya" berarti kemenangan sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang.

Pada catatan perjalanan I-Tsing, pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya  dan belajar paramasastra Sansekerta di Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan menerangkan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus (Provinsi Riau sekarang). Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kerajaan ini terletak di Sumatra Selatan.. 

Selain sebagai pusat agama Buddha, Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada laut cukup besar. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan kerajaan Sriwijaya menguasai dua selat penting dalam jalur perdagangan laut, yaitu: Selat Malaka dan Selat Sunda.

Prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya yang teramat penting menjadi sumber sejarah keberadaannya adalah

1. Prasasti Ligor 

Prasasti Ligor ditemukan di Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan. Pahatannya ditulis di kedua sisi. Sisi pertama disebut prasasti ligor A, isinya menjelaskan tentang kegagahan raja Sriwijaya, raja dari segala raja dunia yang telah mendirikan Trisamaya caitya untuk Kajara. Sisi kedua disebut prasasti Ligor B, isinya menjelaskan tentang pemberian gelar Visnu Sesawarimadawimathana pada Sri Maharaja yang berasal dari keluarga Sailendravamsa. 

2. Prasasti Palas Pasemah 
Prasasti Palas Pasemah adalah sebuah prasasti yang ditemukan di sebuah pinggiran rawa di desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, Lampung. Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Melayu Kuno beraksara Pallawa ini tersusun atas 13 baris kalimat. Isinya menjelaskan tentang kutukan atas orang-orang yang tidak tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Diperkirakan dari bentuk aksaranya, salah satu prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan berasal dari abad ke 7 Masehi. Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya 

3. Prasasti Hujung Langit 
Prasasti Hujung Langit adalah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di desa Haur Kuning, Lampung. Sama seperti prasasti lainnya, prasasti ini juga ditulis menggunakan bahasa Melayu Kuno dan aksara Pallawa. Susunan pesan dalam prasasti ini tidak cukup jelas karena tingkat keausan batunya sangat tinggi. Akan tetapi, setelah diidentifikasi prasasti ini diperkirakan berasal dari tahun 997 Masehi dan isinya menjelaskan tentang pemberian tanah sima. 

4. Prasasti Kota Kapur 
Prasasti Kota Kapur ditemukan di pesisir Pulau Bangka sebelah Barat. Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Melayu Kuno beraksara Pallawa ini ditemukan pada Desember 1892 oleh J.K. van der Meulen. Isinya menjelaskan tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah titah dari kekuasaan kemaharajaan Sriwijaya. Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya 

5. Prasasti Telaga Batu 
Prasasti Telaga Batu adalah sekumpulan prasasti yang ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang. Prasasti-prasasti ini berisi tentang kutukan pada mereka yang melakukan perbuatan jahat di kedatuan Sriwijaya. Kini, prasasti-prasasti ini disimpan di Museum Nasional, Jakarta. 

6. Prasasti Kedukan Bukit 
Pada tanggal 29 November 1920, M. Batenburg menemukan sebuah batu bertulis di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang-Sumatera Selatan. Prasasti berukuran 45 × 80 cm ini ditulis menggunakan bahasa Melayu Kuno dan aksara Pallawa. Isinya menceritakan bahwa seorang utusan Kerajaan Sriwijaya bernama Dapunta Hyang telah mengadakan sidhayarta (perjalanan suci) menggunakan perahu. Dalam perjalanan yang disertai 2.000 pasukan tersebut, ia telah berhasil menaklukan daerah-daerah lain. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. 

7. Prasasti Talang Tuwo 
Di kaki Bukit Seguntang tepian utara Sungai Musi, Louis Constant Westenenk –seorang residen Palembang pada tanggal 17 November 1920 menemukan sebuah prasasti. Prasasti Talang Tuwo –begitu kemudian disebut- adalah sebuah prasasti yang berisi doa-doa dedikasi. Prasasti ini menggambarkan bahwa aliran Budha yang digunakan Sriwijaya pada masa itu adalah aliran Mahayana. Ini dibuktikan dari digunakannya kata-kata khas aliran Budha Mahayana seperti bodhicitta, vajrasarira, annuttarabhisamyaksamvodhi, dan mahasattva. 

8. Prasasti Leiden 

      Prasasti ini ditulis di sebuah lempeng tembaga dan ditulis dalam bahasa Sansekerta dan Tamil. Saat ini prasastu Leiden berada di Musium Belanda. Isinya menceritakan hubungan baik antara dinasti Chola dari Tamil dengan dinasti Sailendra dari Sriwijaya, India Selatan. Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya 

9. Prasasti Karang Birahi 

Prasasti Karang Brahi ditemukan oleh Kontrolir L.M. Berkhout pada tahun 1904 di tepian Batang Merangin, Dusun Batu Bersurat, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Merangin-Jambi. Sama seperti prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasemah, dan Prasasti Kota Kapur, prasasti ini menjelaskan tentang kutukan pada mereka yang berbuat jahat dan tidak setia pada sang Raja Sriwijaya. Nah, demikianlah isi 9 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya beserta gambarnya yang berhasil ditemukan hingga saat ini. Sebetulnya bukti sejarah keberadaan kerajaan Sriwijaya di masa lampau sangat terbatas. Bagi Anda yang mungkin kini tinggal di daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya di masa lalu, cobalah untuk lebih jeli lagi melihat batu-batu besar di sekitar lingkungan Anda. Siapa tahu batu-batu itu berisi pahatan aksara pallawa dan bisa menjadi bukti baru peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya dari masa lalu. 

Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9-10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya menjadi pengendali rute perdaganagan lokal yang mengenakaan bea cukai kepadaa setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India.

Setelah berkuasa selama kurang lebih 3 Abad lamanya, kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kehancuran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran kerajaan Sriwijaya, adapun faktor – faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi
Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad 9 Masehi, terutama pada bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya persaingan ekonomi antara Kerajaan Medang, di Jawa Timur dengan Kerajaan Sriwijaya. Persaingan ini menyebabkan hancurnya perekonomian Sriwijaya.

2. Faktor Politik
Pada mulanya Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan yang baik dengan Colamandala, tetapi hubungan baik tersebut berubah menjadi permusuhan, sehingga pada akhirnya Colamandala menyerang kerajaan Sriwijaya hingga dua kali pada tahun 1023 dan 1068 M. Meskipun serangan tersebut tidak mengakibatkan kehancuran, hal ini memperlemah situasi pemerintahan di kerajaan Sriwijaya.

3. Faktor Wilayah
Banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Singasari melalui ekspedisi Pamalayu (1275), dan Serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1377, membuat wilayah Kerajaan Sriwijaya semakin sempit dan mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya.


Berikut raja-raja Sriwijaya Dapunta Hyang Sri Jayanasa ; Sri Indravarman ; Rudra Vikraman ; Maharaja WisnuDharmmatunggadewa ; Dharanindra Sanggramadhananjaya ; Samaragrawira ; Samaratungga ; Balaputradewa ; Sri Udayadityavarman Se-li-hou-ta-hia-li-tan ; Hie-tche (Haji) ; Sri CudamanivarmadevaSe-li-chu-la-wu-ni-fu-ma-tian-hwa ; Sri Maravijayottungga Se-li-ma-la-pi ; Sumatrabhumi ; Sangramavijayottungga ; Rajendra Dewa KulottunggaTi-hua-ka-lo ; Rajendra II ; Rajendra III ; Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa ; Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa ; Srimat Sri Udayadityawarma Pratapaparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa.

5. Kerajaan Mataram Kuno
Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan Hindu-Budha yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Medang Kamulan ini berdiri pada abad ke-8 M. Kerajaan Mataram Kuno terdapat 3 Wangsa (dinasti) yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, Syailendra, dan Isana. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Syiwa, Syailendra pengikut Budha, dan Isana wangsa baru yang didirikan oleh Mpu Sendok.

Berdasarkan Prasasti Canggal (732), raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Mataram yakni Raja Sanna yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya tidak lain adalah keponakan Raja Sanna, yakni putra dari Sannaha (saudara perempuan Raja Sanna). Hal ini karena Raja Sanna tidak memiliki keturunan sebagai penggantinya.

Pada masa pemerintahan Sanjaya (717-746 M), Kerajaan Mataram menganut agama Hindu. Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini sesuai dengan prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Setelah meninggalnya Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Panangkaran atau Syailendra (746-784 M) yang menganut agama Budha beraliran Mahayana. Pada saat itu, agama Hindu dan Budha berkembang bersama di Mataram Kuno. Penganut agama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan pengikut agama Budha berada dibagian selatan. Kemudian Syailendra digantikan oleh Rakai Pikatan.

Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menikah dengan Pramodhawardhani dari keluarga Syailendra. Hal ini menyebabkan Wangsa Sanjaya kembali memerintah Mataran Kuno dan berhasil menyingkirkan Wangsa Syailendra. Oleh karena itu, pada masa Rakai Pikatan, Mataram Kuno berhasil disatukan kembali. Wilayah Mataram berkembang mencapai Jawa Tengan dan Jawa Timur.

Sepeninggal Pikatan, Mataram dikuasai oleh Dyah Balitung (898-910 M). Setelah itu, Mataram diperintah secara berturut-turut oleh Raja Daksa, Raja Tulodung, dan Raja Wawa (924-919) yang kemudian digantikan oleh menantunya, Mpu Sindok. 
Pada masa Mpu Sindok (929-949), pusat pemerintahan Mataram dipindah ke Jawa Timur karena di Jawa Tengah terdapat letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan Kerajaan Mataram hancur. Akhirnya Mpu Sindok mendirikan dinasti baru bernama Isyana. Setelah Mpu Sendok, Mataram dipegang oleh Dharmawangsa (cicit Mpu Sindok) yang berkuasa pada tahun 990-1016 M. Pada masa ini, Mataram Kuno diserang oleh Sriwijaya atas dasar balas dendam Sriwijaya sejak Mataram dipegang oleh Rakai Pikatan. Akhirnya pada tahun 1016, Dharmawangsa meninggal ditangan Sriwijaya. Berakhirlah Kerajaan Mataram Kuno. 

Secara umum, Kerajaan Mataram Kuno telah meninggalkan beberapa candi dan prasasti yang ditemukan tersebar di daerah sekitar Jawa Tengah. Salah satu candi yang terkenal misalnya Candi Borobudur. Nah, berikut adalah beberapa candi tersebut beserta gambar dan keterangan singkatnya untuk kita pelajari bersama. 

1. Candi Sewu Terletak di kawasan sekitar candi Prambanan, tepatnya di Desa Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Candi Sewu adalah candi Budha terbesar kedua setelah Borobudur. Candi Sewu 

2. Candi Arjuna Terletak di kompleks Percandian Arjuna, tepatnya di Dataran Tinggi Dieng, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Hindu satu ini mirip dengan candi-candi di kompleks Gedong Sanga. Candi Arjuna 

3. Candi Bima Terletak di Desa Dieng Kulon, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini dikatakan memiliki banyak keunikan, misalnya dalam hal arsitekturnya yang mirip dengan candi-candi yang ada di India. Candi Bima 

4. Candi Borobudur Candi peninggalan Kerajaan Mataram Lama yang satu ini sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia sebagai candi Budha terbesar yang pernah ada. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah dan diperkirakan berasal dari ke 8 Masehi. Candi Borobudur 

5. Candi Mendut Candi Mendut merupakan candi peninggalan Agama Budha yang diperkirakan dibangun sejak Mataram berada di bawah kepemimpinan Raja Indra dari Dinasti Syailendra. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut 

6. Candi Pawon Jika Borobudur, Mendut, dan Pawon dilihat dari atas, ketiganya terletak di satu garis lurus. Inilah yang membuat para ahli merasa keheranan. Candi pawon masih belum diketahui secara jelas asal-usulnya karena bukti sejarah yang ditemukan masih sangat terbatas. Candi Pawon 

7. Candi Puntadewa Candi yang terletak di kompleks candi Arjuna ini juga merupakan candi peninggalan kerajaan Mataram Kuno. Candi bercorak Hindu ini mempunyai ukuran kecil tapi terlihat tinggi. Candi Puntadewa 

8. Candi Semar Candi Semar terletak berhadapan langsung dengan Candi Arjuna. Bentuknya segiempat membujur arah Utara – Selatan dengan tangga masuknya berada di sisi Timur dan Barat. Candi Semar 

Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno sebagai berikut:

1. Prasasti Sojomerto (sekitar Abad ke 7) Prasasti berbahasa Melayu Kuno yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan ini menjelaskan bahwa Syailendra adalah penganut agama Budha. Prasasti Sojomerto 

2. Prasasti Kalasan (778 M) Prasasti ini berisi tentang kabar seorang raja Dinasti Syailendra yang membujuk Rakai Panangkaran agar mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara dan sebuah vihara bagi para pendeta Budha. Prasasti Kalasan 

3. Prasasti Klurak (782 M) Prasasti yang ditemukan di daerah Prambanan ini berisi tentang berita pembuatan arca Manjusri sebagai wujud Sang Budha, Wisnu, dan Sanggha. Prasasti peninggalan Kerajaan Mataram Kuno ini juga menyebut nama Raja Indra sebagai raja yang berkuasa pada saat itu. Prasasti Klurak 

4. Prasasti Ratu Boko (856 M) Prasasti ini berisi berita kekalahan Balaputra Dewa dalam perang melawan kakaknya Rakai Pikatan atau Pramodhawardani dalam perebutan kekuasaan. Prasasti Ratu Boko 

5. Prasasti Nalanda (860 M) Prasasti ini berisi tentang asal-usul Balaputra Dewa yang adalah cucu dari Raja Indra dan putra dari Raja Samarottungga. Prasasti Nalanda 

6. Prasasti Cangal (732 M) Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal. Isinya berupa peringatan pembuatan lingga di Desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya. Prasasti Cangal 

7. Prasasti Mantyasih (907 M) dan 8. Prasasti Wanua Tengah III (908 M) Kedua prasasti ini berisi tentang daftar raja-raja yang pernah memerintah di Dinasti Sanjaya. 

6. Kerajaan Kediri

Kerajaan Kediri (Kerajaan Panjalu) adalah sebuah kerajaan dengan corak Hindu-Budha. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1042 ini merupakan bagian dari kerajaan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Mataram Kuno (Wangsa Isyana), dan pusat kerajaannya terletak di tepi sungai Brantas yang merupakan jalur pelayaran besar pada masa itu. 
Pada tahun 1019, Airlangga berhasil naik menjadi raja Medang Kamulan. Saat sedang memerintah, Airlangga berhasil mengembalikan kewibawaan Medang Kamulan dan akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Pada tahun 1041, Airlangga memerintahkan kerajaan untuk dibagi menjadi dua bagian. Pembagian itu dilakukan oleh Mpu Bharada, Brahmana yang terkenal sakti. Dua kerajaan yang terbelah tadi lalu dikenal sebagai Jenggala (Kahuripan) dan Panjalu (Kediri) dan dipisahkan oleh gunung Kawi dan Sungai Brantas. Kejadian ini kemudian dikisahkan dalam prasasti Mahasukbya, serat Calon Arang, dan kitab Negarakertagama. Meskipun tujuan awal Airlangga memecah kerajaan menjadi dua adalah agar tidak ada perebutan kekuasaan, pada praktiknya kedua putra Airlangga tetap bersaing bahkan setelah mereka masing-masing diberi kerajaan sendiri.
Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta sungai Brantas dengan pelabuhannya Surabaya, Rembang, dan Pasuruhan, ibu kotanya Kahuripan, sedangkan Panjalu kemudian dikenal dengan nama Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan masing-masing kerajaan saling merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga sehingga terjadilah peperangan.
Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan takhta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Garasakan (1042 – 1052 M) dalam prasasti Malenga. Ia tetap memakai lambang Kerajaan Airlangga, yaitu Garuda Mukha. 
Mapanji Garasakan memerintah tidak lama. Ia digantikan Raja Mapanji Alanjung (1052 – 1059 M). Mapanji Alanjung kemudian diganti lagi oleh Sri Maharaja Samarotsaha. Pertempuran yang terus menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut hingga munculnya nama Raja Bameswara (1116 – 1135 M) dari Kediri. Pada masa itu ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri.
Pada awalnya perang saudara tersebut, dimenangkan oleh Jenggala tetapi pada perkembangan selanjutnya Panjalu/Kediri yang memenangkan peperangan dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan demikian di Jawa Timur berdirilah kerajaan Kediri dimana bukti-bukti yang menjelaskan kerajaan tersebut, selain ditemukannya prasasti-prasasti juga melalui kitab-kitab sastra. Dan yang banyak menjelaskan tentang kerajaan Kediri adalah hasil karya berupa kitab sastra. Hasil karya sastra tersebut adalah kitab Kakawin Bharatayudha yang ditulis Mpu Sedah dan Mpu Panuluh yang menceritakan tentang kemenangan Kediri/Panjalu atas Jenggala.
Berikut adalah raja-raja Kediri yaitu,Sri Samarawijaya, merupakan putra Airlangga yang namanya ditemukan dalam prasasti Pamwatan (1042). Sri Jayawarsa, berdasarkan prasasti Sirah Keting (1104). Tidak diketahui dengan pasti apakah ia adalah pengganti langsung Sri Samarawijaya atau bukan. Sri Bameswara, berdasarkan prasasti Padelegan I (1117), prasasti Panumbangan (1120), dan prasasti Tangkilan (1130). Sri Jayabhaya, merupakan raja terbesar Panjalu, berdasarkan prasasti Ngantang (1135), prasasti Talan (1136), dan Kakawin Bharatayuddha (1157). Sri Sarweswara, berdasarkan prasasti Padelegan II (1159) dan prasasti Kahyunan (1161). Sri Aryeswara, berdasarkan prasasti Angin (1171). Sri Gandra, berdasarkan prasasti Jaring (1181). Sri Kameswara, berdasarkan prasasti Ceker (1182) dan Kakawin Smaradahana. Sri Kertajaya, berdasarkan prasasti Galunggung (1194), Prasasti Kamulan (1194), prasasti Palah (1197), prasasti Wates Kulon (1205), Nagarakretagama, dan Pararaton.

Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya.

Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir.

Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima maskawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha.

Perhatian raja terhadap rakyatnya sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tetapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pada zaman Kediri karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, raja pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuda ke dalam bahasa Jawa Kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu berangka tahun dalam bentuk candrasangkala, sangakuda suddha candrama (1079 Saka atau 1157 M). Selain itu, Empu Panuluh juga menulis kitab Gatutkacasraya dan Hariwangsa.

Pada masa pemerintahan Kameswara juga ditulis karya sastra, antara lain sebagai berikut.

1. Kitab Wertasancaya, yang berisi petunjuk tentang cara membuat syair yang baik. Kitab itu ditulis oleh Empu Tan Akung.

2. Kitab Smaradhahana, berupa kakawin yang digubah oleh Empu Dharmaja. Kitab itu berisi pujian kepada raja sebagai seorang titisan Dewa Kama. Kitab itu juga menyebutkan bahwa nama ibu kota kerajaannya adalah Dahana.

3. Kitab Lubdaka, ditulis oleh Empu Tan Akung. Kitab itu berisi kisah Lubdaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka. Karena pemujaannya yang istimewa, ia ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga.

Selain karya sastra tersebut, masih ada karya sastra lain yang ditulis pada zaman Kediri, antara lain sebagai berikut. 

1. Kitab Kresnayana karangan Empu Triguna yang berisi riwayat Kresna sebagai anak nakal, tetapi dikasihi setiap orang karena suka menolong dan sakti. Kresna akhirnya menikah dengan Dewi Rukmini.

2. Kitab Samanasantaka karangan Empu Managuna yang mengisahkan Bidadari Harini yang terkena kutuk Begawan Trenawindu.

Adakalanya cerita itu dijumpai dalam bentuk relief pada suatu candi. Misalnya, cerita Kresnayana dijumpai pada relief Candi Jago bersama relief Parthayajna dan Kunjarakarna.

Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Ku-fei pada tahun 1178 M berisi tentang Negeri paling kaya di masa kerajaan Kediri pimpinan Raja Sri Jayabaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. 

Runtuhnya kerajaan Kediri dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya , terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menggangap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa meyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok , akuwu Tumapel. Perseteruan memuncak menjadi pertempuran di desa Ganter, pada tahun 1222 M. Dalam pertempuarn itu Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya, pada masa itu menandai berakhirnya kerajaan Kediri. 
Setelah berhasil mengalah kan Kertanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena perilakunya yang baik, Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka Hutan Tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Ia bekerjasama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri.
Sejarah tentang kerajaan Kediri diketahui dari beberapa peninggalan Kerajaan Kediri, salah satunya dari prasasti Kerajaan Kediri. Berikut prasasti-prasastinya.

1. Prasasti Sirah Keting

Prasasti ini berisi tentang pemberian penghargaan berupa tanah dari Jayawarsa kepada rakyat desa sebab telah berjasa.

2. Prasasti di Tulungagung dan Kertosono

Kedua prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan. Kedua prasasti ini berasal dari Raja Kameshwara.
3. Prasasti Ngantang

Prasasti ini berisi tentang pemberian hadiah berupa tanah nan dibebaskan dari pajak oleh Jayabaya. Prasasti ini ditujukan buat rakyat Desa Ngantang sebab telah mengabdi buat Kemajuan Kediri.
4. Prasasti Jaring

Prasasti ini dibuat oleh Raja Gandra. Isinya ialah nama-nama nan berasal dari nama hewan, seperti Tikus Jinada, Kebo Waruga, dan sebagainya. Hal ini memunculkan adanya birokrasi kerajaan.
5. Prasasti Kamulan

Prasasti ini berisi tentang peristiwa dikalahkannya musuh oleh Kediri di istana Katang-Katang.
6. Prasasti Padelegan

Prasasti ini dibuat oleh Raja Kameshwara guna mengenang rasa bakti penduduk Padelegan pada raja.
7. Prasasti Panumbangan

Prasasti ini berisi tentang pemberian anugerah raja buat penduduk Panumbangan sebab telah mengabdi kepada rakyat.

8. Prasasti Talan

Prasasti ini berisi tentang diberikannya hak istimewa oleh raja kepada penduduk Desa Talan dengan cara membebaskan rakyat dari pajak.

9. Prasasti Ceker

Prasasti ini berisi tentang anugerah raja nan diberikan kepada penduduk Desa Ceker sebab telah mengabdi buat kemajuan Kediri.

7. Kerajaan Singosari

Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Asal usul Ken Arok tidak jelas. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari Desa Pangkur (sebelah timur Gunung Kawi). Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang pejabat kerajaan, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya cukup tinggi. Hal itu jarang dimiliki oleh seorang petani biasa. Pada mulanya Ken Arok hanya merupakan seorang abdi dari Akuwu Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi di Tumapel ingin menduduki jabatan akuwu dan sekaligus memperistri Ken Dedes (istri Tunggul Ametung). Dengan menggunakan tipu muslihat yang jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi akuwu di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung. Ken Arok kemudian mengumumkan bahwa dia adalah penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan Syiwa. Hal itu dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh rakyat sebagai seorang pemimpin. 

Tumapel pada waktu itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Ken Arok ingin memberontak, tetapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 1222 datanglah beberapa pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan yang sewenang-wenang dari Raja Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati dan mulailah menyusun barisan, menggembleng para prajurit, dan melakukan propaganda kepada rakyatnya untuk memberontak Kerajaan Kediri.

Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah sejumlah besar prajurit Tumapel menuju Kediri. Di daerah Ganter terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri beserta rajanya dapat dibinasakan. Ken Arok disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Tumapel dan Kediri. Selanjutnya, Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel yang kemudian disebut Kerajaan Singasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur, di sebelah Gunung Arjuna. 

Kehidupan politik pada masa Kerajaan Singasari dapat kita lihat dari raja-raja yang pernah memimipinya. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singasari.

1. Ken Arok (1222–1227).
Pendiri Kerajaan Singasari ialah Ken Arok yang menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni Dinasti Rajasa (Rajasawangsa) atau Girindra (Girindrawangsa). Ken Arok hanya memerintah selama lima tahun (1222–1227). Pada tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati (anak tiri Ken Arok). Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa– Buddha.

2. Anusapati (1227–1248).
Dengan meninggalnya Ken Arok maka takhta Kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahaannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo (putra Ken Arok dengan Ken Umang). Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam sehingga diundangnya Anusapati ke Gedong Jiwa (tempat kediamanan Tohjoyo) untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asyik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tohjoyo menyabut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian, meninggallah Anusapati yang didharmakan di Candi Kidal.

3) Tohjoyo (1248)
Dengan meninggalnya Anusapati maka takhta Kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo memerintah Kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana.

4) Ranggawuni (1248–1268)
Ranggawuni naik takhta Kerajaan Singasari pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka (anak dari Mahesa Wongateleng) yang diberi kedudukan sebagai ratu angabhaya dengan gelar Narasinghamurti. Ppemerintahan Ranggawuni membawa ketenteraman dan kesejahteran rakyat Singasari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai yuwaraja (raja muda) dengan maksud mempersiapkannya menjadi raja besar di Kerajaan Singasari. Pada tahun 1268 Wisnuwardanameninggal dunia dan didharmakan di Jajaghu atau Candi Jago sebagai Budha Amogapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa.

5) Kertanegara (1268–-1292).
Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh tiga orang mahamentri, yaitu mahamentri i hino, mahamentri i halu, dan mahamenteri i sirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak Wide dijadikan Bupati di Sumenep (Madura) dengan gelar Aria Wiaraja.

Setelah Jawa dapat diselesaikan, kemudian perhatian ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil menguasai Kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah raja Kertanegara. Tujuannya untuk menguasai Selat Malaka. Selain itu juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku). Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan raja Champa, dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kublai Khan dari Dinasti Mongol. Kublai Khan menuntut rajaraja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai utusannya yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kublai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirikan pasukannya ke Jawa.

Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol, maka Jayakatwang menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya - Raja terakhir Kerajaan Kediri.  Serangan dilancarakan oleh Jayakatwang dari dua arah, yakni dari arah utara merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanagera berpesta pora dengan para pembesar istana. Kertanagera beserta pembesarpembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Raden Wijaya (menantu Kertanegara) berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Aria Wiraraja (Buapati Sumenep). Atas bantuan Aria Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kepada Jayakatwang serta diberikan sebidang tanah yang bernama Tanah Terik yang nantinya menjadi asal usul Kerajaan Majapahit.

Dengan gugurnya Kertanegara pada tahun 1292, Kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirlah kekuasan Kerajaan Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian didharmakan sebagai Siwa-Buddha (Bairawa) di Candi Singasari. Sedangkan arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolog, yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya.

Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negeri asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singasari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat Kerajaan Singasari berada di sekitar Lembah Sungai Brantas dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan.

Keberadaan Sungai Brantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Kerajaan Singasari.

Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari, antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari, antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari, antara lain Patung Ken Dedes sebagai Dewi Prajnaparamita lambang dewi kesuburan dan Patung Kertanegara sebagai Amoghapasa.

Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardhana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singasari kemungkinan yang menyebabkan para brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman rajanya.

Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan raja sangat gemar menyabung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan. Keadaan rakyat Singasari mulai berangsur-angsur membaik setelah Wisnuwardhana naik takhta Singasari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. 

Dengan kerja keras dan usaha yang tidak henti-henti, cita-cita Kertanegara ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari tercapai juga walaupun belum sempurna. Daerah kekuasaannya, meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Puncak kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Kertanegara berhasil melakukan konsolidasi dengan jalan menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Raja tidak segan-segan untuk mengganti pejabat yang dipandang kurang berkualitas. Selain itu, raja juga melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar, salah satunya dengan Kerajaan Campa. Berkat politik pemerintahan yang dijalankan Kertanegara, Singasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara, baik dl bidang perdagangan maupun militer.

Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan oleh dua sebab utama, yaitu tekanan luar negeri dan pemberontakan dalam negeri. Tekanan asing datang dari Khubilai Khan dan Dinasti Yuan di Cina. Khubilai Khan menghendaki Singasari untuk menjadi taklukan Cina. Sebagai orang yang mengambil gelar sebagai maharajadiraja, tentu Kertanegara menolaknya. Penolakan itu disampaikan dengan cara menghina utusan Khubilai Khan yang bernama Meng-chi. Sejak itu konsentrasi Kertanegara terfokus pada usaha memperkuat pertahanan lautnya. Di tengah usaha menghadapi serangan dari Kekaisaran Mongol, tiba-tiba penguasa daerah Kediri yang bernama Jayakatwang melakukan pemberontakan. Kediri sebagai wilayah kekuasaan terakhir Wangsa Isana, memang berpotensi untuk melakukan pemberontakan. Sebetulnya Kertanegara telah memperhitungkannya, sehingga mengambil menantu Ardharaja, anak Jayakatwang. Akan tetapi langkah Kertanegara ternyata tidak efektif. Pada tahun 1292 Jayakatwang menyerbu ibukota dan berhasil membunuh Kertanegara serta menguasai istana sehingga runtuhlan Kerajaan Singasari.

Beberapa peninggalan Kerajaan Singosari sebagai berikut 
1. Candi Singosari
Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari,Kabupaten Malang dan terletak pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Berdasarkan penyebutannya pada Kitab Negarakertagama serta Prasasti Gajah Mada yang bertanggal 1351 M di halaman komplek candi, candi ini merupakan tempat "pendharmaan" bagi raja Singasari terakhir, Sang Kertanegara, yang mangkat(meninggal) pada tahun 1292 akibat istana diserang tentara Gelang-gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Kuat dugaan, candi ini tidak pernah selesai dibangun.

2. Candi Jago
Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi ini cukup unik, karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Relief-relief Kunjarakarna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Sengan keseluruhan bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit.

3. Candi Sumberawan
Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari, Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Singasari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan.

4. Arca Dwarapala
Arca ini berbentuk Monster dengan ukuran yang sangat besar. Menurut penjaga situs sejarah ini, arca Dwarapala merupakan pertanda masuk ke wilayah kotaraja, namun hingga saat ini tidak ditemukan secara pasti dimanan letak kotaraja Singhasari.

5. Prasasti Manjusri
Prasasti Manjusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang Arca Manjusri, bertarikh 1343, pada awalnya ditempatkan di Candi Jago dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta

6. Prasasti Mula Malurung
Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugrahan desa Mula dan desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanagara pada tahun 1255 sebagai raja muda di Kadiri, atas perintah ayahnya Wisnuwardhana raja Singhasari. Kumpulan lempengan Prasasti Mula Malurung ditemukan pada dua waktu yang berbeda. Sebanyak sepuluh lempeng ditemukan pada tahun 1975 di dekat kota Kediri, Jawa Timur. Sedangkan pada bulan Mei 2001, kembali ditemukan tiga lempeng di lapak penjual barang loak, tak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya. Keseluruhan lempeng prasasti saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

7. Prasastri Singosari
Prasasti Singosari, yang bertarikh tahun 1351 M, ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan sekarang disimpan di Museum Gajah dan ditulis dengan Aksara Jawa.      Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebuah caitya atau candi pemakaman yang dilaksanakan oleh Mahapatih Gajah Mada. Paruh pertama prasasti ini merupakan pentarikhan tanggal yang sangat terperinci, termasuk pemaparan letak benda-benda angkasa. Paruh kedua mengemukakan maksud prasasti ini, yaitu sebagai pariwara pembangunan sebuah caitya.

8. Candi Jawi
Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan - Kecamatan Prigen dan Pringebukan. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan Buddha, namun sebenarnya merupakan tempat pedharmaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir Singhasari, Kertanegara. Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singhasari. Kedua candi ini ada hubungannya dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadatan Raja Kertanegara.

9. Prasasti Wurare
Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan arca Mahaksobhya di sebuah tempat bernama Wurare (sehingga prasastinya disebut Prasasti Wurare). Prasasti ditulis dalam bahasa Sansekerta, dan bertarikh 1211 Saka atau 21 November 1289. Arca tersebut sebagai penghormatan dan perlambang bagi Raja Kertanegara dari kerajaan Singhasari, yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat Jina (Buddha Agung). Sedangkan tulisan prasastinya ditulis melingkar pada bagian bawahnya.

10. Candi Kidal
Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, Raja kedua dari Singhasari, yang memerintah selama 20 tahun (1227 - 1248). Kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singhasari, juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Mpu Gandring.

8. Kerajaan Majapahit

Asal mula Kerajaan Majapahit diceritakan bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Meng Chi ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Kublai Khan pun marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 M. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, membunuh Kertanagara. Atas saran dan Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi Hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dan “buah maja” dan “rasa pahit” dan buah tersebut. Ketika pasukan Mongolia tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka untuk menanik pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Tanggal kelahiran kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana.
Kerajaan ini menghadapi banyak masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meski pemberontakan tersebut tidak berhasil. Namun ternyata Mahapatih Halayudha-lah yang melakukan konspirasi (persekongkolan) untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja. Hal itu ia lakukan agar dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemenintahan. Namun, setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha dltangkap dan dipenjara, lalu dihukum mati. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 M. Anak dan penerus Raden Wijaya, Jayanegara 

Jayanegara yang memerintah dari tahun 1309 M sampai tahun 1328 M, Saat di angkat menjadi raja usia jayanegara masih sangat muda yaitu 15 tahun. Berbeda dari ayahnya Jayanegara tidak mempunyai kecakapan dalam memerintah sehingga ia mendapat julukan "Kala Gemet" yang berarti lemah dan jahat. Pada masa pemerintahannya banyak sekali terjadi pemberontakan, dari seluruh pemberontakan yang terjadi pemberontakan yang hampir berhasil menggulingkan kekuasaannya adalah pemberontakan oleh salah seorang kepercayaan dan penasehat raja bernama Ra Kuti. Beruntung Gajah Mada yang pada saati itu menjadi pasukan pengawal raja berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Ia berhasil menyelamatkan jayanegara dengan mengungsikannya sementara ke desa bernama badander. Jayanegara meninggal akibat operasi yang dilakukan oleh tabib yang bernama Tancha, ia menaruh dendam terhadap jayanegara. Tancha lalu dibunuh oleh Gajah Mada.
Karena jayanegara tidak mempunyai keturunan maka posisinya digantikan oleh adiknya yang bernama Gayatri dengan gelar Tribuana Tunggadewi, ia memerintah majapahit dari tahun 1328 M sampai tahun 1350 M, Pada saat pemerintahannya kira-kira di tahun 1331 M terjadi pemberontakan di sadeng dan keta, keduanya berada di wilayah besuki jawa timur.
Pemberontakkan ini bisa dipadamkan  oleh Gajah Mada. Atas jasanya tersebut ia kemudian diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Pada saat pengangkatannya Gajah mada mengucapkan sumpah yang sangat terkenal yaitu sumpah palapa. Yang isinya : Gajah mada pantang bersenang-senang sebelum bisa menyatukan nusantara. Tribuana tunggadewi meninggal di tahun 1350 M.
Pengganti Tribuana Tunggadewi adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk, ia memerintah dari tahun1350 M sampai tahun 1389 M. Pada masa pemerintahannya majapahit mengalami masa kejayaan, wilayah kekuasannya sangat luas seluas wilayah negara indonesia saat ini bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara di wilayah asia tenggara. Peran gajah mada sangat besar dalam memperluas wilayah majapahit.
Hayam Wuruk, juga disebut sebagai Rajasanagara. Ia memerintah Majapahit dan tahun 1350-1389 M. Majapahit mencapal puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, Gadjah Mada. Di bawah perintah Gadjah Mada (1313-1364 M), Majapahit menguasai Iebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 M, beberapa tahun setelah kematian Gadjah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Selain Gadjah Mada, Majapahit juga memiliki jendral yang juga terkenal bernama Adityawarman. Ia terkenal karena penaklukkannya di Minangkabau. Menurut Kakawin Nagarakertagama Pupuh Xlll-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.
Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah ketika terjadi perang saudara (Perang Paregreg) pada tahun 1405-1406 M, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Terjadi pula pergantian raja yang diperdebatkan pada tahun 1450-an dan pemberontakan besar oleh seorang bangsawan pada 1468 M. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1400 Saka atau 1478 M. Hal ini tampak pada candrasengkala (penanda tahun) yang berbunyi “sirna ilang kertaning bumi” yang berarti “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Pada tahun tersebut digambarkan gugurnya Bhre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana. Kemunduran Kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul dibagian barat Nusantara. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dan Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M.

Berikut raja-raja Majapahit yakni Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana memerintah tahun 1293 – 1309 ; Kalagamet bergelar Sri Jayanagara  memrintah tahun 1309 – 1328 ; Sri Gitarja bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi memerintah tahun 1328 – 1350 ; Hayam Wuruk  bergelar Sri Rajasanagara memerintah tahun 1350 – 1389 ; Wikramawardhana memerintah tahun 1389 – 1429 ; Suhita bergelar Dyah Ayu Kencana Wungu memerintah tahun 1429 – 1447 ; Kertawijaya bergelar Brawijaya I memerintah tahun 1447 – 1451 ; Rajasawardhana Brawijaya II memerintah tahun 1451 – 1453 ; Purwawisesa atau Girishawardhana  bergelar Brawijaya III memerintah tahun 1456 – 1466 ; Bhre Pandansalas, atau Suraprabhawa bergelar Brawijaya IV memerintah tahun 1466 – 1468 ; Bhre Kertabumi bergelar Brawijaya V memerintah tahun 1468 – 1478 ; Girindrawardhana bergelar Brawijaya VI memerintah tahun 1478 – 1498 ; Patih Udara memerintah tahun 1498 - 1518 

Benda-benda Peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, Kolam Segaran, Makam Putri Campa, Candi Joltundo, Kitab Negarakertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjunawiwaha, Kitab Kunjarakarna dan Parthayajna, Kitab Pararaton.

Masyarakat Nusantara telah menerima budaya baru dari negeri India. Akan tetapi, masyarakat Nusantara tidak melupakan begitu saja tradisi budaya yang telah dimilikinya selama ratusan tahun. Pengaruh budaya Hindu-Buddha tidak diambil seluruhnya, sebab masyarakat Nusantara memiliki local genius,  yaitu kemampuan suatu masyarakat untuk menyaring dan mengolah budaya asing yang masuk untuk disesuaikan dengan kebudayaan dan adat kebiasaan setempat. Adapun sepuluh unsur budaya asing yang dimiliki masyarakat Nusantara menurut Dr.J.L.A. Brandes adalah sebagai berikut :

1. Kepandaian bersawah
2. Kemampuan dalam pelayaran
3. Mengenal prinsip dasar pertunjukan wayang
4. Kemampuan dalam seni gamelan
5. Kepandaian membatik
6. Membuat barang dari logam
7. Menggunakan aturan metric
8. Menggunakan alat tukar uang logam
9. Mengenal sistem perbintangan (astronomi)
10. Telah terbentuknya susunan masyarakat yang teratur
Pada saat agama Hindu-Buddha belum masuk ke Nusantara, nenk moyang kita mempercayai adanya kekuatan yang maha tinggi di luar dirinya. Mereka percaya bahwa jika seseorang meninggal, hanya jasmaninya saja yang hancur, tetapi rohaninya tetap hidup. Roh-roh tersebut bertempat tinggal di suatu tempat keramat. Nenek moyang bangsa Indonesia lantas berhubungan dengan roh-roh itu sehingga memunculkan kebiasaan membakar kemenyan, berkenduri, dan membuat sesaji. Selain itu, mereka beranggapan bahwa pada benda-benda tertentu terdapat suatu kekuatan gaib. Mereka kemudian mengeramatkan benda-bend tertentu, seperti : senjata, cincin, gelang, pohon besar, dan batu besar. Dua macam kepercayaan tersebut dikenal sebagai animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, kesaktian, atau tuah.

D. Latihan Soal

Sebagai evaluasi untuk mendapatkan informasi ketercapaian hasil belajar Anda memahami kegiatan belajar ke-1, maka kerjakan latihan soal di bawah ini !

1. Mengapa teori-teori masuknya Hindu-Budha di Indonesia berdasarkan India sentris menggunakan pendekatan sosiologis ?

2. Bagaimana pola umum sistem politik kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia ?

3. Anda telah mengenal berbagai sumber sejarah yang menjadi sandaran rekonstruksi sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia. Menurut Anda sumber sejarah manakah yang paling kredibel ?

4. Apakah sejarah masuknya Hindu-Budha di Indonesia merupakan penetrasi budaya atau Hindunisasi. Jelaskan !


KEHIDUPAN MASA ISLAMISASI 

A. Penyebaran Islam ke Indonesia

Terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa teori dan pendapat yang menyatakan kapan sebetulnya pengaruh kebudayaan dan agama Islam mulai masuk ke nusantara. Pendapat-pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan oleh adanya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. 

1.Masuknya Islam sejak Abad ke-7 Masehi Sebagian ahli sejarah menyebut jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke 7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang diperoleh dari para pedagang Arab. Dari berita tersebut, diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke 7. Dalam pendapat itu disebutkan bahwa wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Wilayah Samudra Pasai merupakan pintu gerbang menuju wilayah Indonesia lainnya. Dari Samudra Pasai, melalu jalur perdagangan agama Islam menyebar ke Malaka dan selanjutnya ke Pulau Jawa. Pada abad ke 7 Masehi itu pula agama Islam diyakini sudah masuk ke wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Masuknya agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke 7 Masehi didasarkan pada berita dari China masa pemerintahan Dinasti Tang. Berita itu menyatakan tentang adanya orang-orang Ta’shih (Arab dan Persia) yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia.

2.Masuknya Islam sejak Abad ke-11 Masehi Sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke 11 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik Jawa Timur. Batu nisan ini berangka tahun 1082 Masehi. 

3.Masuknya Islam sejak Abad ke-13 Masehi Di samping kedua pendapat di atas, beberapa ahli lain justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke 13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, di antaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya Dinasti Abassiah di Baghdad (1258), berita dari Marocopolo (1292), batu nisan kubur Sultan Malik as Saleh di Samudra Pasai (1297), dan berita dari Ibnu Battuta (1345). Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. 

Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke 7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Budha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama yaitu dari abad ke 7 sampai abad ke 13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjung terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para Mubaligh Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat terutama di daerah pantai. 

Pada akhir abad ke 12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubalighnya kian giat melakukan peran politik. Misalnya, saaat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. 

Menjelang berakhirnya abad ke 13 sekitar tahun 1285 berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. 

Pada awal abad ke 15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan, bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Gowa, dan kesultanan Banjar. 

Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah, agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. 

[image: image5.jpg]



              Gambar 5. Jalur Persebaran Islam di Indonesia

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para Tokoh yang mengemukakan pendapat itu di antaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat (eropa) yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya, Marcopolo, Muhammad Ghor, Ibnu Bathuthah, Dego Lopez de Sequeira, dan Sir Richard Wainsted.

Sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah:

a. Berita dari Arab

Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab Telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 M) yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabay atau Sribusa.Pendapat ini dikemukakan oleh Crawfurd, Keyzer, Nieman, de Hollander, Syeh Muhammad Naquib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda, bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni.

b. Berita Eopa
Berita ini datangnya dari Marcopolo tahun 1292 M. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia, ketika ia kembali dari cina menuju eropa melalui jalan laut. Ia dapat tugas dari kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembagkan kepada kaisar Romawi, dari perjalannya itu ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudera dengan ibukotanya Pasai.7 Diantara sejarawan yang menganut teori ini adalah C. Snouch Hurgronye, W.F. Stutterheim,dan Bernard H.M. Vlekke.

c. Berita India

Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena disamping berdagang mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisisr pantai.9 Teori ini lahir selepas tahun 1883 M. Dibawa oleh C. Snouch Hurgronye. Pendukung teori ini, diantaranya adalah Dr. Gonda, Van Ronkel, Marrison, R.A. Kern, dan C.A.O. Van Nieuwinhuize.

d. Berita Cina

Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng-Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulai Jawa.11 T.W. Arnol pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, ketika mereka mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijrah atau abad ke-7 dan ke-8 M. Dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 M seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera (disebut Ta’shih).

e. Sumber dalam Negeri

Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Yakni Penemuan sebuah batu di Leran (Gresik). Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab, yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah Binti Maimun (1028). Kedua, Makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadhan tahun 676 H atau tahun 1297 M. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 M. Jirat makan didatangkan dari Guzarat dan berisi tulisan-tulisan Arab.

Saluran Penyebaran Agama Islam di Indonesia Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dialakukan secara damai melalui beberapa saluran berikut: 

b. Saluran perdagangan, proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim, misalnya Pekojan. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 

c. Saluran perkawinan, proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangaannya itu ikut menganut Islam. 

d. Saluran dakwah, proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yanbg dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. 

e. Saluran pendidikan, proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. 

f. Saluran seni budaya, proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, dan seni sastra. 

g. Proses tasawuf, penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Budha. Alasan Agama Islam Mudah Diterima Masyarakat Indonesia 

h. Saluran Politik.Pengaruh kekuasan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini

Proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung faktor-faktor berikut : 

1. Syarat masuk Islam sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucapkan kalimah syahadat. 

2. Pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. 

3. Agama Islam tidak mengenal pembagian kasta sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama. 

4. Aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. 

5. Agama Islam yang masuk dari Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami. 

6. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada. 

7. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke 15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Budha. 

B. Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia
Islam masuk ke Indonesia  dan memengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk juga segi pemerintahan yakni dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam secara geografis terletak di sepanjang pesisir pantai. Hal ini disebabkan karera terbentuknya kerajaan dimulai dan kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai kota transit sehingga mata pencaharian masyarakatnya di sektor pertanian dan perdagangan atau disebut maritim. Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam antara lain: 

1. Kerajaan Malaka

Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat peranannya sebagai jalan lalulintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuahan-pelabuhan Indonesia. Letak geografis Malaka sangat menguntungkan, yang menjadi jalan sialng anntara AsiaTimur dan asia Barat. Dengan letak geografis yang demikian membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya.Setelah Malaka menjadi kerajaan Islam, para pedagang, mubaligh, dan guru sufi dari negeri Timur Tengah dan India makin ramai mendatangi kota Bandar Malaka. Dari bandar ini, Islam di bawa ke pattani dan tempat lainnya di semenanjung seperti Pahang, Johor dan perlak. Kerajaan Malaka menjalin hubungan baik dengan Jawa, mengingat bahwa Malaka memerlukan bahan-bahan pangan dari Jawa. Di mana hal ini untuk memenuhi kebutuhan kerajaannya sendiri. Persediaan dalam bidang pangan dan rempah-rempah harus selalu cukup untuk melayani semua pedagang-pedagang. Begitu pula pedagan-pedagang Jawa juga membawa rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. 

Selain dengan Jawa, Malaka juga menjalin hubungan dengan Pasai. Pedagang-pedangan Pasai membawa lada ke pasaran Malaka. Dengan kedatangan pedagang Jawa dan Pasai, maka perdagangan di Malaka menjadi ramai dan lebih berarti bagi para pedagang Cina. Selain dalam bidang ekonomi, Malaka juga maju dalam bidang keagamaan. Banyak alim ulama datang dan ikut mengembangkan agama Islam di kota ini. Penguasa Malaka dengan sendirinya sangat besar hati. Meskipun penguasa belum memeluk agama Islam namun pada abad ke-15 mereka telah mengizinkan agama Islam berkembang di Malaka. Penganut-penganut agama Islam diberi hak-hak istimewa bahkan penguasa membuatkan bangunan masjid.

Kesultanan Malaka mempunyai pengaruh di daerah Sumatera dan sekitarnya, dengan mempengaruhi daerah-daerah tersebut untuk masuk Islam seperti: Rokan Kampar, India Giri dan Siak. Dan kesultanan Malaka merupakan pusat perdagangan internasional antara Barat dan Timur, pelabuhan transit. Maka dengan didudukinya Kesultanan Malaka oleh Portugis tahun 1511, maka kerajaan di Nusantara menjadi tumbuh dan berkembang karena jalur Selat Malaka tidak digunakan lagi oleh pedagang Muslim sebab telah diduduki oleh Portugis. Dengan demikian tidaklah akan dicapai kemajuan oleh kerajaan Malaka jika kerajaan itu tidak mempunyai peraturan-peraturan tertentu, yang memberi jaminan lumayan kepada keamanan perdagangan. Seperti contohnya aturan bea cukai, aturan tentang kesatuan ukuran, sistem pemakaian uang logam dan sebagainya. Di samping aturan yang diterapkan juga sistem pemerintahannya sangat baik dan teratur. 
2. Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Sumatra. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al Saleh dan mengalami kejayaan. Hal ini dibuktikan Kerajaan Samudera Pasai mampu memperluas wilayahnya dan menjalin hubungan perdagangan dengan Arab. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik aI Tahir, ada kunjungan Ibnu Battutah yang mengadakan perjalanan India-Cina (kembali tahun 1345). Peranan Kerajaan Samudera Pasai dalam persebaran agama Islam yaitu:

· Menjadi pusat studi Islam di Asia sehingga banyak orang-orang asing yang menetap di Samudera Pasai.

· Penyebaran agama Islam melalui perluasan pengaruh politik. Hal ini dibuktikan dengan berhasil merintis munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa.

Samudera Pasai menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut yang menghubungkan daerah Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan besar, Samudera Pasai memiliki fungsi sebagai

· Tempat merambah perbekalan.

· Tempat mengurus masalah perkapalan.

· Tempat mengumpulkan komoditas dagang yang akan dikirim ke luar.Tempat menyimpan barang yang akan diantar ke daerah lain.

Adanya perpecahan di dalam kerajaan telah melahirkan kemunduran politik dan perdagangan terlebih lagi, munculnya Kerajaan Malaka yang letaknya lebih strategis. 

3. Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Samudera Pasal yang didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitar Aceh sekaligus mengislamkan daerah tersebut dalam usahanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda bekerja sama dengan Sultan Turki untuk memperkuat pasukannya. Kerajaan Aceh mengembangkan diri dan dapat mempersatukan beberapa daerah di Aceh, yaitu Daya, Pedir, Lingga, Perlak, Tamiang, Samudera Pasai, dan Lamuni, di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya Kerajaan Aceh adalah,

· Letaknya strategis di jalur perdagangan.

· Pelabuhari Olele memliki syarat yang baik sebagal pelabuhan.

· Pedalaman Aceh menghasilkan lada yang melimpah.Aceh makin ramai dan berperan penting setelah Malaka dikuasai Portugis.

Sultan Ali Mughayat Syah adalah raja pertama Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Ali Mughayat Syah wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salaluddin. Selama menduduki tahta, Ia tidak mempedulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Corak pemerintahannya terdiri atas,

· Pemerintahan sipil oleh golongan bangsawan (teuku).

· Pemerintahan agama oleh golongan ulama (tengku).

· Berikut ini beberapa tindakan yang dilakukan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaan Aceh.

· Memperluas daerah kekuasaan ke Semeranjung Malaka dengan dikuasainya kerajaan Kedah, Perak, Johor, dan Pahang. Daerah pantai barat dan timur Sumatera dikuasainya sampai ke Pariaman yang merupakan jalur masuk Islam ke Minaangkabau.

· Untuk memperlemah kekuasaan Portugis, Iskandar Muda membuka kerja sama dengan Belanda dan lnggris dengan mengizinkan kongsi dagang mereka, yaitu VOC dan EIC untuk membuka kantor cabangnya di Aceh.

· Menyerang Portugis di Malaka dan sempat mengalahkan Portugis di Pulau Bintan pada tahun 1614.Mendirikan

· Masjid Baiturrahman di pusat ibukota kerajaan Aceh.

Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran disebabkan oleh,

· Timbulnya pertikaian antara bangsawan dan ulama.

· Banyak daerah yang melepaskan diri dan Kerajaan Aceh.

· Pada tahun (1641) muncul kekuatan Belanda di Selat Malaka.

4. Kerajaan Demak

Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Letak Kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Jawa. Peranan Kerajaan Demak dalam pensebaran agama Islam adalah,

· Menjadi pusat persebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh para wali.

· Mengadakan perluasan wilayah di daerah-daerah sekitar pesisir pantai utara Jawa yang kemudian diislamkan melalui pendekatan politik, sosial, dan budaya.

Beberapa raja Demak antara lain,

· Raden Patah (1475-1518): Pada waktu Ia memerintah, dilakukan pengembangan wilayah ke pesisir utara Jawa Barat dengan tujuan mencari wilayah strategis. Tujuan politisnya adalah untuk mematahkan hubungan Kerajaan Pajajaran dengan Portugis di Malaka. Tujuan ekonomisnya adalah menguasal Pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten yang yang sangat potensial untuk mengekspor lada.

· Pati Unus (1518-1521): Masa kekuasaan Pati Unus hanya sekitar tiga tahun. Pada tahun 1511, Malaka direbut oleh Portugis sehingga para pedagang Indonesia kehilangan mitra dagang yang vital. Di samping itu, jatuhnya Malaka sangat memukul Demak, tetapi juga memberi keuntungan pada Demak. Para pedagang yang enggan mengakui monopoli pendagangan Portugis di Malaka, menciptakan pos-pos pendagangan baru seperti Banten, Cirebon, Jepara, Gresik, dan masih banyak lagi.

· Sultan Trenggono (1521-1546): Raja terbesar dan Kesultanan Demak adalah Sultan Trenggono. Adanya Perjanjian Henrique de Leme dengan Pajajaran untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa merupakan ancaman terhadap keberadaan Demak. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Juni 1527, Sultan Trenggono mengutus Fatahiliah memimpin pasukan Demak untuk merebut Sunda Kelapa. Sunda Kelapa berhasil dikuasal dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Banten juga dapat dikuasai pada tahun 1525. Dalam usaha perluasan wliayah, Sultan Trenggono akhirnya wafat dalam pertempuran merebut Pasuruan tahun 1546. Masa pemerlntahan Sultan Trenggono merupakan puncak persebaran Islam yang dilakukan di seluruh wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Ajaran agama Islam dapat berkembang pesat di Jawa pada saat Kerajaan Demak berkuasa yang didukung oleh para wali atau sunan. Tindakan-tindakan penting yang pemah dilakukan Sultan Trenggono adalah sebagai berikut.

· Menegakkan agama Islam.

· Membendung perluasan daerah yang dilakukan oleh Portugis.

· Menguasal dan mengislamkan Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa (perluasan ke wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Fatahiliah/Faletehan).

· Berhasil meraklukkan Mataram, Singasari, dan Blambangan.

Selanjutnya pusat pemerintahan Kerajaan,Demak di pindahkan ke Pajang. Alasan pemindahan itu antara lain,

· Keraton Demak mengalami kehancuran total akibat peran saudara.

· Mendekati daerah yang subur.

· Menjauhi musuh-musuh politik yang ada di sekitar Demak.

· Mendekati daerah pendukungnya.

Beberapa akibat dari runtuhnya Kerajaan Demak adalah,

· Tidak adanya kerajaan maritim yang mampu menguasai perdagangan nasional dan menghadapi bangsa asing.

· Pindahnya pusat kekuasaan ke pedalaman yang memunculkan kembali kerajaan agraris di Jawa Tengah.

5. Kerajaan Banten

Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berada di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Raja pertama yang memerintah adalah Sultan Hasanudin yang berhasil memperluas pengaruh agama Islam di Banten. Kerajaan Banten mampu berkembang pesat, antara lain karena didukung oleh fakta,

· Banten mempunyal komoditas ekspor yang penting, misalnya ada, sehingga menjadi daya tarik bagi pedagang asing.

· Islamisasi di Banten menjadikan Banten sebagai pusat politik Kerajaan Banten.

· Banten merupakan pelabuhan penting di Selat Sunda.

· Pelabuhan Banten memenuhi syarat sebagai pelabuhan yang balk.

Persebaran agama Islam dapat berkembang pesat semasa pemerintahan Panembahan Yusuf dan Maulana Muhamad. Panembahan Yusuf memelopori penyebaran agama Islam di Jawa Barat sedangkan Maulana Muhammad memelopori penyebaran Islam di bagian selatan Sumatra. Persebaran agama Islam yang dilakukan Kerajaan Banten menggunakan pendekatan politik dan ekonomi. Untuk pendekatan politik, dilakukan dengan cara memperluas wilayah kekuasaan Banten dan mengislamkan daerah-daerah yang berhasli dikuasainya, sedangkan pendekatan ekonomi dilakukan dengan cara memengaruhi para pedagang yang berdagang di Banten untuk memeluk agama Islam, sebáb Banten merupakan kota pelabuhan yang penting. Di samping Banten, pelabuhan Iainnya adalah Jayakarta. Kerajaan Banten mengalami kemunduran sejalan dengan masuknya VOC melalul Penjanjian Banten, di mana Banten kehilangan peranan sebagai pelabuhan yang bebas.

6. Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dan kekuasaan Demak, yang didirikan oleh Sutawijoyo yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo (kepala tentara dan pengatur agama). Panembahan Senopati bercita-cita menjadikan Mataram sebagai pusat budaya Jawa dan agama Islam. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, cara yang digunakan dengan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan di seluruh Pulau Jawa, kecuali daerah Banten, Blambangan, dan Batavia yang belum dapat dikuasai. Pusat Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kerajaan Mataram seperti berikut.

· Kutanegara, daerah pusat keraton. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh Patih Lebet (Patih Dalam) yang dibantu Wedana Lebet (Wedana Dalam).

· Negara Agung, daerah sekitar Kutanegara. Pelaksanaan pemerintahan dipegang Patih Jawi (Patih Luar) yang dibantu Wedana Jawi (Wedana Luar).

· Mancanegara, daerah di luar Negara Agung. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para Bupati.

· Pesisir, daerah pesisir. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para bupati atau syahbandar.

Raja-raja Mataram Islam antara lain,

· Panembahan Senopati (1586-1601).
· Mas Jolang (1601-1613): Dalam usahanya mempersatukan kerajaan-kerajaan Islam di pantai untuk memperkuat kedudukan politik dan ekonomi Mataram, Mas Jolang gugur dalam pertempuran di Krapyak sehingga dikenal dengan sebutan Panembahan Soda Krapyak.

· Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645): Raja terbesar di Mataram Islam adalah Sultan Agung. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaannya pada masa pemerinntahan Sultan Agung. Hal itu dapat dilihat dari kemajuan sector pertanian. Keagamaan dapat berkembang pesat serta dapat mengatur pemerintahan dengan balk. Sultan Agung juga memelopori pembuatan kalender Jawa yang merupakan penggabungan antara kalender Saka dengan kalender Hijriah. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram Islam mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh perang saudara dan beberapa pemberontakan seperti: Pemberontakan Trunojoyo (1674-1679); Pemberontakan Untung Suropati (1681-1706); Perang perebutan mahkota 1 (1704-1708); Perang perebutan mahkota 2 (1719-1724); Perang perebutan mahkota 3 (1747-1755).

Perang perebutan mahkota ini diakhiri dengan Perjanjian Giyanti (1755)dan Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi wilayah Mataram menjadi empat bagian. 

7. Kerajaan Cirebon

Kerajaan Cirebon didirikan oleh Fatahiliah atau Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Fatahiliah, Cirebon dapat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dan perluasan wilayah yang berhasil dilakukan oleh Fatahiliah, persebaran agama Islam berkembang pesatdan Cirebon mampu menjadi pusat perdagangan dan menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Wafatnya Fatahiliah diganti oleh Panembahan Ratu. Cirebon berhasil dikuasal VOC dan Iayahnya dibagi menjadi tiga yaltu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan yaitu pada tahun 1681. 

8. Kerajaan Gowa Talio atau Kerajaan Makassar

Kerajaan Gowa Tallo terletak di wilayah Makassar yang didirikan oleh Sultan Alaudin dan Sultan Abduliah, yang berhasil menyebarkan pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa TaIlo dan menyebarkan agama Islam di daerah Bima, Sumbawa, Manado, Gorontalo, dan Tomini. Kerajaaan Gowa Tallo mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin yang berhasil memperkuat kekuasaan Gowa Talio. Makassar berkembang pesa tdan menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Hal inl disebabkan,

· Makassar memiliki syarat yang balk untuk pelabuhan.

· Letaknya strategis untuk perdagangan.

· Perpindahan jalur perdagangan setelah Malaka dikuasai Portugis.

· Melemahnya perdagangan di pantai utara Jawa akibat politik Sultan Agung yang bersifat agraris.

Akan tetapi, kedatangan VOC di Makassar menyebabkan Kerajaan Gowa Tallo berhasil dikuasai oleh Belanda. Kemunduran Makassar diawali dengan perang Makassar yang diakhiri dengan kekalahan di pihak Makassar, kemudian dilakukan Perjanjian Bongaya.

9. Kerajaan Ternate dan Tidore

Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Maluku yang berhasil menyebarkan pengaruh agama Islam melalul pendekatan politik dengan perluasan wilayah dan pendekatan ekonomi melalui hubungan perdagangan. Raja yang memerintah adalah Sultan Zainal Abidin. Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Ternate dan Tidore ditunjang oleh kedudukannya sebagai penghasil dan pusat perdagangan rempah-rempah. Banyak pedagang muslim yang tertarik untuk menjalin hubungan perdagangan sekaligus mengenalkan ajaran agama Islam. Ramainya perdagangan rempah-rempah di Maluku mendorong munculnya persekutuan dagang, yaitu,

· Uli lima (persekutuan dagang lima) yang dipimpin Kerajaan Ternate.

· Uli siwa (persekutuan dagang sembilan) yang dipimpin Kerajaan Tidore.

10. Kerajaan Banjar

Kerajaan Banjar didirikan oleh Raden Samudra. Setelah masuk Islam, ia dinobatkan menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Suryanulah. Kerajaan Banjar memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan, sebab dipengaruhi oleh Ietaknya di dekat sungai, sehingga banyak para pedagang dan luar Kalimantan yang berdagang rempah-rempah yang menyebabkan persebaran agama Islam lebih lancar. 

C. Pengaruh Islam di Indonesia

Masuknya ajaran Islam ke Indonesia membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun cara pandang terhadap agama. Ajaran Islam yang mengajarkan suatu persamaan antara derajat manusia menarik perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Berawal dari pelajaran ke masyarakat bawah dengan cara pendidikan, perkawinan, maupun aktivitas sosial ajaran Islam mulai masuk ke dalam bagian masyarakat Indonesia. Lambat laun agama yang pertama masuk yaitu Hindu maupun Buddha mulai tergeser. Pergeseran cara pandang masyarakat Indonesia kepada ajaran Islam tidak hanya mengubah masyarakat melainkan juga membawa pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Banyak kerajaan yang berhaluan Hindu-Buddha berubah menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang memiliki aturan yang bagus dan juga tata ajaran yang jelas membawa dampak kemajuan yang pesat. Di samping itu, ajaran Islam juga mengajarkan bagaimana cara beraktivitas ekonomi secara baik sehingga membuat kerajaan-kerajaan Islam dapat mengembangkan perdagangannya.

Perdagangan yang semakin maju dengan hasil bumi yang cukup melimpah berupa rempah-rempah menyebabkan kerajaan Islam terus tumbuh menjadi suatu negara yang besar. Melihat ramainya perdagangan di Indonesia yang dipelopori oleh kerajaan, menarik perhatian Negara-negara asing untuk datang ke Indonesia dengan tujuan menguasai perdagangan tersebut. Faktor lain kedatangan bangsa Eropa adalah karena pusat perdagangan di Eropa yaitu Konstantinopel ditutup oleh Turki sehingga mau tidak mau negara-negara Eropa berlayar untuk mencari sumber rempah-rempah. Dengan demikian, bangsa Eropa terus berdatangan ke tanah Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memang bertujuan untuk menguasainya. Mereka dating dengan persenjataan yang modern dan canggih, sehingga mereka dengan mudah mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, datangnya bangsa asing ke Indonesia adalah penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Penyebab Iainnya adalah adanya perang saudara di dalam intern kerajaan yang memaksa untuk selalu berganti kepemimpinan.

Dengan sering terjadinya pergantian kepemimpinan maka kerajaan Islam tidak lagi memiliki kekuatan sehingga lambat laun mereka mengalami keruntuhan dan kehancuran. Demikianlah kehancuran kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi awal imperialisme bangsa asing ke Indonesia dan juga menjadi awal kesengsaraan masyarakat Indonesia.

Masuknya Islam berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan Islam terus berkembang sampai sekarang. Pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain pada bidang-bidang berikut. 

a. Bidang Politik

Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha. Tetapi, setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lainnya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan seperti halnya para wali. Jika rajanya meninggal, tidak dimakamkan di candi tetapi dimakamkan secara Islam.

b. Bidang Sosial
Kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat.  Nama-nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Musa, Ibrahim, Hasan, Hamzah, dan lainnya mulai digunakan. Kosakata bahasa Arab juga banyak digunakan, contohnya rahmat, berkah (barokah), rezeki (rizki), kitab, ibadah, sejarah (syajaratun), majelis (majlis), hikayat, mukadimah, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka (kalender Hindu) yang dimulai pada tahun 78 M. Dalam kalender Saka ini, ditemukan nama-nama pasaran hari seperti legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa, dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan (komariah) seperti tahun Hijriah (Islam). 

c. Bidang Pendidikan
Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesanten Islam. Sebenarnya, pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Pesantren adalah sebuah asrama tradisional pendidikan Islam. Siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang disebut kiai. Asrama siswa berada di dalam kompleks pesantren. Kiai juga tinggal di kompleks pesantren. 
d. Bidang Sastra dan Bahasa
Persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada persebaran bahasa Sanskerta karena dalam Islam tak ada pengkastaan. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab. Pada mulanya, memang hanya kaum bangsawan yang pandai menulis dan membaca huruf dan bahasa Arab. Namun selanjutnya, rakyat kecil pun mampu membaca huruf Arab. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan di daerah Leran Gresik, yang diduga makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah masuk Islam. Dalam perkembangannya, pengaruh huruf dan bahasa Arab terlihat pada karya-karya sastra. Bentuk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam di antaranya sebagai berikut.

1. Hikayat, cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat yang terkenal adalah Hikayat Amir Hamzah.

2. Babad, kisah pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah contohnya Babad Tanah Jawi (Jawa Kuno), Babad Cirebon.

3. Suluk, kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf contohnya Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan lainnya.

4. Syair, seperti Syair Abdul Muluk dan Gurindam Dua Belas.

e. Bidang Arsitektur dan Kesenian
Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur seperti masjid dan istana. Ada perbedaan antara masjid-masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid di Indonesia tidak memiliki kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan dengan atap tumpang atau atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, tiga tingkat atau lima tingkat serupa dengan arsitektur Hindu. Contohnya, Masjid Demak dan Masjid Banten.
D. Peran Walisongo dalam Penyebaran Islam

Walisongo mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Bahkan mereka adalah perintis utama dalam bidang dakwah Islam di Indonesia, sekaligus pelopor penyiaran Islam di nusantara. ‘Wali’ adalah singkatan dari bahasa Arab, Waliyullah yang berarti ‘orang yang mencintai dan dicintai Allah’ dan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti ‘sembilan’, sehingga Wali songo merujuk pada wali sembilan yaitu Sembilan orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka diberi gelar seperti itu karena mereka dianggap penyiar-penyiar agama Islam dan yang terpenting adalah karena kesungguhan mereka dalam mengajarkan dan menyebarkan Islam. Disamping itu, Para Walisongo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok-tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan.  Walisongo atau Walisanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke 14. Mereka tinggal di tiga wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya-Gresik-Lamongan di Jawa Timur, Demak-Kudus-Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Walisongo adalah era berakhirnya dominasi HinduBudha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan Kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat para Walisongo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain.  
Dari nama para Walisongo tersebut, pada umumnya terdapat sembilan nama yang dikenal sebagai anggota Walisongo yang paling terkenal, yaitu: 

1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim 

2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat 

3. Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim 

4. Sunan Drajat atau Raden Qasim 

5. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq 

6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin 

7. Sunan Kalijaga atau Raden Said 

8. Sunan Muria atau Raden Umar Said 

9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah 

Berikut adalah ulasan singkat mengenai peranan masing-masing sunan Wali Songo
 
1. SUNAN GRESIK atau Maulana Malik Ibrahim 
Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandhes, atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo . Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarqandy. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya Kakek Bantal. Maulana Malik Ibrahim memiliki, 3 isteri dan 2 anak.  Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat, yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. 

2. SUNAN AMPEL atau Raden Rahmat 

Sunan Ampel adalah Anak Maulana Malik Ibrahim yang tertua. Menurut Babad Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan namaRaden Rahmat. Ia lahir di Campa pada 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri, diidentikkan dengan nama tempat dimana ia lama bermukim. Di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya (kota Wonokromo sekarang). Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke pulau Jawa pada tahun 1443 M bersama Sayid Ali Murtadho, sang adik. Tahun 1440, sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang. Setelah tiga tahun di Palembang, kemudian ia melabuh ke daerah Gresik. Dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya, seorang putri dari Campa, bernama Dwarawati, yang dipersunting salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya.  Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putera dan puteri. Diantaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Drajat. Ketika Kesultanan Demak (25 kilometer arah selatan kota Kudus) hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 M. Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia membangun mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan Abad 15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura.  Sunan Ampel menganut fikih mahzab Hanafi. Namun, pada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dia-lah yang mengenalkan istilah “Mo Limo” (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon). Yakni seruan untuk “tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina.” Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 M di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 

3. SUNAN BONANG atau Raden Makhdum Ibrahim

Sunan Bonang di perkirakan lahir tahun 1465 M dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, puteri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang adalah Anak Sunan Ampel, yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Bonang memiliki nama Raden Makdum Ibrahim.  Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri, yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkal Daha.  Ia kemudian menetap di Bonang – desa kecil di Lasem, Jawa Tengah -sekitar 15 kilometer timur kota Rembang. Di desa itu ia membangun tempat pesujudan/zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Ia kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, dan bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit.  Ia acap berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura maupun Pulau Bawean. Di Pulau inilah, pada 1525 M ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, di sebelah barat Masjid Agung, setelah sempat diperebutkan oleh masyarakat Bawean dan Tuban. 
Tak seperti Sunan Giri yang lugas dalam fikih, ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran ahlussunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuludin, tasawuf, seni, sastra dan arsitektur. Masyarakat juga mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang piawai mencari sumber air di tempat-tempat gersang.  
Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat ‘cinta’(‘isyq). Sangat mirip dengan kecenderungan Jalalludin Rumi. Menurut Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan intuitif (makrifat) dan kepatuhan kepada Allah SWT atau haq al yaqqin. Ajaran tersebut disampaikannya secara populer melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang bahu-membahu dengan murid utamanya, Sunan Kalijaga. 
Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk, atau tembang tamsil. Salah satunya adalah “Suluk Wijil” yang tampak dipengaruhi kitab Al Shidiq karya Abu Sa’id Al Khayr (wafat pada 899). Suluknya banyak menggunakan tamsil cermin, bangau atau burung laut. Sebuah pendekatan yang juga digunakan oleh Ibnu Arabi, Fariduddin Attar, Rumi serta Hamzah Fansuri.  Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu, dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa dzikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transedental (alam malakut). Tembang “Tombo Ati” adalah salah satu karya Sunan Bonang. 
Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa-Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara nafi (peniadaan) dan ‘isbah (peneguhan). 

4. SUNAN DRAJAT atau Raden Qasim 

Sunan Drajat adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Drajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Drajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Musium Daerah Sunan Drajat, Lamongan. Sunan Drajat diperkirakan wafat wafat pada 1522. 

5. SUNAN KUDUS atau Ja'far Shadiq 

Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadhal Ali Murtadha bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammil Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja’far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, Mursyid Thariqah dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Mesjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. 

6. SUNAN GIRI atau Raden Paku atau Ainul Yaqin 

Ia memiliki nama kecil Raden Paku, alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan (kini Banyuwangi) pada 1442 M. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu ke laut. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja. 
Ayahnya adalah Maulana Ishak. saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil meng-Islamkan isterinya, tapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itulah ia meninggalkan keluarga isterinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. 
Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misannya, Sunan Ampel, tempat dimana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah “giri”. Maka ia dijuluki Sunan Giri.  Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit - konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan- memberi keleluasaan padanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itupun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata.  Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa, waktu itu. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan, se-Tanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat II pada Abad 18. Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang dan dua sahabatnya, adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau.  Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Ia juga pecipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti Jelungan, Jamuran, lir-ilir dan cublak suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula Gending Asmaradana dan Pucung -lagi bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. 
7. SUNAN KALIJAGA atau Raden Said 

Sunan Kalijaga, merupakan “wali” yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban -keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Masa itu, Arya Wilatikta diperkirakan telah menganut Islam. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya,Syekh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman.Terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan wali ini untuk berendam (‘kungkum’) di sungai (kali) atau “jaga kali”. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab “qadli dzaqa” yang menunjuk statusnya sebagai ” penghulu suci” kesultanan. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit (berakhir 1478), Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram dibawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang “tatal” (pecahan kayu) yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung “sufistik berbasis salaf” -bukan sufi panteistik (pemujaan semata). Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. 
Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap: mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Dialah pencipta Baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, Layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa Kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang (sekarang Kotagede – Yogya). Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -selatan Demak. 

8. SUNAN MURIA atau Raden Umar Said 

Ia putra Dewi Saroh – adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishak, dengan Sunan Kalijaga Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 kilometer ke utara kota Kudus.  
Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata, sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang dan melaut adalah kesukaannya.  
Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak (1518-1530), Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. 

9. SUNAN GUNUNG JATI atau Syarif Hidayatullah

Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 M. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina.  Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kasultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kasultanan Pakungwati.  
Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya “wali songo” yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan.
Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah.  Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 M, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, di Cirebon (dulu Carbon). Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 kilometer sebelum kota Cirebon dari arah barat.
E. Latihan Soal

Sebagai evaluasi untuk mendapatkan informasi ketercapaian hasil belajar Anda memahami kegiatan belajar ke-1, maka kerjakan latihan soal di bawah ini !

1. Mengapa masuknya Islam di Indonesia mudah diterima oleh masyarakat Indonesia ?

2. Apakah masuknya Islam sebagai gerakan idiologis atau budaya. Jelaskan !

3. Jika melihat kehidupan Islam di Negara Arab dan di Indonesia sungguh berbeda. Apakah perbedaan itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki local genius ?

4. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia seiring dengan perkembangan kolonisasi di Indonesia. Apa akibat politis dari intervensi penjajah terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ?

5. Jelaskan mengapa terjadi pararelisme budaya antara masa pra-aksara, Hindu-Budha, dan Islam di Indonesia. Berikan contoh pararelisme tersebut !
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KEDATANGAN BANGSA EROPA SERTA  PRAKTIK KOLONIALISME DAN IMPERIALSIME

Terjadinya perubahan di Eropa dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi pada abad 15 berdampak pada bangsa-bangsa Eropa untuk keluar dari benuanya guna mencari jalan menuju ke tempat-tempat yang menguntungkan.Berbagai cara dilakukan demi mencapai tempat-tempat yang diinginkan. Kolonialisme dan imperialisme yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat menyebar ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat yang sengsara akibat tindakan bangsa Barat memberikan reaksi dalam bentuk nasionalisme. Meski demikian, bangsa-bangsa Barat telah memberikan pengaruh pada pola-pola kehidupan bangsa yang pernah dijajahnya.

Modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar yakni kegiatan belajar ke-1 tentang kedatangan Bangsa Barat ke Indoneisa, kegiatan belajar ke-2 berisi deskirpsi tentang pengaruh praktik kolonialisme dan imperialism di Indonesia, dan kegiatan belajar ke-3 pemaparan historistas perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialism di Indonesia. Setiap kegiatan belajar berisikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural yang teramat berarti bagi Anda belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan level paling tinggi yakni pengetahuan metakognitif. 
Dengan mempelajari modul ini berarti Anda memiliki kemampuan

1. Menganalisis kedatangan Bangsa Barat di Indonesia;

2. Menjelaskan pengaruh praktik imperialism dan kolonialisme kuno dan modern terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan masyarakat Indonesia;

3. Menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan bangsa  Indonesia terhadap praktik imperialism dan kolonialisme barat.

Aktivitas belajar yang Anda lakukan agar berhasil memahami modul ini adalah

1. Bacalah dengan cermat modul ini.
2. Temukan fakta, konsep, proposisi. 
3. Diskusikan temuan fakta, konsep, proposisi, dengan teman sejawat maupun tutor.
4. Kerjakan latihan soal sebagai bahan refleksi kemampuan Anda memahami modul ini.


                              KEDATANGAN BANGSA BARAT 
KE INDONESIA
A. Menganalisis Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia

Terjadinya Perang Salib, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani, ditutupnya Lisabon oleh raja Spanyol, terjadinya Perang Koalisi di Eropa, revolusi industri Inggris, telah menyebabkan munculnya pemikiran bangsa Eropa untuk keluar dari benuanya. Mereka banyak mendatangi wilayah-wilayah  di dunia ini dengan tujuan utama mendominasi dan mengeksploitasi sumber-sember daya alam dan sumber daya manusia. Muncullah faham imperialisme  yang merupakan suatu sistem politik yang bertujuan menguasai Negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan. Gagasan untuk menegakkan kekuasaan politik yang sering disebut sebagai kolonialisme berarti penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan tujuan memperluas wilayah negaranya merupakan dampak logis yang selalu mengiringi imperialisme.

Negara--negara Eropa yang pernah menanamkan dan mengembangkan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia adalah Portugis, Belanda, Perancis, dan Inggris. Bangsa-bangsa Eropa tercatatat sejak abad ke-16 mulai melakukan pelayaran ke Indonesia yang berkaitan erat dengan upayanya mencari daerah penghasil rempah-rempah. Pelayaran tersebut dilatarbelakangi kondisi Eropa yang mendorong terjadinya penjelajahan samudera. Kedatangan orang-orang Eropa ke Dunia Timur disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

a. Keinginan mencari daerah jajahan baru (Glory)

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

c. Menyebarkan agama Kristen (Gospel)

d. Semangat reconquesta, yakni semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam di manapun juga

e. Mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya (Gold)

f. Penemuan kompas dan kemajuan navigasi

g. Jatuhnya konstantinopel ke tangan Turki tahun 1453

h. Adanya Renaissance

Bangsa Eropa yang mempelopori penjelajahan samudera adalah Portugis dan Spanyol. Sebab kedua negara tersebut adalah yang menghadapi kesulitan ekonomi paling parah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Bangsa Turki.

B. Kedatangan Bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia

Usaha bangsa barat untuk mendapatkan benua baru dipelopori bangsa Portugis dan Spanyol beramai-ramai untuk mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali menemukan jalan laut ke dunia Timur. Usaha-usaha Portugis untuk menemukan jalan laut dalam abad XV misalnya:

1). kapal-kapal Portugis dapat mencapai Guinea di Afrika Barat (1400);

2). kapal-kapal Portugis mencapai Pedeira di Afrika Barat (1419);

3). mencapai kepulauan Azores (1432);

4). mencapai teluk Vedi (1456);

5). armada Portugis di bawah Barptolomeus Diaz mencapai Cabo de la Boa Ezperanza di Afrika Selatan (1486);

6). armada yang masih dipimpin oleh Barptolomeus Diaz  mencapai ujung selatan benua Afrika. Dari sinilah kemudian muncul pengharapan yang sangat besar dan konkrit untuk menemukan jalan menuju dunia Timur (Asia). Itulah sebabnya Portugis menamai wilayah Afika Selatan sebagai 'Tanjung Harapan';

7). rombongan kapal Portugis di bawah Vasco da Gama mendarat di Calicut , India (1497);

8). di bawah Alfonso d'Albuquerque Portugis berhasil menguasai Malaka (1511).

Penguasaan atas Malaka ini merupakan langakah yang sangat strategis dalam upaya menguasai perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Setelah menaklukkan Malaka, Portugis melanjutkan petualangannya ke Maluku di bawah pimpinan Antonio d'Abreau (1512). Dalam upaya mencapai tujuannya, Portugis memanfaatkan persaingan yang terjadi di Maluku antara Ternate dan Tidore yang waktu itu telah bersekutu dengan Spanyol. Portugis segera menggunakan kesempatan tersebut dengan cara membantu Ternate. Sudah barang tentu kehadiran Portugis diterima dengan baik oleh Ternate. Terlebih lagi rakyat Ternate mengira bahwa Portugis merupakan bangsa pedagang yang akan berperan menaikkan harga rempah-rempah.Oleh karena itu Portugis diizinkan mendirikan Benteng Santo Paulo (1512). Pada wilayah lain di Maluku, Portugis membantu kerajaan Hitu dalam menghadapi kerajaan Seram. Tindakan ini merupakan langkah awal Portugis dalam rangka menanamkan pengaruh dan kekuasaan kolonial di Maluku.

Dampak pendudukan Portugis atas wilayah Malaka adalah sebagai berikut:

a. Malaka tidak lagi dikunjungi para pedagang muslim Nusantara

b. Jalur pelayaran beralih ke pantai barat Sumatra

c. Aceh berkembang sebagai pelabuhan baru dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan Nusantara.

Setelah menduduki Malaka, Portugis dipimpin oleh De Abreau pada tahun 1512 mendarat di Maluku dan berusaha menguasai kepulauan rempah-rempah tersebut. Pada mulanya kedatangan bangsa Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate. Oleh karena saat itu kerajaan Ternate sedang bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Sultan Ternate meminta Portugis membuat benteng di Ternate untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Permintaan itu dipenuhi Portugis dengan mendirikan benteng Saint John dan sebagai imbalannya Portugis mendapat hak monopoli perdagangan rempah-rempah.

Sementara itu pelayaran bangsa Spanyol pada tahun 1521 berhasil mendarat di Maluku yang berhasil bersekutu dengan kerajaan Tidore. Akibatnya terjadi persaingan di Maluku antara Portugis-Ternate dan Spanyol-Tidore. Akan tetapi persaingan Portugis dan Spanyol berakhir setelah ditandatanganinya kesepakatan dalam Perjanjian Saragosa tahun 1526. Secara garis besar isi perjanjian Saragosa adalah sebagai berikut:

a. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Pilipina

b. Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di kepulauan Maluku

Jadi pada 1512 Portugis masuk ke Maluku sedangkan Spanyol masuk ke Tidore 1521 untuk mencari rempah-rempah. Namun dengan adanya perjanjian Saragosa, maka Portugis leluasa dalam menguasai Maluku yang pada akhirnya menimbulkan perlawanan dari Rakyat Maluku karena monopoli perdagangan yang dilakukan telah menimbulkan penderitaan.

C. Kedatangan Bangsa Belanda di Indonesia.

Bangsa Belanda memulai penjelajahan samudra dengan mencari daerah sumber penghasil rempah-rempah. Armada Belanda pertama yang mencapai kepulauan Indonensia adalah armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Armada de Houtman mencapai kota pelabuhan Banten di ujung barat Pulau Jawa pada tahun 1596. Mereka berhasil mencapai kepulauan Indonesia dengan memanfaatkan buku perjalanan laut yang ditulis oleh Jan Huygen van Linschoten yang berjudul Itinerario. Di Banten para pedagang Belanda membeli lada dan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur untuk mencari kepulauan maluku untuk mendapatkan komoditi cengkeh dan pala. Pada tahun 1597 de Houtman berhasil kembali ke Belanda dengan membawa berita tentang kemungkinan untuk meraih keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dalam waktu kurang dari lima tahun terbentuk sepuluh perusahaan di Belanda yang mengirimkan 14 armada dagang dengan tujuan untuk membeli cengkeh, pala, dan lada dari Nusantara. 

Selain itu kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dilatarbelakangi oleh penutupan pelabuhan dagang Lisabon bagi Belanda oleh Spanyol. Tujuannya adalah untuk menekan dan menghancurkan kekuatan ekonomi Belanda. Oleh karena itu Belanda terdorong untuk mencari tempat sumber rempah-rempah. Setelah tahun 1596 pedagang Belanda dibawah perintah Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Kemudian pada tahun 1598 pedagang Belanda datang kembali dibawah perintah Van Verre dengan delapan kapal yang dipimpin Van Neck. Jacob Van Heemkerck datang di Banten dan diterima Sultan Banten Abdulufakir dengan baik. Sejak saat itulah ada hubungan perdagangan dengan pihak Belanda yang berkembang pesat. Mereka melalukan monopoli perdagangan, imperialisme ekonomi dan perluasan kekuasaan. 

Banyaknya maskapai dagang Belanda yang beroperasi di Nusantara mendatangkan persaingan diantara mereka dan menyebabkan keuntungan yang didapat menjadi kecil. Karena itu, atas inisiatif pemerintah Belanda, pada tahun 1602 semua maskapai dagang Belanda tersebut dilebur menjadi satu maskapai dagang yang disebut dengan Verenigde oost-Indische Compagnie (VOC) atau Maskapai Dagang Hindia Timur. Untuk memperkuat VOC, pemerintah Belanda memberi maskapai dagang ini hak oktroi yang berlaku selama 21 tahun dan dapat diperbaharui untuk 21 tahun berikutnya. Hak oktroi VOC antara lain sebagai berikut:

a. Hak membentuk tentara

b. Hak mendirikan benteng-benteng pertahanan

c. Hak membuat mata uang

d. Hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia

Hak oktroi yang dimiliki tersebut menjadikan VOC bertindak sebagai lembaga pemerintahan dan penguasa perdagangan yang otonom. Untuk memperlancar aktivitas VOC maka diangkatlah seorang Gubernur Jenderal VOC.

Langkah pertama yang dilakukan VOC untuk mencapai tujuan adalah dengan merebut Maluku dari kekuasaan Portugis. Keberhasilan VOC merebut benteng Nieuw Victoria dari Portugis tahun 1605 menandai tonggak pertama penjajahan Belanda di Indonesia. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Ketika VOC diperintah oleh Gubernur Jenderal J.P Coen pada tahun 1619 berhasil menguasai Jayakarta dan selanjutnya namanya diubah menjadi Batavia. Kemudian dijadikan sebagai pusat kekuasaan VOC. Pada mulanya Ambon yang dijadikan sebagai markas VOC dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Ambon dan Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar

b. VOC telah mengembangkan monopoli perdagangan di Maluku sehingga mudah untuk mengembangkannya

Dalam perkembangannya batavia dijadikan markas VOC dengan pertimbangan letak. Batavia lebih strategis di jalur perdagangan Asia. VOC dalam usahanya untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia menggunakan politik devide et impera. Selanjutnya VOC juga melakukan pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora yang dilengkapi senjata untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. VOC mempunyai hak ekstirpasi, yaitu hak VOC membinasakan tanaman rempah-rempah penduduk yang melanggar ketentuan VOC. Tindakan-tindakan yang dilakukan VOC inilah yang akhirnya menimbulkan perlawanan dari rakyat di Maluku.

Mulai abad ke-18 VOC melakukan eksploitasi agraris untuk meningkatkan keuntungan, tetapi dari kegiatan itu banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Hal ini menyebabkan keuntungan VOC merosot. Pada tanggal 31 Desember 1799 akhirnya VOC dibubarkan dan kekuasaan diambil alih pemerintah Belanda. Sebab kebangkrutan VOC adalah:

a. Pegawai VOC yang tidak cakap

b. Persaingan perdagangan yang ketat

c. Biaya perang yang tinggi

d. Korupsi oleh pegawai VOC

Setelah VOC dibubarkan, Indonesia langsung berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Tindakan pemerintah Hindia Belanda tidak berbeda dengan VOC. Bangsa Eropa yang kemudian datang ke Indonesia adalah Inggris yang dipimpin oleh James Lanchaster pada tahun 1602 sampai di Banten.

D. Latihan Soal
Setelah Anda membaca dan mendiskusikan materi dan pengetahuan di kegiatan pembelajaran ini, selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini 
1. Apa alasan wilayah Ambon dijadikan markas VOC?

2. Apa yang dimaksud dengan pelayaran hongi?

3. VOC mempunyai hak ekstirpasi. Jelaskan!

4. Faktor apa saja yang menyebabkan kebangkrutan VOC?


PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME 

DI INDONESIA
A. Pengertian Kolonialisme dan Imperialisme

1. Kolonialisme

Kata koloni berasal dari bahasa latin colonia yang mempunyai arti tanah, tanah pemukiman, atau tanah jajahan. Kolonialisme adalah suatu system pemukiman warga suatu negara di  wilayah induknya atau penguasaan oleh suatu Negara atas daerah lain dengan maksud memperluas wilayahnya. Tujuan utamanya adalah menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi negara Induknya.

2. Imperialisme

Imperialisme berasal dari bahasa latin yaitu imperare yang artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk melakukan perluasan kekuasaan untuk dijadikan daerah jajahan dengan jalan menguasai semua segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan ideologi. Sebab-sebab imperialisme, yaitu:

a. Adanya keinginan untuk menimbun kekayaan dan harta

b. Perasaan memiliki martabat yang paling tinggi

c. Keinginan untuk mendapatkan daerah yang luas dan strategis

d. Keinginan untuk menyebarkan agama dan ideologi

e. Keinginan untuk mencapai kejayaan

f. Keinginan menjadi bangsa yang kuat dan terbesar di dunia

Imperialisme dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Imperialisme kuno

Imperialisme kuno adalah suatu imperialisme yang berlangsung sebelum Revolusi Industri dengan tujuan 3G (Gold, Glory, Gospel). Pelopornya adalah Portugis dan Spanyol.

2. Imperialisme modern 

Imperialisme modern adalah suatu imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri dengan tujuan mengembangkan perekonomiannya di tanah jajahan sebagai sumber mentah, tempat pemasaran dan tempat mendapatkan tenaga kerja bagi kepentingan industrinya.

B. Masa Penjajahan Portugis (1511-1575)

Pada tahun 1511 bangsa Portugis yang dipimpin oleh Admiral Alfonso D’ Albuquerque mulai menancapkan kuku penjajahannya di tanah air dan menaklukan malaka, yang merupakan wilayah bagian nusantara. Sjak saat itulah mereka milai memperkuat kekuasaannya di Nusantara, dengan dikuasainya malaka maka semakin terbukalah jalan untuk menguasai dareah-daerah yang ada di Nusantara yang klaya akan rempah-rempahnya, yang pada saat itu merupakan barang yang sangat mahal di Eropa. Satu demi satu kerajaan di Nusantara mulai ditaklukan oleh Portugis. Setelah itu pada tahun 1521 Portugis sampai di Ternate dan pada tahgun 1575 Tidore telah dikuasainys, Portugis yang pada awalnya hanya mencari rempah-rempah ke dunia Timur, akhirnya mereka malah menaklukan, menguasai dan menjajah bangsa yang ada di Nusantara ini.

C. Penjajahan Spanyol (1522-1529)

Armada Spayol yang tadinya berangkat dari negerinya ke arah barat ternyata pada akhirnya samapai juga di dunia Timur, Filipina merupakan bangsa pertama yang didatangani oleh Spanyol yakni pada tahun 1521, kemudian tahun berikutnya tepatnya pada tahun 1522 Bangsa Spanyol telah sampai di Tidore, hal ini memang tidak di duga sebelumnya karena Spanyol dan Portugis yang semula berangkat bertentangan arah akhirnya sampai juga di Maluku, pada tahnggal 22 April 1529 pihak Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian yang dinamakan Saragosa hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan kekuasaan yang berkepanjangan yang perjanjiannya itu berisikan bahwa Portugis menguasai wilayah Nusantara sampai ke Irian, sedangkan Spanyol wilayah kekuasaannya yaitu meliputi daerah sebelah timur Irian termasuk Filipina terus sampai ke Timur. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Spanyol harus keluar dari wilayah indonesia, dan wilayah nusantara ini kemudian berada sepenuhnya dibawah kekuasaan Portugis.

D. Penjajahan Perancis (1807-1811)

Sebenarnya perancis tidak secara langsug menjajah Indonesia namun pada saat itu hanyalah menjajah secara tak langsung. Hal ini berkaitan dengan kalahnya belanda oleh Perancis dalam peperangan negaranya. Battafsche (1799-1807) dihapuskan oleh kaisar Perancis yaitu Napoleon Bonaparte yang kemudian diganti dengan Koningkrijk Holland (Kerajaan Belanda), dibawah kekuasaan adiknya Bonaparte yaitu Raja Loeis Napoleon. Sehingga akhirnya indonesia menjadi daerah jajahannya Koningkrijk Holland, yang berarti secara tidak langsung Indonesia mejadi daerah jajahan Perancis. Yang pada masa ini Gubernur Jenderal Daendles dikirim ke Indonesia.

Untuk mengelola kekuasaan di wilayah Hindia Belanda, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak tahun 1808. Ia  merupakan Gubernur Jenderal yang benar-benar mewakili raja Belanda. Ia memperlakukan wilayah Hindia Belanda benar-benar sebagai tanah jajahan. Kolonialisme Perancis dilaksanakn secara tidak langsung, yaitu denga memanfaatkan orang-orang Belanda yang mau bekerjasama dengan Perancis. Meskipun kekuasaan Perancis melalui Daendels tidak berlangsung lama (1808-1811) dengan menempatkan dua Gubernur Jenderal, yaitu Daendels dan Jansens, namun pengaruh yang ditinggalkannya sangat dirasakan bagi penduduk Indonesia. Tindakan-tindakan Daendels ternyata banyak mengilhami Gubernur-gubernur Jenderal penggantinya. 

E. Penjajahan Inggris (1811-1816)

Pada tahun 1811 Armada Inggris yang di pimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menyerang Hindia Belanda dan menaklukan Batavia, pada saat itulah kekuasaan Indonesia jatuh ketangan Inggris. Penjajahan ini tidak berlangsung lama hanya enam tahun, hal ini dikarenakan adanya perjanjian Convention of London yang isinya itu memtuskan daerah kekuasaan belanda yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan ke Belanda lagi, peristiwa ini berkaitan dengan kalahnya Napoleon Bonaparte dalam pertempuran di Leipzing, yang kemudian pada saat itu Pemimpin Inggris yakni Letnan Gubernur John Fendhal harus menyerahkan kekuasaannya kembali ketangan Belanda.

Inggris memerintah wilayah Hindia tidak cukup lama yaitu antara 1811-1816, karena pada tahun 1816 terjadi perubahan politik yang menempatkn wilayah Hindia Belanda kembali sebagai milik Belanda. Meskipun Inggris hanya sebentar menguasai Indonesia, tetapi pengaruh yang ditanamkannya sangat dirasakan oleh rakyat. Kebijakan yang dilakukan oleh Raffles bahkan kemudian banyak dilanjutkan oleh penguasa Belanda ketika mereka menerima wilayah Hindia Belanda sejak tahun 1817.
F. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda
Pada tahun 1795, terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya Partai Patriot. Partai ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis : Liberte (kemerdekaan), Egalite (persamaan), dan Fraternite (persaudaraan). Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.

Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintahan inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “ Surat – Surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat – Surat Kew” itu pihak inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.
Pada tahun 1795 terjadi perubahan di belanda, dimana mulai muncul kelompok yang menamainya sebagai kaum patriot, kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi perncis liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarka ide ini mulai diperlukannya Negara kesatuan. Awal tahun 1795 pasukan perancis menyerbu Belanda . RAJA Wiliem V melarikan diri ke inggris, kemudian belanda dikuasai oleh Perancis sehingga dibentuklah pemerintahan baru yang dinamakan Republik Bataaf pada tahun (1795 – 1806) yang dipimpin oleh Louis Napoleon Bonaparte. Dalam pengasingan Raja Wiliem bertempatkan di kota Kew, yang kemudian menjadi cikal bakal pembuatan “Surat – Surat Kew” yang berisikan agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan surat Kew pihak inggris dengan cepat mengambil alih beberapa daerah di hindia seperti Padang (1795) dan Ambon (1796) dan memperkuat armadanya untuk melakukan blockade kepada Batavia.
G. Kebijakan-kebijakan Kolonial dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Ekonomi Rakyat di Berbagai Daerah
Pada dasarnya setiap pemerintahan colonial akan selalu berussaha untuk mengambil keuntungan; terutama keuntungan ekonomi, dari wilayah jajahannya. Berbagai kebijakan diterapkan, namun jika diperhatikan dengan seksama bahwa kebijakan itu akan selalu mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan negeri penjajah atau negeri induk.

a. Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Kebijakan yang diambil Gubernur Jenderal Daendls termasuk  keras dan tegas, terutama dalam bidang administrasi  pemerintahan. Modernisasi dan perubahan dilakukan di berbagai bidang. seperti:

a. sistem penggajian bagi pegawai pemerintah

b. larangan berdagang bagi pegawai pemerintah

c. larangan menerima pemberian hadiah

d. penguassa pribumi dikurangi hak-haknya

e. pejabat kepala dan kepala desa diangkat oleh pemerintah

f. tugas utama residen adalah melindungi hak-hak penduduk

g. larangan penyewaan tanah oleh kepala pribumi

h. pembangunan parasarana Jalan Raya Pos (Grote Postweg) Anyer – Panarukan

i. pembangunan militer dengan melibatkan penduduk pribumi

j. mengintensifkan penyerahan hasil bumi (verplichte leveranties)  dari para penguasa pribumi

Konsekwensi dari aturan dan prubahan yang dilakukan oleh Daendls memerlukan lebih banyak  perhatian dan pengawasan dari ornag-orang Eropa di daerah pedalaman. Pengaruh Eropa lebih mendalam di daerah pedesaan dari waktu-waktu sebelumnya. Kedudukan bupati semakin merosot di mata penduduk pribumi. Kondisi ini berlaku bukan hanya di kerajaan Mataram, tetapi juga di daerah-daerah kesultanan Cirebon dan Banten. 

Di Banten tindakan Daendles lebih keras lagi. Ia menuntut sultan Banten untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rodi  guna kepentingan militer. Karena penolakan sultan Banten, maka telah menyebabkan dihapuskannya kesultanan Banten di akhir kekuasaan Daendels.

Dapat disimpulkan bahwa semasa pemerintahan Daendels struktur ekonomi dan pranata sosial tradisional tidak dirombak, tetapi hanya diatur. Yang paling jelas adalah hilangnya peranan bupati dalam struktur ekonomi. Bupati yang pada waktu-waktu sebelumnya dapat mengambil dari rakyat melampaui batas-batas yang dituntut kumpeni, kini hanya dapat mengambil sebatas keperluannya saja.

b. Kebijakan Kolonial Pada Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)

Thomas Stamford Raffles mulai bertugas di Indonesia pada 17 September 1811. Selama berkuasa ia menerapkan kebijakan politik ekonomi yang cukup drastis. Azas baru yang diperkenalkan oleh Raffles adalah terutama yang berkaitan dengan stelsel tanah. Ia ingin menerapkan kebebasan dalam berusaha dari penduduk pribumi. Monopoli dan paksaan adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip liberal. Tidak adanya kepastian hokum menurutnya juga merupakan sumber kekacauan yang terjadi di Indonesia, khususnya Jawa. Apabila kebebasan dan kepastian hokum dapat diwujudkan, maka kemakmuran akan diperoleh penduduk pribumi. Mereka akan menanam tanaman-tanaman eksport sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah kolonial tanpa adanya paksaan.

Raffles menghendaki adanya stelsel tanah dengan dasar :

1) menghapus segala bentuk penyerahan paksa dengan harga yang tidak pantas, penghapusan rodi, memberi kebebasan penanaman, dan kebebasan perdagangan;

2). pengawasa tertinggi dan secara langsung oleh pemerintah kolonialterhadap tanah-tanmah dengan menaik pendapatan dan sewa tanpa melalui bupati;

3). menyewakan tanah-tnah yang diawasi pemerintah secara langsung dalam persil-persil besar dan kecil, menurut kondisi setempat, berdasarkan kontrak-kontrak untuk waktu yang terbatas

Dalam kenyataan bahwa pelaksanaan stelsel tanah menemui banyak kendala sehingga menemui kegagalan. Hal ini dikarenakan:

1). pengurangan kekuasaan para bupati telah menyebabkan penduduk enggan menyerahkan pajak

2). penduduk pedesaan belum mengenal ekonomi uang secara luas

3). kesulitan melakukan pendataan tentang besaran pajak tanah

4). kesulitan menentukan luas kepemilikan tanah dan tingkat kesuburan tanah

Meski Raffles hanya berkuassa sekitar lima tahun , namun ia meninggalkan karya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ia menulis History of Java, perintisan pembuatan Kebun Raya Bogor, dan inventarisasi flora Indonesia.

c.  Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1816-1900)

Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa sejak adanya Perjanjian London (1816) menerapkan berbagai kebijakan yang pada intinya adalah monopoli perdagangan, pemerasan, dan pengerahan sumber manusia manusia. 

1).    Penjualan Tanah Partikelir

Particuliere landerijen (tanah partikelir) muncul sejak  jaman VOC. Para pemilik tanah jabatan (apanage) dan orang-orang Belanda yang kesulitan keuangan menyewakan atau menjual tanah mereka kepada masyarakat swasta (partikelir). Para pemilik tanah partikelir ini biasa disebut sebagai tuan tanah. Mereka ini terdiri dari orang Belanda, Cina, atau Arab. Kedudukan mereka tidak ubahnya seperti kepala desa atau bupati, karena pemilikan tanah partikelir sekaligus memililki orang-orang yang berada di atasnya. Penduduk di tanah partikelir harus tunduk terhadap aturan-aturan yang ditentukan oleh  tuan tanah, misalnya:

1). 10 % hasil panen diserahkan kepada tuan tanah

2). Menarik uang sewa tanah, bengkel, dan warung, dan

3). Mengerahkan pekerja rodi.

Para tuan tanh mengangkat pegawai administrasi , pengawas, dan pemungut pajak.Mereka inilah yang sebenarnya pekerja yang langsung berhubungana dengan penduduk pribumi. Mereka ini mengelola berbagai tanaman eksport seerti: kopi, the, cokelat, tebu, kayau, lada, dan indigo. Kehidupan di tanah partikelir tidak ubahnya dengan perbudakan terhadap penduduk desa. Penguassa pribumi seperti kepala desa atau bupati bukan pelindung penduduk, tetapi justru menjadi pegawai para tuan tanah yang memeras kekayaan dan keringat penduduk desa.

Pada mulanya keberadaan tranah partikelir menguntungkan bukan saja kepada tuan tanah, penguasa pribumi, maupun pemerintah colonial. Namun kemudian yang terjadi adalah bahwa ketika tanah partikelir semakin luas maka keuntungan hanya jatuh kepada tuan tanah. Kas pemerintah semakin menyusut. Oleh sebab itu ketika jabatan Gubernur Jendeal dipegang  oleh van der Cappelen sistem penjualan dan penyewaan tanah partikelir dilarang.

2)    Sistem Sewa Tanah
Sistem sewa tanah (landelijk stelsel) yang menjadi dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Raffles membawa pengaruh arah kebijaksanaan politik pemerintah kolonial Belanda selama periode 1816—1830. Gagasan Raffles pada dasarnya ingin melepaskan segala unsur paksaan dan sifat feodalisme dalam pemerintahan yang pernah dijalankan oleh VOC. Semangat Revolusi Perancis dan keberhasilannya dalam memerintah India membuat ia begitu yakin dengan penerapan gagasannya. Padahal, banyak perbedaan struktur dan kondisi sosial yang membedakan semuanya dengan masyarakat Jawa yang dipimpinnya. Persamaan gagasan Raffles dengan tokoh liberal Belanda Dirk van Hogendorp adalah mengenai defungsionalisasi penguasa pribumi untuk menghapuskan sistem feodal yang berlaku karena dianggapnya mematikan kreativitas dan swadaya rakyat. Dalam hal perdagangan, Raffles maupun Dirk menginginkan keleluasaan petani dalam menamam tanaman perdagangan yang dapat diekspor, sedangkan pemerintah bertugas untuk menyediakan perangkat dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk menyusun kebijaksanaan politik perekonomian baru itu, Raffles merumuskan tiga asas perubahan. Pertama, menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan rodi, dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk menentukan jenis tnaman yang hendak ditanam dan diperdagangkan tanpa adanya unsur paksaan. Kedua, pengawasan tanah secara terpusat dan langsung serta penarikan pendapatan dan pungutan sewa oleh pemerintah tanpa perantaraan para bupati. Bupati tetap sebagai pegawai dengan bedasar asas pemerintahan Barat. Ketiga, didasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemilik tanah, maka para petani dianggap sebagai penyewa tanah (tenant) milik pemerintah. Oleh karena itu, mereka diwajibkan membayar sewa tanah (land rent). Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah tidak dapat diberlakukan  di seluruh Jawa karena terbentur dengan banyaknya tanah partikelir (tanah milik swasta).

Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal Elout, Busykes, dan Van der Capellen (1816—1819), sistem sewa tanah mengalami berbagai kesulitan dari para petaninya yang walaupun telah diberikan kebebasan tetapi tidak memiliki semangat tinggi dalam melakukan garapannya sehingga hasilnya tidak memuaskan (seperti yang terjadi di Cirebon dan sebelah timurnya). Dalam upaya meningkatkan ekspor dan kemakmuran rakyat, pemerintah Komisaris Jenderal membuka kontrak-kontrak antara pengusaha Eropa dengan kepala desa. Akan tetapi hal itu juga mengalami kendala karena berbagai faktor seperti lemahnya lalu lintas komersial di desa, tidak adanya pengalaman dagang, belum meresapnya ekonomi uang, serta berbagai kecurangan yang terjadi.

Melihat kenyataan bahwa banyak faktor yang tidak mendorong rakyat untuk melakukan pertanian ekspor, maka Van der Capellen pada masa pemerintahannya melakukan politik perlindungan dengan melakukan berbagai pembatasan kegiatan perdagangan, kepemilikan tanah, dan lain-lain terhadap orang asing (Cina, Eropa, dsb).

Berbeda dengan Van der Capellen yang memberikan pembatasan bagi orang asing, Du Bus de Gisignies (1826—1830) justru menarik dan mendorong pengusaha-pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan perekonomian di tanah jajahan. Menurut Du Bus, untuk meningkatkan produksi ekspor, perlu dilakuakan dua tindakan. Pertama, milik tanah bersama (communal bezit) perlu diganti dengan milik tanah perseorangan (individueel grond-bezit). Pada intinya, di satu sisi Du Bus ingin mendorong kinerja petani agar bekerja lebih keras sedangkan di sisi lain Du Bus hendak menjalankan sistem sewa tanah dengan jalan memperkuat pengaruh Barat dalam kegiatan ekonomi di pedesaan. Namun upaya Du Bus hanyalah mimpi yang mustahil diwujudkan karena saat itu terjadi Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama lima tahun (1825—1830).

Dari seluruh gambaran upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintahan yang mencoba menerapkan sistem sewa tanah tadi, dapat disimpulkan bahwa selama hampir 20 tahun (1810—1830), sistem sewa tanah mengalami kegagalan mewujudkan tujuannya untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan produksi ekspor. Pada awalnya, gagasan yang dilontarkan Raffles ini memang memilki berbagai kelemahan dikarenakan persepsi Raffles yang menganggap sistem yang berhasil diterapkan di India ini juga akan berhasil diterapkan di Jawa. Akan tetapi, Raffles tidak memikirkan bahwa struktur sosial serta kondisi sosial yang jauh berbeda antara sebagian daerah India yang sudah dapat melepaskan diri dari ikatan feodalisme serta sudah cukup lama mengenal sistem ekonomi dibandingkan dengan keadaan Jawa yang masih kental dengan ikatan feodal dan kondisi masyarakatnya yang sebagian besar masih belum memahami sistem ekonomi.

Pada masa selanjutnya, setelah tahun 1830, ketika Gubernur Jenderal Van den Bosh memegang pemerintahan, sistem sewa tanah dihapuskan. Sebagai gantinya, ia menghidupkan kembali sistem penanaman dengan unsur paksaan bahkan dengan cara yang lebih keras dibandingkan masa sebelumnya.

3). Sistem Tanam Paksa

Setelah kembali menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda dipegang oleh 3 orang komisaris Jenderal yaitu Elout, Vander Capellen dan Buyskes. Keuangan Belanda merosot karena selain kerugian VOC yang harus dibayar juga karena biaya yang amat besar untuk menghdapi perang Diponegoro dan perang Paderi. Di Eropa, Belgia memisahkan diri pada tahun 1830 padahal daerah industri banyak di wilayah Belgia.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut maka diberangkatkanlah Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan tugas meningkatkan penerimaan Negara untuk mengatasi masalah keuangan. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam yang kemudian menjadi tanam paksa. Peraturan tanam paksa yang dikeluarkan Van den Bosch mewajibkan rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian (inatura) khususnya kopi, tebu dan nila. Dengan demikian akan diperoleh barang eksport yang banyak untuk dikirim ke Belanda dan dijual ke Eropa serta Amerika. Ketentuan-ketentuan pokok tanam paksa adalah sebagai berikut :

1. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk tanaman yang laku dijual (di eksport) ke Eropa.

2. Tanah yang dipergunakan tidak melebihi 1/5 tanah yang dimiliki penduduk desa.

3. Waktu untuk memelihara tanaman tidak melebihi waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman padi.

4. Bagian tanah yang ditanami tersebut bebas pajak.

5. Bila hasil bumi melebihi nilai pajak yang harus dibayar rakyat maka kelebihan hasil bumi tersebut diberikan kepada rakyat.

6. Jika gagal panen yang tidak disebabkan oleh kesalahan petani maka kerugian di tanggung pemerintah

7. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di kebun, pabrik atau pengangkutan untuk kepentingan Belanda.

Jika tanam paksa diterapkan sesuai peraturan tidaklah terlalu membebani rakyat. Dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan sehingga rakyat dikorbankan. Mengapa demikian? Karena adanya iming-iming agar para Bupati, Kepala desa serta pegawai Belanda yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan diberi perangsang yang disebut Culture procenten yaitu bagian (prosen) dari tanaman yang disetor sebagai bonus selain pendapatan yang biasa mereka terima. Contoh penyimpangan adalah tanah yang dipakai bisa lebih dari 1/5 bagian, selisih harga tidak diberikan ke petani, kegagalan panen ditanggung petani. Rakyat masih diwajibkan kerja rodi. Dengan penyimpangan tersebut para aparat pemerintah dan Bupati dapat mengumpulkan Cultur procenten yang banyak untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Terjadi kemiskinan, kelaparan dan kematian. Contoh di Cirebon (1844), Demak (1848), Grobogan Purwodari (1849).

akibat sosial tanam paksa tersebut adalah yang bisa kita periksa adalah:

1. Pengambil alihan tanah sikep menjadi milik desa dan membagikan tanah-tanah sikep kepada para numpang dan bujang tersebut telah melahirkan petani rumah tangga dengan kepemilikan tanah pertanian yang kecil. Para petani kecil ini masih dibebani dengan kerja tambahan tersebut sehingga tidak dapat mengembangkan diri meski mempunyai tanah garapan yang dapat mereka wariskan kepada keturunan mereka.

2. Kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tersebut telah mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk menurunkan beban kerja keluarga.

3. Sementara itu, secara politik sistem ini juga telah menghidupkan pemerintahan Desa menjadi struktur pemerintahan efektif mengontrol administrasi kewilayahan dan penduduk. Sistem ini juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter.

4. Masyarakat petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertahan hidup dengan mempekerjakan perempuan dan anak-anak mereka. Lahan pekarangan secara teori memang tidak dihitung pajaknya.

5. Sistem tanam paksa telah menutup peranan ekonomi kalangan swasta untuk tumbuh dan berperan baik dari kalangan priayi, tionghoa, arab maupun golongan pengusaha Belanda sendiri.

6. Tanam paksa juga telah melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Istilah-istilah kuli kenceng (kewajiban penuh kerja bakti), kuli setengah kenceng (tidak bertanggung jawa penuh) telah menggantikan istilah sikep dan numpang. Sebab, semua pemilik tanah wajib menjalankan kerja bakti di tanah-tanah cultuur stelsel.
4). Liberalisme

Liberalisme adalah satu falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. Falsafah ini ingin membentuk satu masyarakat yang mempertahankan pemikiran yang bebas untuk setiap orang, batasan kepada kuasa khususnya kuasa kerajaan dan agama, kedaulatan undang-undang, pendidikan awam yang percuma, kebebasan bertukar fikiran, ekonomi pasaran yang memberikan kebebasan menjalankan perusahaan peribadi dan sistem kerajaan yang terbuka yang melindungi hak-hak semua rakyat secara adil dan saksama. 

Di indonesia mengalami masa liberal pada tahun 1870-1900. Pada masa itu kekuatan liberal Belanda, didukung pemilik modal dan kelas menengah, meraih kekuasaan di negeri sendiri, lalu mengontrol perekonomian Hindia Belanda. Kekuatan liberal mendesak pemerintahan kolonial melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan menjalankan usaha/perkebunan. Negara menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi, dengan menelantarkan pelayanan masyarakat. Penetrasi modal Eropa di tujukan pada sektor perkebunan dengan mengoptimalkan komoditas kopi, teh, gula, kina  yang sebagian besar didirikan di Deli, Sumatra Timur. Pembukaan perkebunan secara besar-besaran ini merupakan dampak adanya agrarische wet (undang-undang Agraria), yag membuka kesempatan bagi orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat yang juga berdampak terhadap naiknnya nilai ekspor beberapa komoditas tertentu. Berdasarkan efisiensi peragangan tentunya terjadi timbal balik, yang mengakibatkan masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia, ditambah dengan semakin banyaknya orang asing yang tinggal di Indonesia. 

Pada umumya masa liberal ini membawa damapk yang cukup signifikan terhadap kehidupan masayarakat pribumi untuk berinteraksi dengan bangsa selain eropa seperti bangsa dari Timur Asing seperti Cina maupun bangsa Arab. Masyarakat pribumi yang sebagaian tanahnya disewa pihak asing mulai berpikir untuk mencari mata pencaharian lain dilaur bidang pertanian karena masyarakat mulai dikenalkan dengan uang sehingga terjadi kemudahan dalam perdagangan meskipun berbagai macam profesi. Pada masa demokrasi liberal ini pertumbuhan penduduk mulai pesat, kerana dampak membaiknya sektor-sektor yang lain pula, yakni pada tahun 1815 tercatat 2.029.915 sedang tahun 1905 jumlah penduduknya 30.360.667 (Sartono Kartodirdjo dkk, 1975: 92).

Secara singkat politik liberal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. menghapuskan tanam paksa

2. memperluas penanaman modal pengusaha swasta Belanda

3. mengeluarkan undang-undang baru

a. Undang-undang agraria (agrarische wet) 1870

b. Pernyataan hak tanah (Domein verklaring) 1870

c. Undang-undang gula (Suiker wet) 1870

Hasil undang-undang tersebut, banyak perkebunan tebu, tembakau, the, kina karet dan kelapa sawit di Jwa dan sumatera. Selain itu juga banyak pertambangan minyak, batu bara dan timah yang merupakan inverstasi asing.

4. mengubah status kepemilikan tanah dan tenaga kerja

5. memperluas peredaran uang
6. membangun sarana perhubungan dan sistem pengangkutan
Asas-asas Liberalisme adalah negara tidak melakukan campur tangan terhadap kegiatan perekonomian, dan membiarkan hubungan perekonomian yang terjadi hubungan pasar. Negara tidak merencanakan pembagunan perekonomian dan terjadi kebebasan bagi usaha dan modal swasta Belanda mengembangkan sayapnya di Hindia Belanda.

Meskipun pemerintah Belanda menerapkan kebijakan liberalisem Hindia Belanda, namun tetap saja tidak bisa lepas dari kontek kolonialisme sehingga penerapan konsep liberalisme banyak tejadi penyimpangan. Walaupun begitu secara kacamata colonial masyarkaat Hindia Belanda merasa ‘diuntungkan’ dengan liberalisme dan kesejahteraan rakyat meningkat. Dari segi pembaangunan fisik benyak jalur-jalur kereta api dan jalan-jalan raya mulai dibangun, yang masih dapat kita nikmati sampai sekarang. Pembangunan pendidikan yang mula-mula ditujukan bagi golongan Eropa yang tinggal di Indonesia mulai tahun 1882 terdaat 300 sekolah di Jawa dan 400 di daerah-daerah Luar Jawa dibangun untuk siswa pribumi. Sedang dampak negative yang disebabkan penerapan liberalisme di Hindia Belanda, anatara lain: peralihan fungsi lahan dari tanaman makanan pokok beralih menjadi tanaman perkebunan serta peningkatan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan menurunnya kesediaaan bahan makanan. Adanya import barang-barang dari luar negeri yang lebih unggul dan lebih murah telah membuat produk lokal tersingkir. Banykanya penganguran dan kemiskinan karena upah tenaga kerja serta harga sewa tanah yang menurun seiring menurunnya anka eksport.

Dampak dari kebijakan liberal ini nampak pada awal abad ke-20 yang telah menimbulkan menurunnya kemakmuran penduduk, menurut Mindere Welvaars Commissie yakni: Pertama, pesatnya pertumbuhan penduduk, tidak di imbangi dengan produksi bahan pangan, bahkanjustru produksi pangan yang semakin berkurang mengakitkan kemiskinan. Kedua, adanya kerja rodi, tanam paksa, dan pengutan-hasil panen dari pejabat-pejabat kolonial telah menurunkan semangat petani untuk bekerja keras dan menghasilkan yang lebih banyak. Ketiga, kemiskinan di Jawa akibat politik burden of empire, yakni Jawa harus menanggung beban financial untuk daerah-daerah lain di kepaluan Indonesia yang dikuasai Belanda. Keempat, adanya system perpajakan yang regresif, artinya pajak sangat memberatkan golongan yang berpendapatan rendah, yakni para petani pribumi. Selain itu adanya perang Aceh telah menyebabkan banyaknya pengeluaran dana oleh pemerintah. Kelima, adanya krisis-krisis ini menyebabkan upah buruh dan harga sewa tanah ditekan sehingga yang paling terkena adalah pribumi. 

H. Latihan Soal
Setelah Anda membaca uraian materi, cobalah menjawab soal-soal di bawah ini !

1. Jelaskan hubungan antara kolonialsime dengan imperialisma pada kasus masuknya Bangsa barat di Indonesia!

2. Jelaskan Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisem yang terjadi pada masa Raflesh!

3. Jelaskan kebijakan Deandeles sehingga membawa pengaruh yang signifikasn terhadap perkembangan Indonesia di masa sekarang!

4. Analisislah mengapa pelaksanaan tanan paksa terdapat banyak penyimpangan! 

5. Liberalisme merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia masa itu, jelaskan respon masyarakat terhadap liberalisme tersebut!


                                PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN  IMPERIALISME DI INDONESIA

A. Aceh Melawan Portugis

Kejatuhan Malaka pada 1511 oleh Portugis membuat perdagangan di Aceh menjadi semakin berkembang. Banyak pedagang Islam yang kemudian berpindah aktivitas dagangnya di Aceh. Lambat laun hal tersebut membuat Portugis menjadi khawatir akan tersaingi. Portugis merencanakan penyerangan terhadap Aceh pada 1523 dibawah pimpinan Henrigues dan dilanjutkan pada 1524 oleg de Sauza. Tindakan yang dilakukan oleh Portugis didasari ambisi ekonomi. Dan dari pihak Aceh sediri melakukan perlawanan dengan melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata dan pasukan tambahan. Penyerangan Portugis di Malaka dilakukan oleh Aceh meski mendapat kegagalan. Dan Portugis membalas serangan dari Aceh pada 1569, tetapi juga mengalami kegagalan. Semangat perjuangan Islam di Aceh untuk melindungi kepentingan ekonominya, juga memiliki asas untuk memerangi kaum kafir.

Perlawanan Aceh juga pernah dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada 1629 setelah segala persiapan dirasa siap untuk menyerang Portugis di Malaka, maka dilakukan penyerangan dan berhasil membuat Portugis kewalahan, tetapi masih belum mampu mengusir Portugis. Akibatnya hubungan antara Aceh dengan Portugis selalu mengalami bentrokan. Kemudian yang berhasil mengusir Portugis adalah VOC pada tahun 1641. Tetapi dalam hal ini dapat diartikan hanya sebagai pergantian penguasa asing saja.

Maluku Melawan


Persaingan ekonomi atas penguasaan dagangan di wilayah tropis selalu menjadi alasan utama persaingan hegemoni antar bangsa-bangsa Barat. Ternate dan Tidore yang menjadi boneka dari Portugis dan Spanyol. Terjadi perang antara rakyat Tidore dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Dan Tidore mengalami kekalahan. Portugis kemudian semakin bertindak kasar terhadap rakyat Maluku. Ditambah dengan perjanjian Saragosa pada tahun 1534 semakin memperkokoh kedudukan Portugis. Sehingga lambat laun Portugis mulai mengganggu kedaulatan kerajaan yang ada di Maluku. Dan memicu meletusnya perlawanan rakyat Ternate dibawah pimpinan Sultan Khairun pada 1565. Portugis mengalami kesulitan dalam mengatasi perlawanan ini, dan menawarkan jalur perundingan pada 1570 di benteng Sao Paolo. Dengan liciknya saat perundingan Sultan Khaerun ditangkap dan dibunuh.

Rakyat Maluku dapat dipersatukan oleh Sultan Baabullah (putra Sultan Khaerun) untuk melawa Portugis dan berhasil mengusir Portugis pada 1575.

B. Perlawanan Sultan Agung Terhadap J.P Coen

Mataram Islam mengalami puncak kejayaan saat berada dibawah kekuasaan Sultan Agung. Ia memiliki cita-cita untuk mempersatukan seluruh Jawa dan mengusir segala kekuasaan asing yang ada di Nusantara. Akibat monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC membuat kerugian yang besar pada rakyat. Sehingga membuat Sultan Agung berencana melakukan penyerangan ke Batavia. Sultan Agung sangat tidak menyenangi VOC karena sering mengganggu pelayaran kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka, VOC tidak mengakui kekuasaan Mataram dan VOC dirasa akan menghambat mewujudkan cita-cita Sultan Agung.

Pada 1628 keperluan penyerangan ke Batavia telah siap menyerang Batavia. Penyerangan dilakukan dengan semangat yang dahsyat. Dan berhasil mengepung basis VOC. Tetapi karena persenjataan VOC jauh lebih unggul, maka pasukan Mataram pun mengalami kekalahan. Setelah 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh Mangkurat I. Dan perlahan Mataram mulai lemah dan dapat dikuasai oleh VOC.

C. Perlawanan Banten

Pembangunan bandar di Batavia pada 1619 membuat Banten merasa tersaingi. Perlawanan terhadap VOC pun dilakukan. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan rakyat Banten. Persaingan ekonomi sekali lagi menjadi hal utama yang memicu konflik. Perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa sangat memberikan pengaruh dalam perjuangan. Meskipun mengalami kekalahan.

Namun harus diingat bahwa semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750 timbul perlawanan yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Dengan susah payah akhirnya perlawanan yang dipimpin Ki Tapa dan Ratu Bagus ini dapat dipadamkan.

D. Perlawanan Goa

Raja Goa, Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tidakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenangwenangan VOC. Sementara itu VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik devide et impera mulai dilancarkan. Misalnya VOC menjalin hubungan dengan seorang Pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka.

VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di Goa. Oleh karena itu, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Maetsuyker memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orangorang Ambon dan juga orang-orang Bugis di bawah Aru Palaka. Tanggal 7 Juli 1667, meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Janszoon Spelman, diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. Tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667, yang isinya antara lain sebagai berikut.

a. Goa harus mengakui hak monopoli VOC

b. Semua orang Barat, kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa

c. Goa harus membayar biaya perang

Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu, karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makasar. Pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi Perjanjian Bongaya. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam.
E. Pemberontakan Orang-Orang Cina

Untuk membatasi kedatangan orang–orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permissiebriefjes atau masyarakat sering menyebut dengan “surat pas”. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Sailon (Sri Langka) untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu enam bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi dua ringgit (Rds.2,-) per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya dua ringgit. Akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkapi. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia.

Pada suatu ketika tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oey Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Khe Panjang, kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa.

Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Bahkan yang menarik atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741 benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC.

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said

Begitu juga pada saat pemerintahan Pakubuwana II terjadi persahabatan dengan VOC. Bahkan VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana II. Wilayah pengaruh Kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Persahabatan antara Pakubuwana II dengan VOC ini telah menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan, apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Hal ini mendorong munculnya berbagai perlawanan misalnya perlawanan Raden Mas Said.

Raden Mas Said adalah putera dari Raden Mas Riya yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun Raden Mas Said sudah diangkat sebagai gandek kraton (pegawai rendahan di istana) dan diberi gelar R.M.Ng. Suryokusumo. Karena merasa untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini Mas Said justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikaitkaitkan dengan  tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangwasan yang bersekutu dengan VOC. Ia diikuti R. Sutawijaya dan Suradiwangsa (yang kemudian dikenal dengan Kiai Kudanawarsa) pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Kemudian Mas Said pergi menuju Nglaroh untuk memulai perlawanan. Oleh para pengikutnya Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Senopati Sudibyaning Prang. Hingga kini sebutan Mas Said yang sangat dikenal masyarakat yakni Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mas Said ternyata cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan ini merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwana II sebagai raja di Mataram. Oleh karena itu, pada tahun 1745 Pakubuwana II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati (di wilayah Sragen sekarang). Mas Said tidak menghiraukan apa yang dilakukan Pakubuwana II di istana, ia terus melancarkan perlawanan kepada kerajaan maupun VOC.

Karena perjanjian itu berisi pasal-pasal antara lain: (1). Susuhunan Pakubuwana II menyerahkan Kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. (2). Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta, dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. (3). Putera mahkota akan segera dinobatkan. Sembilan hari setelah penandatanganan perjanjian itu Pakubuwana II wafat. Tanggal 15 Desember 1749 Baron van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putera mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III.

Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi pokok perjanjian itu adalah bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat (daerah Yogyakarta) diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I, sedang bagian timur (daerah Surakarta) tetap diperintah oleh Pakubuwana III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.

F. Latihan Soal
Kerjakan latihan soal-soal di bawah ini sebagi refleksi kemampuan Anda memahami materi kegiatn belajar di modul ini !
1. Coba jelaskan mengapa terjadi perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis pada pertengahan abad ke-16!

2. Coba ceritakan secara singkat perlawanan rakyat Maluku terhadap dominasi Portugis!

3. Mengapa Sultan Agung bersikeras untuk mengusir VOC dari Batavia? Mengapa tidak berhasil ?

4. Coba lakukan telaah hal ihwal tentang surat izin bermukim atau “surat pas” bagi orang-orang Cina.

5. Di lingkungan kamu sangat mungkin terjadi sisa-sisa atau situs yang terkait dengan perang melawan penjajahan (kalau tidak ada di lingkungan kamu, cari peristiwa perang dulu yang paling dekat dengan daerah kamu). Coba buatlah cerita tentang peristiwa perang itu dalam bentuk tulisan!
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PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 

HINGGA KEMERDEKAAN

Meskipun secara harfiah istilah pergerakan nasional berbeda dengan kebangkitan  nasional, namun  kedua istilah tersebut kadang ada yang menyamakannya, sebab keduanya mempunyai tujuan yang sama. Bahkan bila ditinjau dari awal perjuangan dalam mencapai cita-cita nasional, organisasi pergerakan nasional pada waktu itu menggunakan istilah insulinde (negeri yang cantik molek bangun dari tidurnya). Jadi rakyatnya mulai berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Selain itu meski pergerakan nasional dapat ditinjau melalui pendekatan multidimensional, namun unsur paling menonjol adalah unsur politik.

Modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar yakni kegiatan belajar ke-1 tentang dinamika politik organnisasi pergerakan  nasional, kegiatan belajar ke-2 berisi deskirpsi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia dan, kegiatan belajar  ketiga akan memaparkan secara  kronologis  peristiwa-peristiwa penting masa proklamsi kemerdekaan Indonesia. Setiap kegiatan belajar berisikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural yang teramat berarti bagi Anda belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan level paling tinggi yakni pengetahuan metakognitif. Dengan mempelajari modul ini berarti Anda memiliki kemampuan

1. Menganalisis konsep perubahan dan kontinuitas sejarah dari masa pra-aksara hingga islamisasi.

2. Mendeskripsikan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dari masa pra-aksara hingga islamisasi. 

3. Merumuskan proposisi-proposisi tentang pola umum kebudayaan setiap periodisasi sejarah (masa pra-aksara, Hindu-Budha, Islam).

Aktivitas belajar yang Anda lakukan agar berhasil memahami modul ini adalah

1. Bacalah dengan cermat modul ini.

2. Temukan fakta, konsep, proposisi. 

3. Diskusikan temuan fakta, konsep, proposisi, dengan teman sejawat maupun tutor.

4. Kerjakan latihan soal sebagai bahan refleksi kemampuan Anda memahami modul ini.


                              DINAMIKA POLITIK ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

Bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia setelah abad ke-20 telah menemui perubahan, yang ditandai dengan munculnya pembaharuan bentuk pergerakan ke arah yang lebih modern. Menurut sejarawan Ricklefs kunci perkembangan pada masa ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas. Pada masa ini juga mulai muncul apa yang dinamakan dengan ‘kesadaran nasionalisme’ yang dipelopori oleh kalangan pemuda dan golongan berpendidikan. Perjuangan kali ini dapat ditempuh melalui organisasi yang bersifat kooperatif (masuk dalam sebuah sistem pemerintah Hindia Belanda) maupun Non-kooperatif. 
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Cba ceritakan secara singkat peravianan rkyat Mahku terhadap dorninasi
Portugis!

Mengpa Sultan Agmg berskens wik mengusir VOC dari Batavia?
Mengapatidak berhasil?

‘Caba lakukan telaah hal iwal tentang sumt izin bermukim atau “surat pas”
bagiorang-orang Cina.

Di lingkungan karm sangat mungkin terjadi sisa-sisa atau stus yang terka
‘dengan perang melasan penjajahan (xakutidak ada di Engkumgan kamy, cari
‘peristiva perang dul yang paling dekat dengan daerah karm). Coba buatkh
ceritatentangperistiva perangitu dalam bertuk tulisan!
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Meskipun secara harfiah istilah pergerakan nasional berbeda dengan kebangkitan  nasional, namun  kedua istilah tersebut kadang ada yang menyamakannya, sebab keduanya mempunyai tujuan yang sama. Bahkan bila ditinjau dari awal perjuangan dalam mencapai cita-cita nasional, organisasi pergerakan nasional pada waktu itu menggunakan istilah insulinde (negeri yang cantik molek bangun dari tidurnya). Jadi rakyatnya mulai berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Selain itu meski pergerakan nasional dapat ditinjau melalui pendekatan multidimensional, namun unsur paling menonjol adalah unsur politik.

Kesadaran nasional sendiri diawali dengan adanya kesadaran nasional yang pernah dicetuskan oleh R.A.Kartini yang telah memasukkan angan-angannya ‘national bewustzjin’ (kesadaran berbangsa). Oleh karena itu periode Kartini lebih tepat bila disebut sebagai awal kesadaran nasional, karena Kartini masih bergerak secara individu. Berdirinya Budi Utomo dikatakan sebagai awal pergerakan nasional, karena bergerak secara organisasi dalam pergerakan nasional, yang selanjutnya diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang bersifat nasional pula. Melalui pergerakan nasional itu pula akhirnya tercapai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian inti pergerakan nasional adalah untuk menentukan nasib sendiri, maka cita-cita yang akan dicapai adalah menjadi tanggungjawab bersama atas dasar senasib sepenanggungan. Oleh karana itu harus ada persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Untuk mewujudkannya perlu ada organisasi yang bersifat nasional. Sedangkan organisasi yang bersifat nasional baru muncul setelah adanya golongan  elite intelektual yang memiliki wawasan luas. 

Melihat proses empiriknya secara umum nasionalisme  Indonesia mempunyai dua dimensi, Pertama dimensi ekstern, dalam dimensi ini nasionalisme Indonesia dihadapkan pada bangsa lain sebagai reaksi dari bentuk antitesis khususnya imperialisme dan kolonialisme. Kedua dimensi intern, yang memandang nasionalisme berkait erat dengan proses pembentukan kesadaran, sikap, jiwa, orientasi, serta perasaan keIndonesiaan seseorang. Ruslan Abdulgani  mengatakan bahwa dalam nasionalisme Indonesia terdapat kekuatan destruktif yang menghancurkan kolonialisme asing, dan konstruktif yang bertujuan membangun Negara nasional yang demokratis dengan berintikan masyarakat yang berkeadilan sosial. Secara konstruktif pula nasionalisme Indonesia juga ingin menyelamatkan kebudayaannya  yang bersejarah. Nasionalisme Indonesia tumbuh dan berkembang dari dalam kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri.  Hal itu mengandung makna bahwa dengan nasionalisme bangsa Indonesia menyadari keberadaannya dalam tatanan pergaulan hidup dengan bangsa-bangsa lain.

Perjuangan melalui organisasi, seiring dengan bertumbuhnya nasionalisme di Indonesia muncul berbagai gerakan organisasi yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif. Pada masa ini mulai muncul berbagai organisasi di Indonesia, yang meliputi :

A. Boedi Utomo (BU)

Latar belakang berdirinya adalah ketika dr. Wahidin Sudirohusodo berkeliling Jawa untuk menemui para priyayi Jawa dan menawarkan idenya membentuk studiefounds. Tujuannya adalah untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi, namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud namun melahirkan Boedi Utomo. Boedi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di  Batavia dengan ketuanya adalah dr. Soetomo. Adapun tujuan dari Boedi Utomo adalah :
a) Memajukan pengajaran

b) Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan

c) Memajukan teknik dan industri

d) Menghidupkan kembali kebudayaan

Boedi Utomo telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun hingga sekarang. Golongan tersebut muncul akibat penerapan pendidikan barat bagi pelajar Bumi Putera pada masa politik Etis. Dari kalangan mereka inilah muncul pergerakan nasional yang diawali oleh Perkumpulan Budi Utomo (BU) yang didirikan  pada 20 Mei 1908, oleh Sutomo. 

Lahirnya BU memunculkan berbagai komentar di berbagai media masa, di antaranya adalah komentar yang dimuat surat kabar Bataviaasch Niewsblad tanggal 7 Juli 1908. judul ulasan tersebut singkat yaitu “ Onbedriegelijke Teekenen” atau “tanda-tanda yng jelas”. Komentar ditutup dengan kalimat yang berbunyi “ Evolusi sedang berlangsung dan tidak satupun yang dapat mengahalangi”. Komentar senada datang dari pers Belanda yang muncul sesudah Konggres Pertama BU di Yogyakarta bulan  Oktober 1908. Pemberi komentar adalah Van Deventer di majalah De Gids, yang menyatakan: Het wonder is geschied, insulinde de schooner slapster, is ontwaakt”. Artinya : suatu hal yang ajaib telah terjadi. Insulinde  si cantik molek yang selama ini tertidur telah bangun.. Terhadap komentar tersebut Suryomiharjo menegaskan bahwa Konggres BU yang pertama memang merupakan “historis moment”, dan “democraties moment” dalam sejarah bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Inonesia dibuka pembicaraan secara bebas, terus terang dan dengan argumentasi yang beralasan, logis, dalam mempertahankan pendapat di forum konggres.

Nasionalisme Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada masa lalu seiring dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan nasional. Oleh karena itu sifat dan corak perkembangannya  tampil sesuai dengan  corak organisasi yang mewakilinya. Nasionalisme yang dikembangkan BU beda dengan yang dikembangkan BU ataupu Indische Partij.dan seterusnya. Kelahiran BU telah dilandasi oleh nasionalisme dalam bentuknya yang samara-samar. BU dengan jelas membatasi gerakannya pada kalangan Jawa dan Madura. Sasaran perjuangannya juga tampak belum tegas antara perjuangan politik atau sosio cultural. Sikap ragu-ragu ini menyebabkan aktivitasnya cenderung hanya di bidang kebudayaan. Itulah sebabnya Hatta menyebutnya sebagai gerakan sociocultural nasionalism. 

B. Sarekat Islam (SI)

Latar belakang pendirian Sarekat Islam adalah ketika tahun 1909 seorang lulusan OSVIA yang bernama Tirtoadisurjo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Tahun 1911 dia mendirikan organisasi semacam di Buitenzorg (Bogor). Kedua organisasi tersebut  dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang pribumi dalam menghadapi saingan orang-orang Cina. Pada tahun yang sama dia mendorong Haji Samanhudi untuk mendirikan SDI di Solo sebagai suatu koperasi pedagang batik anti Cina. Di Surabaya juga didirikan cabang Sdi yang dipimpin oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto. 

Organisasi Sarekat Dagang Islam berdasar pada dua hal berikut ini.

a) Agama Islam.

b) Ekonomi, yakni untuk memperkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).
Pada tahun 1912 SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Terjadilah pertentangan internal antara Tirtoadisurjo dengan Samanhudi, Sehingga Samanhudi yang sebagian besar waktunya tersita untuk urusan-urusan dagang meminta Tjokroaminoto untuk memimpin organisasi ini.

Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912, ditetapkan tujuan Sarekat Islam sebagai berikut:

a) memajukan perdagangan;

b) membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan);

c) memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli;

d) memajukan kehidupan agama Islam.   

Melihat tujuannya tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi, Sarekat Islam dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Mengingat perkembangan Sarekat Islam yang begitu pesat maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Idenburg sehingga permohonan Sarekat Islam sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 Sarekat Islam lokal yang diakui sebagai badan hukum.

Pada tahun 1915 berdirilah Central Sarekat Islam (CSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerjasama antar Sarekat Islam lokal. Sifat Sarekat Islam yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia).

Itulah sebabnya dalam perkembangannya Sarekat Islam pecah menjadi dua kelompok berikut ini.

a) Kelompok nasionalis religius (nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan Sarekat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.

b) Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama Sarekat Islam Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono.

Lahirnya Sarekat Islam (SI) menjadi titik terang bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Secara sederhana latar belakang organisasi ini adalah persaingan ekonomi dengan pedagang-pedagang Cina. Tetapi bila dikaji secara mendalam sebenarnya tidak semata-mata persaingan ekonomi dengan para pedagang Cina , tetapi membuat perlawanan atas penghinaan terhadap rakyat Bumi Putera. Perjuangan yang membela rakyat ditambah dengan basis solidaritas Islam telah membuat SI berkembang sangat cepat. Nasionalisme Indonesia pada saat itu berkembang dengan corak ekonomi, religius, dan demokratis.

C. Indische Partij (IP)
Organisasi yang memberikan andil sangat besar dalam  mempertegas dan mendewasakan konsep nasionalisme Indonesia menjadi konsep nasionalisme yang sesungguhnya adalah Perhimpunan Indonesia (PI); suatu perkumpulan yang beranggotakan para mahasiswa Indonesia di Belanda. Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Semula organisasi ini hanyalah perkumpulan sosio cultural, tetapi sejak tahun 1925 telah berkembang  sebagai organisasi yang mengutamakan masalah-masalah politik. Sebagai bagian dari identitas nasional yang baru, mereka memakai nama Perhimpunan Indonesia Merdeka pada majalah mereka. Lewat PI itulah konsep nasionalisme yang melandasinya telah diberi corak yang lebih tegas dan revolusioner. Tuntutannya yang tegas tentang Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri, telah memberikan sumbangan sangat berarti bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Selain itu penggunaan nama “INDONESIA” sebagai identitas nasional dan nama bagi bangsa dan Negara yang sedang diperjuangkan untuk merdeka lepas dari penjajahan, sungguh-sungguh telah membuatnya menjadi mudah dikenal identitasnya. Sartono Kartodirdjo sendiri menyatakan bahwa nama Indonesia berfungsi simbolis di dalam sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia, dan majunya pergerakan nasional dengan sebutan Indonesia ditentukan oleh keadaan histories dan merupakan fase baru di dalam perkembangan nasionalisme Indonesia.

Cita-cita Indische Partij banyak disebar-luaskan melalui surat kabar De Expres.  Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut:
a. meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
b. memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
c. memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
d. memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
e. berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
f. dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia. Atas dasar itulah pemerintah Hindia Belanda menolak untuk memberikan badan hukum dengan alasan Indische Partij bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Oleh karena kegiatannya yang sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya. Selanjutnya, Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

Konsep nasionalisme yang lebih luas dan tegas dibanding kedua konsep sebelumnya adalah nasionalisme yang dikembangkan Indische Partij (IP). Meskipun belum menggunakan nama Indonesia, namun IP telah dengan tegas mencanangkan kemerdekaan tanah air dan bangsa Hindia, lepas dari Nederland. Corak nasionalisme yang dikembangkan disamping tegas juga radikal, sehingga menempatkan IP sebagai organisasi politik pertama di Indonesia. Meskipun IP tak berumur panjang, namun konsep nasionalismenya memberikan angin segar dan corak baru bagi perjuangan pergerakan nasional Indonesia.

D. Indische Vereeniging (Persatuan Hindia)


Indische Vereeniging didirikan padatahun 1908 oleh golongan terpelajar Indonesia yang berada di negri Belanda. Pada tahun 1922 organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Tokoh-tokoh PI meliputi Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Ali sastro Amidjojo, dan Sukiman Wirjosandjojo. 


Dalam pergerakannya PI semakin melibatkan diri dalam pergerakan politik, akhirnya pada tahun 1927 Hatta, Ali dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dengan tuduhan menganjurkan dilakukannya perlawanan senjata terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah dipenjara selama lima bulan pada bulan maret 1928 mereka diadili di Den Haag dan dibebaskan. Hatta telah memanfaatkan pidato pembelaannya untuk melontarkan kecaman yang meyakinkan terhadap kekuasaaan Belanda dan pembenaran atas nasionalisme Indonesia. 

E. Partai Nasional Indonesia (PNI)


Dilatarbelakangi oleh didirikannya Algemene Studie Club di Bandung oleh Soekarno pada tahun 1925 yang mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik. Selanjutnya PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air. 

Kelahiran Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang pada hakekatnya melanjutkan ide-ide  PI, juga dilandasi nasionalisme yang revolusioner. Demikian juga halnya dengan peristiwa Sumpah Pemuda taanggal 28 Oktober 1928 menjadi bukti bahwa nasionalisme Indonesia telah melandasi dan dijunjung tinggi dalam aktivitas bangsa Indonesia. Keputusan untuk bersatu dalam Sumpah Pemuda tersebut dilandasi oleh kemauan bersama dengan tetap menghormati perbedaan yang ada. Dengan kata lain, keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia tetap ada dan dihormati, tetapi semangat bersatu dan pengakuan atas tanah air, bangsa dan bahasa yang satu, menjadi keputusan bulat dan dijunjung tinggi di atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada.

Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi perjuangannya non-kooperatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PNI berasaskan pada self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri. Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara besar-besaran dan menangkap empat pemimpinnya, yaitu Ir. Soerkarno, Maskun, Gatot Mangunprojo dan Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung. Sementara itu, pimpinan PNI untuk sementara dipegang oleh Mr. Sartono dan dengan pertimbangan demi keselamatan maka pada tahun 1931 oleh pengurus besarnya PNI dibubarkan, mereka yang setuju dengan pembubaran mendirikan partai baru yang bernama PARTINDO (Partai Indonesia).

F. Indische Social – Democratische Vereeniging (ISDV)


ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 di Semarang oleh seorang Belanda H.J.F.M Sneevliet. Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).

G. Gerakan Pemuda

Gerakan pemuda Indonesia diawali dengan berdirinya Trikoro Dharmo tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tri koro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut:
a. mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan;
b. menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya;
c. membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.
Tujuan tersebut sebenarnya baru merupakan tujuan perantara. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Trikoro Dharmo yakni mencapai Jawa raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Oleh karena sifatnya yang masih Jawa sentris maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang. 

Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.

Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi, seperti Jong Ambon, Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, , Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond, dan lain-lain. Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan, tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.

Perkembangan politik yang semakin kondusif bagi kaum pergerakan yang bangga berlabuh dalam suasana ke-Indonesiaan telah mendorong pelbagai gerakan pemuda yang semula masih bersifat kedaerahan, mendambakan persatuan Indonesia, bahkan kemudian menjadi simbol kehidupan yang terusdi gelorakan dan diperjuangkan. Dari perkembanganya perkumpulan pemuda ini telah melahirkan ‘Sumpah Pemuda’ pada kongres pemuda yang kedua di Batavia pada  tanggal 28 Oktober 1928. Yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda, yakni :
a. kami putra  dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu yaitu tanah air Indonesia
b. kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia 
c. kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa  Indonesia.
H. Gerakan Perempuan
Munculnya gerakan wanita di Indonesia, khusunya di Jawa dirintis oleh R.A. Kartini yang kemudian dikenal sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia. R.A. Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan. Cita-citanya tersebut tertulis dalam surat-suratnya yang kemudian berhasil dihimpun dalam sebuah buku yang diterjemahkan dalam judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Semasa Pergerakan Nasional maka muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Organisasi-organisasi yang ada, antara lain sebagai berikut:

a) Putri Mardika di Batavia (1912) dengan tujuan membantu keuangan bagi wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Tokohnya, antara lain R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyopranata.

b) Kartinifounds, yang didirikan oleh suami istri T.Ch. van Deventer (1912) dengan membentuk sekolah-sekolah Kartinibagi kaum wanita, seperti di  Semarang, Batavia, Malang, dan Madiun.

c) Kerajinan Amal Setia, di Koto Gadang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus (1914).  

d) Tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan, dan cara pemasarannya.

e) Aisyiah, merupakan organisasi wanita Muhammadiyah yang didirikan oleh Ny. Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk memajukan pendidikan dan keagamaan kaum wanita.

f) Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, misalnya Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), Wanito Utomo dan Wanito Katolik di Yogyakarta (1921), dan Wanito Taman Siswa (1922).

Puncak gerakan wanita, yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan, yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Dalam Kongres Wanita II di Batavia pada tanggal 28–31 Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Kongres Wanita I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran nasional di kalangan wanita Indonesia sehingga tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu.

I. Partai Indonesia Raya (Parindra) 

Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfusi yaitu BU dan PBI. Sebagai ketuanya dipilih dr. Sutomo. Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakekatnya mencapai Indonesia merdeka. Di Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian disebut dengan kaum kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan Sarikat Selebes. Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutardjo yang ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama,yang lainnya I.J.Kasimo.

J. GAPI (Gabungan Politik Indonesia)

Pada tahun 1939 oraganisasi-organisasi nasionalis Indonesia bersepakat membentuk GAPI yang menghendaki dibentuknya parlemen penuh bagi Indonesia. pada bulan Desember 1939 GAPI menyelenggarakan kongres rakyat Indonesia di Batavia yang dipandang sebagai suatu keberhasilan yang besar. Akan tetapi di dalam Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat) kepemimpinan indonesia masih tetap terpecah. 

Perjuangan melalui Volksraad terus dilancarkan melalui tuntutan trhadap otonomi danpemerintahan parlemen Indonesia. perjuangan terssebut hanya mendapat jawaban-jawaban yang mengecewakan dari pihak Belanda dibawah Gubernur  Jendral van Starkenborgh. 

Dalam hal ini maka munculah tiga mosi di dalam Volksraad yang dipelopori oleh Thamrin, Soetardjo, dan Wiwoho. Mosi ini menuntut agar pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah ‘Indonesier’ (orang Indonesia) sebagai pengganti ‘inlander’ (pribumi) didalam dokumen-dokumen resmi, menetapkan kewarganegaraan Hindia, dan melakukan penyelidikan agar merubah Volksraad supaya menjadi semacam parlemen yang sebenarnya. Namun mosi-mosi tersebut mendapat tangggapan negatif dari pemerintah Hindia Belanda pada bulan Agustus 1940 sehingga ditarik kembali oleh para pendukungnya. 

Sebelumnya juga terdapat sebuah petisi yang dilancarkan oleh salah seorang pendukung mosi itu, yaitu Soetardjo, pada bulan Juli 1936 yang kemudian dikenal sebagai  “Petisi Soetardjo”. Petisi yang ditujukan kepada Volksraad itu menuntut agar diselenggarakannya suatu konferensi guna mengatur otonomi  Indonesia di dalamsuatu uni Indonesia-Belanda selama kurun waktu sepuluh tahun. Namun pada bulan November 1938 petisi  itu  ditolak oleh kerajaan Belanda.

Pada bualn Agustus 1940 GAPI melakukan upaya terakhirnya dengan mengusulkan pembentukan suatu uni Indonesia-Belanda yang berdasarkan atas kedudukan yang sama bagi kedua belah pihak, dan Volksraad akan berubah menjadi perwakilan rakyat yang mempunyai dua badan legislatif atas dasar sistem pemilihan yang adil. Hasil dari upaya itu tidak berbeda dengan upaya yang sudah dilancarkan sebelumnya, dimana Pemerintah Belanda menolak secara resmi tuntutan tersebut.
K. Perjuangan melalui Volksraad
Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama Fraksi Nasional, pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketua oleh Muhammad Husni Tramrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Ketidakadilan itu bersumber dari artikel 169 sub, 153 bis, dan 161 bis. Atas usulan Fraksi Nasional itu vollksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri. Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik. Jelaslah bahwa gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik.

Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah kesengsaraan rakyat karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. Sementara pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya bermacam-macam larangan, seperti larangan berkumpul, pembredelan surat kabar, dan propaganda. Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap nonkooperasi.

Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan yang bersikap moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya Petisi Sutardjo pada 15 Juli 1936, dalam sidang Volksraad. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Situasi politik dunia saat itu, yaitu sedang berkembangnya naziisme dan fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang mungkin mengancam Indonesia, sehingga perlu mempererat hubungan dengan Pergerakan Nasional Indonesia. 

Sutardjo Kartohadikusumo, yang saat itu sebagai ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamong Praja Bumi Putera dan wakil dari organisasi itu di Volksraad, mendapat dukungan dari beberapa wakil golongan dan daerah dari Volksraad mengusulkan diadakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan Kerajaan Belanda untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia yang dapat berdiri sendiri meskipun dalam ruang lingkungan Kerajaan Belanda. Petisi itu melahirkan pro dan kontra, baik di kalangan Indonesia dan Belanda. Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volksraad, selanjutnya disampaikan pada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai Nasional saat itu memperingatkan pada para pendukung petisi, bahwa tindakan yang diambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Volksraad sehingga usaha itu sia-sia belaka. Pendukung petisi itu tidak menghiraukan peringatan itu, bahkan membentuk suatu komite agar petisi itu mendapat dukungan luas di kalangan rakyat. Kondisi itu tidak hanya bergerak di Indonesia saja, bahkan hingga ke negeri Belanda, sehingga menyetujui petisi itu. 

Petisi itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasan penolakan petisi adalah Indonesia belum siap untuk memikul tanggungjawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga dinilai belum mampu untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Cara penolakan yang tanpa perdebatan di parlemen mengecewakan pihak pergerakan nasional, meskipun pihak yang ditolak sesungguhnya telah menduga sebelumnya. Realitas itu menunjukkan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka di parlemen.


L. Latihan soal
Jawablah latihan soal di bawah ini untuk menguji pemahaman Anda terhadap isi uraian materi pada kegiatan belajar !
1. Jelaskan perbedaan perlawanan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah abad ke 20 !

2. Apa maksud dari perjuangan organisasi yang kooperatif dan non-kooperatif, dan berikan contoh masing-masing organisasinya !

3. Jelaskan tujuan dari Boedi Utomo !

4. Mengapa Indische Partij disebut sebagai organisasi politik dan dilarang pemerintah Hindia Belanda ?

5. Jelaskan sebab-sebab mengapa tokoh-tokoh Indische Vereniging ditangkap oleh pemerintah Belanda ?

6. Mengapa organisasi pemuda Tri Koro Dharmo diganti nama menjadi Jong Java ?

7. Jelaskan mengenai pemikiran dan cita-cita R. A Kartini terhadap kaum wanita di Indnonesia !

8. Sebutkan tujuan dari PNI dan atas dasar apakah pemerintah Hindia Belanda menangkap dan menahan para tokoh-tokoh PNI ?

9. Sebutkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan melalui Volksraad !

10. Jelaskan isi dari petisi Soetardjo !

                              MASA PENDUDUKAN JEPANG 
DI INDONESIA
A. Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Zaman Pendudukan Jepang
Terhadap daerah Asia Tenggara, Jepang menjadikan daerah ini sebagai sumber bahan mentah industri perang. Selain itu daerah tersebut dijadikan pula daerah untuk memotong sumber perbekalan musuh. Oleh karean itu didalam menyusun strukutr Ekonomi, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri dan diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Meskipun demikian, akibat penghancuran terhadap obyek vital oleh Jepang sendiri pada saat penyerbaun, menyebabkan kehidupan sektor ekonomi pada tahap permulaan hampir lumpuh.

Akibat keadaan ekonomi yang parah, maka Jepang menjadikan sektor ekonomi sebagai ekonomi perang. Ini terbukti dengan adanya peraturan-peraturan, pembatasan dan penguasaan sektor ekonomi oleh pemerintah. Adapun langkah-langkah penting yang diambil antara lain:

· Rehabilitasi prasarana ekonomi antara lain jembatan, alat transport, telekomunikasi, dan sebagainya

· Mengeluarkan peraturan-peraturan ekonomi

· Memperhebat pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang, serta sitaan dari musuh

· Usaha mencegah peningkatan harga barang dengan menghukum berat setiap pelaku yang menaikkan harga

· Penyitaan hak milik musuh, sebagai contoh perkebunan

· Mempertahankan nilai gulden atau Rupiah Belanda untuk mengendalikan harga serta mengawasi arus lalu lintas permodalan dan kredit

· Mengenakan pajak yaang tinggi kepada orang Belanda yang berpenghasilan F.3000, serta orang Cina yang berpenghasilan sama

· Dan sebagainya

Sementara itu di bidang perdagangan keadaannya sangat parah. Barang kebutuhan pokok rakyat di pasaran bebas, sangat sedikit, sehingga jauh dari mencukupi kebutuhan pokok rakyat, terutama bidang sandang dan pangan. Oleh karena itu rakyat dianjurkan menanam padi, terlebih di Jawa. Penanaman gula di Jawa dilarang sebab surplus gula. Para petani diharuskan menanam padi, dan harus mengikuti peraturan undang-undang menyetorkan beras dengan ketentuan 30% diserahkan kepada lumbung desa, 30% kepada pemerintah, dan 40% untuk petani itu sendiri. Akan tetapi karena kurangnya tenaga pekerja sebagai akibat adanya Romusya, maka produk jauh menurun. Akibat kondisi yang parah, menimbulkan  kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia yang sangat hebat antara lain:

· Wabah penyakit

· Kenaikan angka kematian

· Kelaparan merajalela

· -Kemiskinan yang sangat menyolok, banyak sekali diantara penduduk sudah menggunakan bahan pakaian dari karung, bahkan dari karet   
B. Peran BPUPKI Dalam Mempersiapkan Pembentukan Negara Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Soekarno-Hatta mendapat panggilan dari Jenderal Besar Terauchi. Pemaggilan atas tokoh golongan tua ini adalah penegasan kembali janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Pada Agustus 1945 kota Nagasaki dan Hirosima di Jepang di bom oleh Amerika Serikat. Menghadapi situasi krisis ini, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada mencoba merealisasi janji kemerdekaan pada kemudian hari dengan mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pengangkatan pengurus badan ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945 dan yang diangkat sebagai ketua adalah dr. K.R.T Radjiman Widyoningrat dan ketua Muda adalah Icibangase. 

Pada tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (DZT) atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), yang diketuai dr.KRT Radjiman Wediodiningrat dan dibantu dua Ketua Muda yaiti Syucokan Cirebon Ichibang Yushio dan Syucokan Kedu RP Soeroso. BPUPKI beranggotakan 60 orang, dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945. Rapat pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945. Menurut. Nugroho Notosusanto yang mendasarkan pada bukunya Yamin “Naskah persiapan Undang-undang Dasar 1945” (tahun 1959).
Tanggal 28 Mei 1945 diselenggarakan upacara peresmian BPUPKI dengan mengambil gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta. BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, ternyata ada tiga pembicara yang mencoba memenuhi permintaan khusus membicarakan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara tersebut adalah Mr. Moh Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo dan Ir. Soekarno. Dan dengan selesainya sidang pada tanggal 1 Juni 1945, berakhirlah pula sidang pertama BPUPKI.

Berikut pendapat pemikiran yang disampaikan tentang Dasar Negara

1) Mr. Muhhamad Yamin (29 Mei 1945)

a) Peri kebangsaan

b) Peri Kemanusiaan

c) Peri Ketuhanan

d) Peri Kerakyatan

e) Kesejahteraan Rakyat

2) Mr. Supomo (31 Mei 1945)

a) Persatuan

b) Kekeluargaan

c) Keseimbangan lahir dan batin

d) Musyawarah

e) Keadilan sosial

3) Ir Soekarno (1 Juni 1945)

a) Kebangsaan Indonesia

b) Internasionalisme atau perikemanusiaan

c) Mufakat atau demokrasi

d) Kesejahteraan sosial

e) Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila. 

Selanjutnya dibentuklah Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan anggota lainnya yaitu Drs. Muhammad Hatta, Stardjohadikusomo, Wachid Hasjm, Ki Agus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Muhhamad Yamin dan A.A Maramis. Semuanya berjumlah delapan orang dan mereka bertugas menampung saran-saran, usul-usul dan konsepsi-konsepsi para anggota yang oleh ketua telah diminta untuk diserahkan melalui seketariat. Mereka berhasil menyusun “rancangan UUD dengan mempergunakan Piagam Jakarta sebagai dasar bagi perumusan UUD itu. Hasil kerja Panitia Kecil ini setelah dibahas oleh Badan Perancang UUD disampaikan dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal  14, 15. dan 16 Juli 1945. Hasilnya disampaikan ke Gunseikan. BPUPKI dibubarkan dan tgl 7 Agustus 1945.
Sidang BPUPKI kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut Ir. Soekarno melaporkan bahwa Panitia Kecil pada tanggal 22 Juni telah mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Pertemuan itulah yang kemudian membentuk panitia kecil lain yang berjumlah sembilan orang. Panitia itu kemudian dikenal dengan istilah Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Muhhamad Hatta, Mr. Muhhamad Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani oleh Mr. Muhhamad Yamin hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. 

Dalam sidang BPUPKI yang kedua juga dibahas rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya oleh sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu kemudian membentuk “Panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar” yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo. Tanggal 14 Juli 1945 oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dilaporkan tiga hasil panitia yakni (1) Pernyataan Indonesia Merdeka, (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan (3) Undang-Undang Dasarnya sendiri (batang tubuhnya). 

Pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945, maka pada saat yang sama, Dokuritsu Junbi Cosakai dianggap bubar. Dalam pertemuan di Dalat itu pada tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauci menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa pemerintahan Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Yang ditunjuk sebagai ketua dalam PPKI yakni Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Sebagai penasehat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Kemudian oleh orang Indonesia sendiri anggota PPKI ditambah enam orang lagi tanpa seijin pihak Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri dan Ahmad Subardjo.

Kemudian oleh orang Indonesia sendiri anggota PPKI ditambah enam orang lagi tanpa seijin pihak Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri dan Ahmad Subardjo. Dan pada 
saat ketiga tokoh PPKI, yakni Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta dari Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalami pemboman oleh Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, sedangkan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang seraya melakukan penyerbuan ke Mancuria.

Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Proklamasi Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini Drs. Moh. Hatta berpendapat bahwa “soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang toh sudah kalah. Kini kita menghadapi Serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisir”. Sukarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintahan Jepang, yang menetapkan waktu berkumpulnya anggota PPKI yang pertama pada keesokan harinya (dihitung dari saat pembentukannya).

Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI adalah badan bikinan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan secara yang telah digariskan oleh Jenderal Besar Terauci dalam pertemuan di Dalat. Sebaliknya mereka menghendaki terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari Jepang. Sutan Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta tanpa menunggu janji Jepang yang dikatakannya sebagai tipu muslihat belaka. Karena ia mendengarkan radio yang tidak disegel pemerintah Jepang, maka ia mengetahui, bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dilaksanakannya pada tanggal 15 Agustus 1945, dalam suatu pertemuan dengan Drs. Moh. Hatta begitu Hatta kembali dari Dalat. Tetapi Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masih ingin mengecheck kebenaran berita tentang kapitulasi Jepang pada pihak resmi dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Langkah berikutnya yang diambil oleh golongan pemuda adalah terlebih dahulu mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta (sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 20.00 WIB). Di antara hadirin nampak Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, di samping Wikana dan Armansjah. Keputusan rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh menunjukan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta agar supaya mereka diikutsertakan menyatakan Proklamasi.

Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.30 waktu Jawa bagian Jepang (pukul 22.00 WIB) dirumah kediaman Ir. Sukarno, Pegangsaan Timur (sekarang jalan Proklamasi) 56, Jakarta, Tuntutan Wikana agar Proklamasi dinyatakan oleh Ir. Sukarno pada keesokan harinya telah menegaskan siasana karena ia juga menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu Ir. Soekarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya kurang-lebih sebagai berikut: “Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.” Ketegangan itu disaksikan oleh tokoh-tokoh nasionalis angkatan tua lainnya seperti Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo, dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Nampaknya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda memuncak, di mana para pemuda tetap mendesak agar besoknya tanggal 16 Agustus 1945 itu juga Proklamasi dilaksanakan, sedangkan pemimpin golongan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.

C. Pembentukan PPKI Dan Perannya Dalam Pembentukan Negara RI
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah satu panitia untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia itu disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Jumbi Iinkai (DJI)yang anggotanya terdiri dari 21 orang, yang mewakili berbagai daerah Indonesia. Ketua Badan ini Ir.Soekarno, dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Anggota-anggotanya: dr. Rajiman Widiodiningrat, R.Otto Iskanardinata, Ki Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Aadikusumo, Suryohamijoyo, Purboyo, M. Suratyo Kartodikusumo, R.P. Suroso, Prof. R. Supeno, R. Abd. Abas (dari Sumatra), Dr. D.S.S.J. Ratu Langi, Andi Pangeran (dari Sulawesi), A.A. Hamidan (Kalimantan), Mr. I Gusti Ketut Puja (Nusa Tenggara), Mr. J. Latuharhary (Maluku), Drs. Yap Tjun Hing (masyarakat China). PPKI atau yang sering disebut Dokuritsu Jumbi Sinkai secara resmi memang badan yang dibentuk dengan seijin dan sepengetahuan Jepang, akan tetapi dalam prakteknya badan trsebut bergerak atas kehendak bangsa Indonesia.

Diakui, bahwa pada awal pembentukannya pemerintah Jepang memberi keleluasaan kepada PPKI untk melakukan segala sesuatu sesuai dengan pendapat dan kemampuan bangsa Indonesia sendiridalam mempersiapkan kemerdekaan asal dengan syarat:

1) Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Jepang ataupun Indonesia. Oleh karena itu harus mengerahkan tenaga yang sebesar-besarnya dan bersama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.

2) Kemerdekaan Negara Indonesia itu harus merupakan anggota “Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya”. Oleh karenanya, harus bercita-cita sama dengan pemerintah Jepang serta bersemangat Hokko Iciu

Dengan demikian jelas sekali bahwa saat itu PPKI merupakan badan resmi yang diakui Jepang sebagai satu-satunya badan yang menangani masalah kemerdekaan. PPKI  berubah fungsi sebagai badan yang bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia, setelah keanggotaannya ditambah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia inilah yang merevisi naskah rancangan UUD dan mengesahkannya pada tanggal 18 Agsutus 1945 menjadi UUD 1945.

Pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir.Soekarno, Drs. Moh.Hatta, dan dr Rajiman Wediodiningrat di undang Jepang ke Dalat (Indochina) untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan Dalat tersebut, Jendral Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Tokyo telah memutuskan memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia, pelaksanaannya terserah pada PPKI. Namun seiring dengan peristiwa tersebut dan tanpa diketahui oleh para delegasi yang pergi ke Dalat pada tanggal 10 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Waktu Soekarno dan kawan-kawan kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, mereka diberi tahu oleh Syahrir tentang apa yang telah terjadi dan diminta untuk memproklamasikan  kemerdekaan. Namun Bung Karno dan Bung Hatta ingin agar pelaksanaan proklamasi dibicarakan dulu pada sidang PPKI serta mengecek kebenaran menyerahnya Jepang.

D. Latihan Soal
Jawablah pertanyaan di bawah ini sebagai instrumen pengukuran pemahaman Anda terhadap materi dalam kegiatan belajar ini !

1. Jelaskan apa yang melatarbelakangi munculnya janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia?

2. Apa Peran Panitia Sembilan dalam persiapan Proklamasi Kemerdekaan dan apa hasil dari Pembentukan Panitia Sembilan?

3. Sebelum melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, antara golongan tua dan golongan muda terjadi perbedaan Pendapat. Jelaskan apa perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda dalam menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia !
4. Bagaimana Usaha golongan Pemuda dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?

5. Mengapa dalam pelaksanaan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pemimpin golongan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu?

KRONIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN
A. Peristiwa Rengasdengklok
Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD II. Menyerah kepada Sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut Golongan Muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir, bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu, berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat.
Para pejuang terutama kaum muda yang melancarkan gerakan “bawah tanah” segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda  mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan  Indonesia. Sutan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Moh. Hatta di kediamanya. Syahrir mendesak agar Sukarno dan Moh. Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun, ternyata Sukarno dan Moh. Hatta belum bersedia, mereka akan mengonfirmasi terlebih dulu mengenai kebenaran berita tersebut.
Mengapa Sukarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI itu buatan Jepang. 
Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.00 WIB, para pemuda yang dipimpin Wikana, Sukarni, dan Darwis datang di rumah Sukarno di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Sukarno untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Sukarno marah, sambil menunjuk lehernya ia berkata, “Ini goroklah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI, karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok”. Ketegangan terjadi di rumah Sukarno. 
Adanya perbedaan paham itu telah mendorong golongan pemuda untuk membawa Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan oleh para pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 24.00 WIB) menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Para pemuda yang hadir, antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Chaerul Saleh, dan Shodanco Singgih. Hal ini dilakukan karena para pemuda gagal memaksa Sukarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Mereka sepakat untuk membawa Sukarno dan Moh. Hatta ke luar kota. Tujuannya, agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan  memimpin pelaksanaan rencana tersebut.
Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya berada diruangan Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur, rapat itu juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi dari Barisan Pelopor dan Shodanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta Syu. Bersama Chairul Saleh mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain “menyingkirkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang”. Guna menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang”. Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang, Shodanco Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Rencana berjalan lancar karena diperolehnya dukungan berupa perlengkapan Tentara Peta dari Cundanco Latief Hendraningrat yang pada saat itu sedang menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo yang bertugas ke Bandung. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 04.00 WIB) Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke luar kota menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah timur Jakarta. Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Sukarno-Hatta karena perhitungan militer. Antara anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta erdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama-sama. Disamping itu Rengasdengklok letaknya terpencil yakni 15 km ke dalam dari Kedunggede, Karawang pada jalan raya Jakarta-Cirebon. Dengan demikian deteksi dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta, maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Karena pastilah mereka harus melalui Kedunggede dahulu dimana pasukan Tentara Peta telah bersiap-siap untuk menahannya.
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Gambar Rumah Djiaw Kie Song yang digunakan untuk mengasingkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta di Rengasdengklok.
Sehari penuh Sukarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka berdua supaya segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan terlepas dari setiap kaitan dengan Jepang, rupa-rupanya tidak telaksana. Agaknya kedua pemimpin senior itu mempunyai wibawa yang cukup besar, sehingga para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok segan untuk melakukan penekanan. Namun, dalam suatu pembicaraan berdua dengan Sukarno, Shodanco Singgih menganggap Sukarno menyatakan kesediaannya untuk mengadakan Proklamasi itu segera sesudah kembali ke Jakarta. Berdasarkan anggapan itu Singgih pada tengah hari itu kembali Jakarta untuk menyampaikan rencana Proklamasi  itu kepada kawan-kawannya pemimpin pemuda.

Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta, di mana Laksamana Tadashi Maeda bersedia bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada dirumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda pada hari itu juga mengantarkan Mr. Ahmad Subardjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro (Mbah) ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan Hatta. Rombongan tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 17.30 WIB). Di Rengasdengklok oleh Ahmad Subardjo diberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00 . Dengan jaminan tersebut komandan kompi Peta setempat Cudanco Subeno bersedia melepaskan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.

B. Perumusan dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945
Sesampainya di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 23.00 WIB) rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang Perpustakaan Nasional, Depdikbud) setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Di rumah itulah naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Sebelumnya Sukarno dan Hatta telah menemukan Somubuco, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan. Yang menemani mereka adalah Laksamana Maeda bersama Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah.
Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Sukarno-Hatta di satu pihak dengan Nishimura di lain pihak. Di satu pihak Sukarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauci telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara Keenam Belas di Jawa. Yakni bahwa dengan menyerahkan Jepang kepada Serikat berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Sejak tengah hari sebelumnya tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alat Serikat dan diharuskan tunduk kepada perintah Serikat.
Berdasarkan garis kebijaksanaan itu Nishimura melarang Sukarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Maka sampailah Sukarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihal Jepang. Hanya mereka mengharapkan dari pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan Proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.
Setelah pertemuan itu Sukarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Rumah Laksamana Jepang itu dianggap tempat yang aman pemerintahan militer yang di Jawa dipegang oleh Angkatan Darat. Kedudukan Maeda sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya berhubungan dengan Mr. Ahmad Subardjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja pada kantornya. Berdasarkan hubungan baik itu rumah Maeda dijadikan tempat pertemuan antara berbagai golongan Pergerakan Nasional tua maupun golongan pemuda.
Di ruang makan rumah itu dirumuskanlah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai ke dua tatkala peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama tiga tokoh pemuda yakni Sukarni, Mbah Diro dan B.M. Diah menyaksikan Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi muka. Ir. Sukarnolah yang menulis konsep Proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga diperoleh rumusan tulisan tangan Ir. Sukarno yang berbunyi sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-2 jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17 – 8 – ‘05

Wakil-2 bangsa Indonesia

Kalimat pertama merupakan saran Mr. Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Junbi Cosakai. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari pikiran Drs. Moh. Hatta. Beliau menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa yang menentukan nasibnya sendiri. Menurut pendapatnya perlu ditambah pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan (transfer of sovereignty). Maka dihasilkanlah rumusan kalimat terakhir dari naskah Proklamasi tersebut.

Setelah kelompok yang menyendiri di ruangan makan itu selesai dengan merumuskan naskah Proklamasi maka kemudian mereka menuju ke serambi muka untuk menemui hadirin yang telah berkumpul. Waktu saat itu menunjukan pukul 04.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 04.00 WIB) Ir. Sukarno memulai membuka pertemuan menjelang subuh itu dengan membacakan rumusan naskah Proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada mereka yang hadir Ir. Sukarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Drs. Moh Hatta dengan mengambil contoh kepada naskah “Declaration of Independence” Amerika Serikat. Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya sebagai “budak-budak Jepang” turut menandatangani naskah Proklamasi. 

Tetapi salah seorang tokoh pemuda, yakni Sukarni, mengusulkan agar-supaya yang menandatangani naskah Proklamasi cukup dua orang saja, yakni Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bukankah mereka berdua yang pada masa itu di mana-mana dikenal; sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Dengan disetujuainya usul Sukarni itu oleh  hadirin, maka Ir. Sukarno meminta kepada Sajuti Melik untuk mengetik bersih naskah itu berdasarkan naskah tulisan tangan Sukarno, disertakan dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. 

Sajuti Melik segera mengetik naskah bersih daripada rumusan Proklamasi. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah bersih itu, yakni kata-kata “tempoh” diganti menjadi “tempo” sedangkan “wakil-wakil bangsa Indonesia”. Demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal, yaitu “Djakarta, 17-8-05” menjadi  “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05”. Dengan perubahan tersebut maka naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta di rumah itu juga. 

Berikut teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

(tandatangan Sukarno)

(tandatangan Hatta)

Demikianlah pertemuan yang menghasilkan naksah Proklamasi Kemerdekaan itu berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Timbullah persoalan tentang bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang bagian tenggara lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah Proklamasi. Ir Sukarno menganggap Lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Karena itu ia mengusulkan supaya upacara Proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 saja. Usul itu disetujui dan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung di tempat itu pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa jaman Jepang (pukul 10.00 WIB) di tengah-tengah bulan puasa.

Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno tampil ke muka mikrofon satu-satunya untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan didahului dengan pidato pendahuluan yang singkat oleh Soekarno

2. Acara dilanjutkannya dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latief Hendraningrat. Bendera kemudian dinaikkan secara perlahan-lahan dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para hadirin secara spontan

Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI segera bersidang mengesahkan (a) Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 (b) Pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden (c) membentuk KNIP untuk membantu tugas Presiden

C. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan Indonesia yang memberitahukan kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa pada saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan kepada bangsa lain kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggugugat dan tidak boleh dihalang-halangi. Bangsa Indonesia telah benar-benar siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu, demikian juga siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru didirikan itu. Hal itu ditunjukkan pada kalimat pertama “Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyataka kemerdekaan Indonesia”. Kalimat tersebut merupakan pernyataan dan kalimat kedua adalah amanat seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut : “ Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya”.
Dalam kalimat kedua itu terkandung maksud agar pemindahan atau perebutan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan atas lembaga-lembaga negara, kekuasaan di bidang senjata dan lain-lain hendaknya kita lakukan dengan hati-hati,penuh perhitungan untuk menghindarkan terjadiya pertumpahan darah secara besar-besaran. Namun tugas itu semua hendaknya dilakukan secepatnya sebelum tentara sekutu mendarat di Indonesia, untuk menerima penyerahan Indonesia dari tangan Jepang. Dan secara nyata, sebelum tentara sekutu tiba bangsa Indonesia sudah selesai menjalankan amanat Proklamasi, sehingga kedatangan sekutu pada 29 September 1945 telah menyaksikan berdirinya NKRI. Hal itulah yang mendorong panglima pasukan sekutu untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison memberikan pernyataan secara de facto terhadap pemerintahan Republik Indonesia.
Makna atau arti penting Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi. Apabila ditelaah, Proklamasi Indonesia mengandung beberapa aspek. Dari sudut Ilmu Hukum, Proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial dan pada saat itu digantikan Tata Hukum Nasional. Dari sudut politik-ideologis, Proklamasi berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru yaitu perumahan Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka an berdaulat penuh.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan itu mengorbankan harta benda, darah dan jiwa yang berlangsung lama ntuk membangun persatuan dan kesatuan dan merebut kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi dan menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi dan motivasi dalam perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.
D. Bentuk-Bentuk Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Sebagai Negara yang baru saja merdeka, Indonesia dihadapka pada situasi dimana harus menghadapi kedatangan tentara Sekutu yang dalam perkembangannya NICA berada di belakangnya. Tentara yang dating tersebut berada di bawah Komando Asia Tenggara (Southeast Asia Command) dibawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira sekutu yang pertama kali dating ke Indonesia adalah Mayor Greenhalgh yang bertugas mempersiapkan markas besar sekutu di Jakarta. Disusul pendaratan tentara yang meggunakan kapal penjelajah Cumberland di bawah Laksamana Muda WR Patterson. Ini merupakan komando khusus dari SEAC  yang diberi nama Forces Netherlands East Indies (AFNEI). Dan mempunyai tiga divisi di bawah Letjen Sir Philip Christison.

Adapun tugasnya adalah:

1) Menerima penyerahan dari tangan Jepang

2) Membebaskan tawanan perang dari interniran

3) Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan

4) Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil

5) Menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan serikat.

Sebenarnya kedatangan tentara Sekutu disambut netral oleh pihak Indonesia.  Akan  tetapi ketika diketahui mereka membawa orang-orang NICA (Netherlands Indies Sivil Administration) yang ingin kembali menegakkan kekuasaan di Indonesia, sikap Indonesia menjadi berubah. Apalagi setelah orang-orang NICA dipersenjatai oleh KNIL dan mereka memancing kerusuhan di Jakartta, Surabaya dan Bandung. Christson sendiri secara de facto mengakui pemerintahan RI dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri. Namun dalam kenyataannya daerah-daerah yang mereka datangi sering terjadi insiden, bahkan terjadi pertempuran-pertempuran.

Kondisi ini mengisyafkan pemerintah untuk segera membentuk militer resmi, sehingga dipanggillah Mayor KNIL Oerip Soemohardjo untuk menyusun Tentara Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945 keluar Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan ditunjuk Suprijadi. Berdasar maklumat tersebut Oerip Soemohardjo membentuk Markas Besar Umum di Yogyakarta. Adapun tentara yang dibentuk di Jawa 10 Divisi dan Sumatra 6 Divisi. Pada bulan Nopember 1945 Pemerintah 

Sementara itu benturan phisik terus bertambah dan berbagai pertempuran terus terjadi. Sebagai contoh:

- Pertempuran di Jakarta dan sekitarnya.

- Pertempuran 10 Nopember di Surabaya

- Pertempuran Ambarawa

- Pertempuran di Bandung

- Medan Area dan sebagainya.


Pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi;

- Pemerintah menyetujui pembentukan partai-partai
- Partai politik agar sudah terbentuk sebelum pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. 

Dengan demikian partai tidak lagi berasaskan tunggal seperti yang direncanakan sebelumnya  yaitu dalam satu wadah PNI. Sebelumnya  pada tanggal 16 O)ktober 1945, atas usul KNIP, keluar Maklumat Wakil Presiden No X yang berisi:

- KNIP diserahi tugas legislative sebelum MPR dan DPR terbentuk

- Persetujuan dibentuknya Badan Pekerja KNIP yang bertugas menjalankan tugas-tugas KNP serta bertanggungjawab kepada KNP

Pada tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk BPKNIP dengan Syahrir sebagai ketua dan Amir Sarifuddin sebagai Wakil Ketua. Ketika Syahrir menjabat Perdana Menteri ia menjalankan politik diplomasi, sehingga melakukan perundingan dengan pihak Belanda maupun Inggris (Sekutu). Pada tanggal 10 Februari 1946 terjadi perundingan yang diwakili Syahrir dari Indonesia, SirvArchibald Clarck Kerr dari Inggris dan Dr. H.J. van Mook dari Belanda. Dalam perundingan Belanda usul

1) Indonesia akan dijadikan Negara Commonwealth berupa federasi yang memiliki pemerintah sendiri  di lingkungan kerajaan Belanda

2) Masalah dalam negeri diurus Indonesia sendiri, tetapi urusan luar negeri menjadi urusan Belanda

3) Sebelum dibentuk Commonwealth akan dibentuk pemerintahan bersama selama 10 tahun

4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB

Usul tersebut ditentang keras Persatuan Perjuangan yang mengharuskan perundingan harus didasarkan atas dasar pengakuan kepada Indonesia 100%. Akibatnya cabinet Syahrir jatuh, namun Presiden mengengkatnya kembali.

Pada masa Kabinet Syahrir II Indonesia memberi balasan

1) RI harus diakui sebagai Negara yang berdaulat penuh di wilayah bekas Hindia Belanda

2) Pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942 menjadi tanggungan Indonesia  

3) Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam waktu tertentu dan masalah urusan luar negeri dan pertahanan keamanan diurus oleh orang-orang Indonesia dan Belanda.

4) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia

5) Belanda harus membentu Indonesia agar dapat menjadi anggota PBB

6) Selama perundingan aksi militer harus dihentkan.

Dalam kenyataannya peperangan tetap berjalan terus, sementara dari kalangan bangsa Indonesia mulai terjadi intrik-intrik politik misal peristiwa 3 Juli 1946. pemerintah Inggris ingin  kembali menjadi penengah dengan mengutus Lord Killearn untuk berunding dengan Syahrir tentang masalah

1) Gerakan militer dan gencatan senjata

2) Mengambil masalah RAPWI (Relief of Allied Presoners of War and Interness)

3) Masalah golongan minoritas

Dalam perundingan delegasi TRI mengajukan nota kepada Inggris namun ditolak, akibatnya perundingan mengalami kegagalan.

 Sementara itu Syahrir menyusun kabinet III yang dilantik tanggal 2 Oktober 1946 dan tanggal 10 Nopember melakukan Perundingan Linggajati.dan diumumkan tanggal 15 Nopember 1945. Isinya antara lain:

1) Pemerintah RI dan Belanda akan mendirikan Serikat

2) Kedua Negara akan membentuk unii Indonesia Belanda

3) RI diakui secara de facto atas Jawa, Sumatra, dan Madura.

Dalam perkembangannya terjadi perbedaan penafsiran, sehingga Belanda melakukan agresi miliiter. 

Ketika  cabinet Syarir jatuh lagi politik diplomasi kebali dilakukan penerusnya Amir Syarifuddin, yang menghasilkan perundingan Renville. Namun kembali gagal karena perbedaan penafsiran misal kata Cooperatie dan Gendarmerie, yang apabila diterjemahkan dari versi Belanda berarti tentara Belanda tetap berada di Indonesia. Meskipun ada campur tangan dari pihak ketiga untuk menengahinya, namun Belanda tetap melakukan agresi militer lagi, bahkan dengan gigih membentuk negar-negara boneka 

Pada waktu RI memproklamirkan kemerdekaannya, belum mempunyai tentara, bahkan pada taggal 18 Agustus Jepang berhasil membubarkan sejumlah besar Daidan PETA. Tetapi disini jelas tentara diperlukan secara mutlak. Rencana kedatangan Sekutu yang nampak akan diboncengi Belanda menyadarkan pemerintah perlunya pemuda mempersenjatai diri. Perlawanan yang terlihat diantaranya adalah :

a. Pertempuran Surabaya


Pola perebutan kekuasaan itu pertama kali terlihat di Surabaya, tidak di Jakarta. Seperti diketahui, Surabaya adalah kota industri-dagang dengan sifat-sifat penduduknya yang radikal. Permusuhan terbuka meledak pertama kali di Surabaya pada tanggal 19 Septrember di Hotel Yamato (Hotel Oranye dulu, atau Simpang, sekarang) di Tunjungan. Sejumlah bekas interniran mengibarkan Triwarna di muka hotel tersebut. Pemuda-pemuda tidak dapat mentolelir pengibaran bendera itu. Tanpa memperdulikan penjagaan Kempetai, seorang pemuda tangkas memanjat tiang bendera menyobek bagian bendera itu yang berwarna biru, sehingga tinggallah bendera itu berwarna merah putih. Kemudian peristiwa ini diikuti oleh perkelaihan massal antara orang-orang (pemuda) Belanda dan Indo melawan pemuda-pemuda Indonesia yang menyebabkan biang  keladi perkelaian itu, Kapten Plegman tewas, pada 20 September.  Hubungan antara orang Indonesia-Jepang yang semula cukup baik itu kemudian terganggu pada akhir September, karena Sekutu telah datang dengan membawa serta sejumlah kolonial Belanda.

Menyadari terbatasnya kekuatan limiter di Jawa, Mountbatten memusatkan penempatan tentaranya di Jakarta, Surabaya dan kemudian Semarang. Didaerah-daerah pedalaman disekitar kota-kota itu terdapat pusat-pusat interniran. Daerah-daerah itu hanya diduduki bila mungkin. Daerah yang dimaksud misalnya Bandung, Magelang, Ambara dan Malang. Tetapi justru masuknya Sekutu kedaerah-daerah pedalaman itulah sebab utama terjadinya banyak pertempuran selawan Sekutu. 
Kedatangan Sekutu di Jakarta tersiar dengan cepat kedaerah-daerah, rakyat Indonesin menyadari adanya bahaya yang mengancam kemerdekaan.

Arek-arek Surabaya menyerbu markas Kempetai dan pangkalan AU Ujung yang dengan mudah dapat direbutnya mereka berhasil merebut senjata dalam jumlah yang besar. Kedatangan Sutomo atau Bung Tomo dari Jakarta pada tanggal 12 Oktober mendirikan Radio Pemberontakan untuk mengobarkan solidaritas dan semangat juang pemuda dan rakyat. Pidato radionya yang berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan Allahu Akbar sangat kena dalam situasi yang penuh kegelisahan. Tidak kalah menariknya dari pidatonya itu ialah sumpahnya. Isi dari sumpah tersebut adalah : Tidak akan menyentuh wanita dan tidak akan cukur sebelum penjajah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia. Ini sangat menggerakkan semangat pemuda untuk mencu- rahkan seluruh jiwa raganya kepada perjuangan kemerdekaan.

b. Pertempuran Bandung
Pengambilalihan gedung-gedung pemerimtah sudah selesai pada akhir September. Tokoh pemuda yang terkemuka adalah Sutoko, segera disusul dengan perundingan antara panglima tentara Jepang di Jabar, Jendral Mabuchi, dengan pemuka- pemuka politik di Bandung, terutama berkisar persoalan senjata. Pada 4 Oktober telah ditandatangani suatu persetujuan rahasia oleh Mabuchi dan Puradireja, residen Priangan.
c. Pertempuran Jawa Tengan dan Semarang

Perkembangan situasi di Jateng sama sekali berlainan dengan di Bandung. Sebagian disebabkan oleh karena Sekutu datang lebih kemudian dari pada di Bandung dan dalam jumlah yang kecil saja. Sebagian juga disebabkan oleh karena sikap panglima Jepang di Jateng, Jendral Nakamura yang cukup besar simpatinya kepada perjuangan banga Indonesia. Ia pun mempunyai bawahan orang Indonesia dalam jumlah yang cukup besar, sementara markasnya terletak tidak di kota Semarang tetapi di Magelang. Adanya kerajaan Yogyakarta dan Surakarta berpengaruh pula atas perkembangan situasi, terlebih-lebih kota Yogyakarta, karena Sultan Yogyakarta tegas-tegas sejak Proklamasi pro Republik.

 d. Pembentukan Tentara, Laskar dan Partai

1.
Tentara Nasional Indonesia


Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karena pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah RI mengeluarkan maklumat pembentukan TKR, dan berkembang menjadi TNI. Pertumbuhan TNI seiring dengan pertumbuhan RI, ia lahir dalam revolusi kemerdekaan dan iapun dibesarkan dalam revolusi. Adapun pembangunan TNI dimulai dengan pendirian BKR.

2.. 
Laskar Atau Badan Perjuangan dan partai


Badan perjuangan atau laskar didirikan oleh para pemuda karena terdorong untuk berjuang membela negara yang terancam oleh kembalinya penjajahan asing di Indonesia. Namun mereka tidak suka dibawahkan oleh pemerimntah,melainkan lebih suka bergabung dengan partai politik yang sehaluan.

e.  Perjuangan Menegakkan Kekuasaan Republik Indonesia di luar Jawa

Pola perkembangan situasi didaerah-daerah luar Jawa banyak miripnya dengan pola perkembangan di Jawa, kecuali bagian awal dan akhir.
Bagian awal ditandai oleh keterlambatan daerah-daerah dalam mendengar berita proklamasi karena alat komunikasi yang tidak ada atau kurang sempurna, sementara pihak Jepang diberbagai daerah telah merusak radio-radio umum yang ada. Diberbagai daerah nampak adanya keraguan dikalangan pemimpin-pemimpin politik tua termasuk yang baru kembali dari Jawa. Para pemudalah yang mendorong mereka bergerak maju. Mereka ini yang menjadi pelopor perebutan kekuasaan dari tangn Jepang. Setelah dirasa adanya ancaman Sekutu dan NICA maka para pemuda itu berusaha merebut senjata.
Selaian dipaparkan di atas, di tengah kesibukan bangsa Indonesia melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ternyata dikalangan bangsa sendiri muncul gejolak yang dapat merongrong eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk perongrongan tersebut terlihat pada peristiwa antara lain sebagai berikut.

1) Kegiatan oposisi yang dilakukan Tan Malaka secara tidak sehat, sehingga dapat mengacaukan, melemahkan dan memecah persatuan.

2) Peristiwa 3 juli 1946. dalam peristiwa ini Mr Achmad Soebardjo, Mr Iwa Kusumausmantri dan Mayor Jenderal Sudarsono mencoba mendatangani konsep susuna pemerintahan yang baru.

3) Bentrokan antar kesatuan karena ideology politik

4) Pembrontakan PKI

5) Pembrontakan PKI ini memang sudah benar-benar maker, karena ingin menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia yang sah. 

E. Perubahan Bentuk Pemerintahan Dari RI Ke RIS Dan Dari RIS Ke NKRI

a. Persetujuan Linggajati

Seperti telah kita ketahui sejak kedatangan Sekutu di Indonesia pada akhir September 1945, yang telah diboncengi NICA dengan KNILnya, terjadilah pertempuran yang terus- menerus antara pihak RI dan Inggris/Belanda.Baru tanggal 14 Oktober 1946, tercapai persetujuan gencatan senjata. Untuk itu pemerintah Inggris mengirimkan diplomasinya, Lord Killearn, ke Indonesia untuk menjadi perantara. Atas jasanya dapatlah dicapai persetujuan Linggajati pada tanggal 15 November 1946.Linggajati adalah nama kota peristirahatan di dekat Cirebon. Dalam perundingan ini dipertemukan delegasi RI yang dipimpin oleh PM Syahrir dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Schermerhorn. Persetujuan Linggajati memuat 17 Pasal ketentuan, yang pokok-pokoknya antara lain :

1. Pemerintah  Belanda  mengakui  kenyataan  kekuasaan  de  facto pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.

2. Pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan bekerja  sama  untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wilayah India- Belanda sebagai negara berdaulat, dengan menginat cara-cara yang demokratis dan hak menentukan nasib sendiri.

Dari pokok-pokok isi persetujuan yang paling penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ialah pasal 1 (pokok 1) dan pasal 2 (pokok 2), karena ini langsung menyangkut eksistensi RI. Dengan dicapainya persetujuan oleh kedua pihak, itu belum berarti bahwa persetujuan itu terus bisa dilaksanakan. Persetujuan itu baru bisa dilaksanakan bila telah mendapat ratifikasi dari perlemen masing-masing, untuk RI KNIP. Baik parlemen Belanda maupun KNIP tidak begitu saja mau menerima persetujuan yang telah dicapai oleh pemerintah Negara masing-masing.


Setelah Belanda dengan persetujuan Linggajati memberikan pengakuan kekuasaan de facto RI atas jawa, Madura dan Sumatra, negara-negara lain kemudian mengikutinya. India dan Pakistan termasuk pula negara-negara pertama yang mengakui RI, dan negara-negara tersebut kemudian membuka perwakilan konsuler di negara RI. Perkembangan ini sungguh merupakan hal yang memperkuat kedudukan RI. Persetujuan, agar segala ketentuannya dapat segera dilaksanakan, harus dirumuskan secara terperinci dan jelas. Tetapi tidak demikian halnya dengan persetujuan Linggajati. Hal-hal berikut merupakan contoh bukti ketidakjelasan persetujuan Linggajati :

1.
Kedaulatan RI diakui hanya secara de facto atas Jawa,  Madura  dan Sumatra. Apa arti de facto ?  dan Dimana de jure nya ?

2.
Status negara RI tidak jelas. Bagaimana status RI dalam hukum atau hubungan internanasional?

3. 
Hak menentukan nasib sendiri tidak pernah ada.

4. 
Tentang pemerintahan sementara yang tidak memberikan kejelasan.

5. 
Masalah pertahanan dan keamanan tidak ada kejelasan

6. masalah pemulihan hak milik orang asing tidak pernah dibahas.

Karena ketidakjelasan itu maka mudah dipahami kalau segera timbul pertentangan antara kedua belah pihak. Dalam bulan April dan Mei timbullah keluhan kedua pihak disertai dengan tuduhan saling menyalahkan.


Mengingat berbagai ketidakjelasan tadi, maka tidak mustahil kalau pelaksanaan persetujuan Linggajti mengalami kemacetan. Dengan dalih untuk menghilangkan kemacetan itu maka pihak Belanda yang diwakili oleh Komisi Jendral yang dipimpin oleh Schermerhorn, menyampaikan usul pada tanggal 27 Mei 1947. Pada tanggal 8 Juni 1947 Syahrir menyampaikan balasan yang disertai dengan usul-usul. Komisi Jendral menolak usul balasan Syahrir, karena dianggap terlalu keras. Untuk menghindarkan kemacetan, Syahrir mau memperlunak usulnya yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 1947. Pihak Belanda tidak puas dengan usul balasan Syahrir tertanggal 30 Juni 47 diatas. Pada tanggal 23 Juni Belanda mengirimkan aide-memoire (nota penegasan) yang mendesak RI supaya menerima saja usul-usul Belanda tertanggal 27 Mei 1947. Sebelum Syahrir sempat menjawab aide-memoire itu kabinetnya jatuh. Kabinet Syahrir mengalami kesukaran berhubung dengan usul balasannya tertanggal 20 Juni 1947. Berbagai partai mulai dari oposisi sampai kemudian juga partai-partai pemerintah menentang kebijaksanaan kabinet.


Nota balasan Presiden terdiri dari 11 pasal, Presiden menegaskan dua hal pokok yaitu :

1. Persetujuan pihak RI akan  dibentukkannya  pemerintah  Federal sementara dimana duduk serta wakil dari kerajaan Belanda.

2. Pemerintah RI membenarkan seluruhnya apa  yang  termuat  dalam nota balasan tertanggal 20 Juni. Ditegaskan oleh Presiden bahwa RI tetap tidak setuju atas pembentukan kepolisian bersama seperti yang diusulkan Belanda.

Nota Presiden dijawab oleh pihak Belanda pada 29 Juni 1947, ditegaskan bahwa pihak Belanda tetap mendesak diterimanya usul-usul 27 Mei 1947. Sementara itu krisis kabinet sudah dapat diatasi dengan terbentuknya kabinet Amir Syarifuddin. Segera kabinet menjawab usu-usul Belanda itu tanggal 5 Juli 1947. Belanda menilai jawaban Amir terlalu kabur, lalu balik mengirimkan usul-usul pada tanggal 14/15 Juli 1947. RI harus telah menjawab usul-usul Belanda tersebut paling lambat tanggal 16 Juli tengah malam.


Keadaan menjadi begitu genting, tetapi RI tetap menyelesaikan persoalannya dengan Belanda melalui jalan damai dengan menyampaikan usul baru pada tanggal 17 Juli 1947. Belanda tidak puas dan menganggap RI sebagai tidak bersedia mentaati perjanjian Linggajati. Tanggal 20 Juli malam hari Belanda menyatakan tidak terikat lagi oleh persetujuan tersebut dan bebas bertindak. Ini berarti agresi (I) bagi RI yang dilancarkan keesokan harinya tanggal 21 Juli 1947 dengan menyerang daerah-daerah RI. 
Dengan agresi itu tamatlah riwayat perjanjian Linggajati dan mulailah babak baru dalam Sejarah Perjuangan kemerdekaan: Perang Kolonial I atau Perang Kemerdekaan I.


Tujuan Belanda melakukan serangan atas RI yang dimulai sejak 27 Juli 1947 ialah penghancuran RI. Tetapi untuk mencapai tujuan itu Belanda tidak bisa melakukan sekaligus. Karena itu pada fase pertama Belanda harus mencapai sasaran sbb : Politik, Ekonomi dan Militer.Fase kedua, yaitu fase penghancuran RI secara sempurna dapat dilakukan. Tetapi dalam usahanya menghancurkan TNI Belanda menemui kegagalan. TNI dalam perang kemerdekaan I mempraktekkan sistem pertahanan linier. Perang Kemerdekaan II TNI mempraktekkan siasat perang rakyat semesta dengan bergerilya.


Reaksi dunia luar atas tindakan Belanda yang memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan pihak RI, tetapi Inggris dan AS tidak setuju. Yang tampil sebagai pembela utama adalah India dan Australia. India membela RI karena solidaritas Asia terutama sesudah konferensi Inter Asia di New Delhi dimaNa RI ikut serta. Sedang Australia mendasarkan pembelaannya atas pasal 39 yang menyebut tentang adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Dan akhirnya AS mengusulkan kompromi yang kemudian diterima oleh DK - PBB pada 1 Agustus 1947. Pada tanggal 3 Agustus pemerintah Belanda menerima resolusi DK-PBB dan memerintahkan kepada Van Mook agar penghentian tembak-menembak dilaksanakan mulai malam hari tanggal 4-5 Agustus 1947, begitu juga RI.

b. Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda

Atas keputusan DK tersebut maka Belanda kemudian memilih Belgia, RI memilih Australia dan kemudian kedua negara itu memilih negara ketiga AS. Ini terjadi pada 18 September 1947. Komisi ini baru tiba di Indonesia pada akhir Oktober. Pada 29 Agustus secara sepihak Belanda memproklamasikan apa yang dikenal sebagai garis (demarkasi) Van Mook menjadi garis batas antara daerah kedudukan masing-masing pihak pada saat gencatan senjata diselenggarakan. Alasan yang dikemukakan Van Mook dalam gerakan-gerakannya sesudah penghentian tembak-menembak ialah operasi pengamanan. Dan untuk mencapai penyelesaian politik pihak RI harus menerima garis Van Mook.

Sementara itu Komisi Konsuler yang terdiri dari konsul- konsul Inggris, Australia, Perancis, Belgia dan AS melaporkan pada 14 dan 22 Oktober bahwa perintah gencatan senjata tidak dilakukan oleh Belanda. Perintah itu hanya mungkin ditaati bila DK bertindak lebih jauh, akhirnya atas usul AS, DK memutuskan usul kompromi pada 1 November, isinya : mendesak kedua pihak untuk berunding. Suatu hal yang tidak menguntungkan RI ialah kenyataan bahwa daerah-daerah RI di Jawa yang diambil oleh Belanda adalah daerah penghasil beras.

c. Perjanjian Renville


Akhirnya KTN bisa mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI pada 8 Desember 1947 di atas kapal AS, Renville. Karena tentangan Belanda maka KTN akhirnya mengeluarkan pesan natal tertanggal 26 Desember yang berisi usul-usul yang lebih dekat dengan keinginan Belanda, pesan natal itu menghendaki perdamaian dengan garis Van Mook.  Karena KTN tahu kalau pihak RI pasti akan menolak usul 12 pasal dari pihak Belanda dan garis status quo ciptaan Van Mook, maka untuk mengatasi jalan buntu KTN pada tanggal 11 januari 1948 menawarkan 6 pasal tambahan. Diharapkan bahwa pasal-pasal ini akan memindahkan arena perjuangan dari garis demarkasi militer ke garis politik demokrasi. Semula memang PM Amir, Presiden dan Wakil Presiden menolak persetujuan tersebut. Jadi kalau RI menolak ia harus berperang sendiri dengan korban yang pasti sangat besar. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut RI terpaksa menerima persetujuan Renville yang seluruhnya terdiri dari 3 naskah : 

1. 
Persetujuan gencatan perang

2. 
Dasar-dasar politik Renville

3. 
6 pasal tambahan dari KTN

Dengan tercapainya persetujuan Renville pertikaian Indonesia Belanda akan diselesaikan dengan jalan damai lewat perundingan.


Dilihat sepintas memang persetujuan Renville itu sangat merugikan karena daerah-daerah yang diduduki Belanda adalah daerah yang kaya. Krisis kabinet tak dapat dihindarkan, tanggal 23 januari 1948 Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat. Pembentukan Kabinet Presidental dengan dukungan nasional merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam waktu singkat. Karenanya segera setelah Amir mengembalikan mandat, Presiden menunjuk Hatta menjadi pembentuk Kabinet.  Segera setelah bertugas, kabinet Hatta melak-sanakan ketentuan persetujuan Renville yang paling dipertentangkan, yaitu pengakuan demarkasi Van Mook. Tanggal 26 Februari 1948 kesatuan TNI yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah dibelakang garis demarkasi di Jawa Barat menuju ke daerah RI yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sukar bagi pemerintah RI untuk mengharuskan mereka hijjrah karena kantong-kantong itu bisa dipertahankan secara efektif oleh kesatuan-kesatuan gerilya RI.


Sementara itu perundingan yang disponsori oleh KTN baru bisa mulai pertengahan maret, sebab utamanya adalah keterlambatan Nederland menunjuk wakilnya untuk berunding dengan RI. Kenyataan bahwa KTN mendiamkan saja sikap dan tindakan Belanda yang sedemikian itu membuat RI sangsi akan usaha KTN untuk membuat pihak Belanda mentaati persetujuan Renville. Untuk mengatasi jalan buntu wakil-wakil AS dan Australia berusaha mencarikan kompromi yang realistis, yang kemudian disebut DuBois - Crichly plan, yang diserahkan kepada pihak RI dan Belanda secara rahasia pada 10 Juni 1948. Pada prinsipnya RI menerima DuBois - Critchly plan, tetapi Belanda menolaknya, bahkan untuk membicarakan usul itu saja tidak mau. Pada 22 Juni 1948 Belanda mau membuka perundingan lagi dengan pihak RI, tetapi ketika keesokan harinya perundingan dimulai, RI minta supaya rencana DuBois - Crichly dibicarakan. Belanda menolak bahkan kertas usul-usul itu dikembalikan kepada KTN. Terjadilah kemacetan lagi.

d. Pemberontakan PKI 1948 


Kebijaksanaan kabinet Amir menerima persetujuan Renville sangat merugikan itu menyebabkan Amir dan Kabinetnya harus mengembalikan mandat. Presiden Sukarno menunjuk Wakil Presiden Hatta untuk langsung memimpin kabinet. Sebagian besar anggota kabinet Hatta terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi dan PNI. Sejak Kabinet Hatta berkuasa, Amir nampak telah beralih menjadi orang komunis, dan berselisih dengan Syahrir, kawan seperjuangannya sejak jaman Jepang. Sebab terjadi perpecahan antara Amir dan Syahrir adalah : pertama ; Amir makin jelas terpikat oleh komunis. Kedua : perbedaan penilaian terhadap Kabinet Hatta. Perpecahan antara Amir dan Syahrir menjadi nyata ketika pada tanggal 13 Februari 1948 Syahrir keluar dari partai sosialis dan mendirikan PSI.


Untuk menandingi Kabinet Hatta, FDR kemudian menyusun program nasional, yang terdiri 4 pasal. Hatta tidak meolak program tsb, kecuali yang terakhir. Diterangkan bahwa pada hakekatnya program FDR adalah program pemerintah, tetapi untuk melaksanakan program ini pergantian kabinet tidak diperlukan, dengan begitu Amir agak terpukul. Program rasionalisasi militer yang menyebabkan penyusutan jumlah tentara secara besar-besaran sangat menggelisahkan masyarakat dan kalangan militer. Kegelisahan ini sudah pasti menguntungkan Amir karena dapat dipakai untuk alasan menghantam pemerintah. Hanya sayang bahwa rasionalisasi ini kalau terlaksana  akan mengurangi kekuatan militernya karena rasionalisasi itu akan mengenai devisi yang banyak memasukkan unsur-unsur kiri.


Menyadari keadaan itu FDR kemudian menyusun strategi perjuangan. Tetapi Amir terpukul kembali dengan kegagalannya mengadakan hubungan diplomasi dengan Rusia. Pada waktu ia masih menjadi PM ia mengirimkan Suripno ke Praha sebagai utusan RI untuk merintis pembukaan hubungan konsuler dengan pihak Rusia. Tetapi sebelum persetujuan terwujud, Amir telah jatuh dan Hatta berkuasa dengan kebijaksanaan politik yang berbalikan. Hatta yang menaruh harapan pada usaha-usaha KTN yang beranggotakan negara-negara Barat tidak berkeinginan untuk bermaian politik dengan Moskow.


Meskipun demikian Amir terhibur juga karena Suripno pada 11 Agustus 1948 telah tiba di Yogyakarta dengan membawa oleh-oleh berupa Muso, pemimpin PKI di Jaman sebelum perang, yang merupakan salah seorang penganjur pemberontakan 1926- 1927. Muso diharapkan akan dapat lebih mengobarkan kebesaran dan kekuatan FDR. Kedatangan Muso disambut penganut komunisme dengan hangat. Merasa kalah prestise, Amir tiada menemukan jalan lain untuk tetap menduduki kursi pimpinan selain ikut menggabungkang diri dengan Muso. Atas anjuran Muso, maka seluruh unsur yang sepaham meleburkan diri kedalam PKI yang diperluas. Kemudian diadakanlah konggres PKI ke 5 tanggal 26-27 Agustus 48 yang mengesahkan Jalan Baru untuk RI ciptaan Muso. Jalan Baru ini biasa dikenal juga sebagai koreksi Besar. Sementara PKI bergabung dalam FDR ciptaan Amir, pengikut-pengikut Tan Malaka mendirikan GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner) dalam bulan Juni 1948. Organisasai yang tergabung kedalam GRR ada 8 antara lain : Barisan banteng, Partai Rakyat Jelata, Pemimpinnya ialah Dr.Murwadi dan pusatnya terdapat di Sala.


Hubungan antara pemerintah Hatta-GRR dan FDR -PKI makin lama makin tegang. Keadaan menjadi makin tegang karena adanya kesatuan Siliwangi yang dihijrahkan ke Sala. Sementara di Sala terjadi pertempuran hebat, Pesindo dan Brigade 29 Madiun beraksi. Sumarsono dan Letkol Daklan pada tanggal 18 September 1948 melakukan coup (perebutan kekuasaan) di Madiun dan mendirikan pemerintahan Soviet di kota itu. Patut dicatat adalah sikap Sukarno-Hatta yang kompak tegas sebagai Dwitunggal dalam menghadapi pemberontakan itu. Sehari setelah PKI merebut kekuasaan di madiun, Presiden Sukarno dengan tegas menindak para pemberontak. Dan yang paling menarik adalah bagian pidatonya yang ditujukan kepada rakyat : Rakyatku yang tercinta, atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru padamu : pada saat yang begini genting dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua : Ikut Muso dengan PKI nya yang akan  membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Sukarno- Hatta, yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara RI kita ke Indonesia yang Merdeka, tidak dijajah oleh negeri apapun juga. Pada awal revolusi Amir dikenal sebagai tokoh sosialis, tetapi sejak kegagalan Renville dan ketidakberhasilannya memasuki kabinet, ia terang-terangan condong kekiri, paham komunis. 


PKI tidak siap untuk melakukan coup itu pada tanggal 18 September 48, karena ketidaksiapan itu pemberontakan yang dilancarkan berakhir dengan kegagalan. Sebab kegagalan yang lain ialah kesalahan taksir situasi dan kondisi pemerintahan, militer dan rakyat pada saat itu. Yang jelas PKI pandai membaca tanda-tanda jaman. Pemberontakan PKI membawa kerugian dan keuntungan. Kerugiannya : pemberontakan Madiun melemahkan kekuatan pertahan kita untuk melawan Belanda yang kemudian ternyata melakukan agresi kedua 19 Des 1948. Tetapi disamping itu juga ada faktor yang menguntungkan yaitu terpukulnya propaganda Belanda yang menyatakan kalau Indonesia lepas dari Nederland maka kepulauan yang strategis dan kaya ini akan jatuh ketangan komunis. Tindakan pemerintah RI yang dengan tegas menumpas pemberontakan PKI Madiun, kedudukan RI dalam perjuangan diplomasi internasional bertambah kuat.
e. Perang Kemerdekaan Indonesia II


Meski hubungan dengan Belanda telah menjadi begitu jelek, tetapi pihak RI tidak mengira kalau Belanda berani menyerang, terutama karena para anggota KTN waktu itu berada di Kaliurang. RI memperhitungkan bahwa Belanda berani menyerang baru kalau penyusunan pemerintahan negara-negara bagian bauatan Belanda sudah selesai. Kabar pertama pembatalan perjuangan Renville di Yogya berupa serbuan Belanda pada tanggal 19 Des 48, jam 5.30 pagi. Penyerangan dilakukan dengan pemboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya.Tentara Belanda kemudian menawan Presiden dan Wakil Presiden, Syahrir dan sejumlah menteri termasuk Menlu Agus Salim. Sebelum mereka ditawan Presiden sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara kepada menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI)


Reaksi dunia atas penyerangan belanda luar biasa. Dunia umumnya marah, terutama karena Belanda berani melanggar suatu persetujuan (gencatan perang) yang disponsori PBB (KTN), apalagi penyerangan itu dilakukan dimuka hidung KTN. TNI melawan secara gerilya, rakyat dan pemerintahan sipil melakukan non-kooperasi. Bahkan rakyat dan pemerintahan sipil ikut bergerilya pula. Bahkan PDRI di Sumatra berhasil mengirimkan perintah kepada Wakil RI di PBB lewat radio, yang isinya : Pemerintah RI bersedia memerintahkan penghentian tembak-menembak dan memasuki meja perundingan dengan Belanda. Bulan Januari 1949 penduduk Yogya yang berjumlah kira-kira 400.000, serta 10.000 pegawai, menolak kerja sama dengan Belanda. Kota Yogya pada saat itu hanya dihuni oleh wanita, kanak-kanak dan orang tua, karena yang muda-muda mengungsi ke luar kota atau ikut bergerilya.Belanda mengetahui kunci untuk membuka kerja sama dengan pegawai dan penduduk Yogyakarta adalah Sri Sultan. Ia ditawari kedudukan sebagai wali Negara bila mau bekerja sama dengan Belanda. Sultan dengan tegas menolak, bahkan ketika Jendral Spoor datang sendiri menghadap kepadanya, hanya ditemui 10 menit. 


Bulan Januari, wartawan asing berdatangan di Indonesia, antara lain R Trumbull dari New York Time. Wartawan-wartawan ini besar jasanya karena mereka bisa memberi gambaran perkembangan di Indonesia yang sebenarnya, yang berkebalikan dengan berita-berita yang disiarkan oleh Belanda. Ini semua bahan yang baik bagi DK-PBB untuk menentukan kebijaksanaan yang baru. Paling menentukan ialah Konferensi Inter-Asia tentang Indonesia yang disponsori Nehru pada tanggal 20-23 Januari 1949. Kaum terpelajar Indonesia umumnya mengecam ketidaktegasan AS, mereka menuduh AS membantu penyerbuan Belanda dengan rencana Marshallnya.Bagi kaum terpelajar Indonesia ini semua menunjukkan dipihak mana sebenarnya AS berdiri. Kalau mau secara sungguh-sungguh membantu terciptanya perdamaian di Indonesia AS tentu dapat memberi sangsi bahwa pelanggaran Belanda atas resolusi DK akan berakibat bantuan Marshall dihentikan.


Dalam pertengahan Februari terjadi krisis kabinet di negera Belanda karena persoalan politik apa yang harus diterapkan di Indonesia. Partai rakyat katolik Belanda yang memimpin pemerintahan pecah karena persoalan ini. Tokoh utama dalam krisis ini ialah Menteri Urusan Seberang, yaitu Sassen, dan komisaris Tinggi Mahkota, Beel (yang menggantikan Van Mook). Dua tokoh ini saling bertentangan dalam menghadapi resolusi DK. 
Beel mengumumkan ren-cananya pada 1 Maret 1949 di Jakarta yang dalam kesempatan itu banyak wartawan hadir, termasuk Kahin sendiri. Beel menyatakan bahwa rencananya dan resolusi DK sangatlah bersesuaian dalam hal tujuan. Perbedaaannya hanya terletak dalam hal cara untuk mencapai tujuan. Belanda tidak hanya bersedia menerima jadwal penyerahan kedaulatan seperti yang diresolusikan, tetapi bersedia mempercepatnya.


Sementara iti pihak BFO pada 1 Maret telah menerima rencana Beel. Tetapi perasaan kemenangan Beel segera berubah ketika 5 hari kemudian BFO terpecah pendapatnya. Sebagian ingin supaya Belanda mentaati resolusi DK dan menghendaki agar KMB diselenggarakan sesudah resolusi DK dijalankan. Perubahan sikap ini terjadi karena kegiatan gerilyawan. Apa yang didengar tokoh-tokoh BFO tentang kegiatan gerilyawan RI meyakinkan mereka bahwa suatu federasi tanpa RI tidak mungkin. Sementara itu diantara tokoh-tokoh BFO banyak yang kemudian menjadi kurang senang terhadap Belanda karena berita tentang kekejaman tentara Belanda makin banyak didengar.  Reaksi daerah-daerah untuk tetap mempertahankan negara RI menjadi semakin terbuka hal ini diantara telah terjadi serangan terbuka diantaranya adalah :

f. Serangan Umum 1 Maret 1949


Pihak Belanda tidak segera mau menerima resolusi DK-PBB 28 Januari 1949, sebab ia masih yakin bahwa RI memang tinggal nama-nya. Sementara itu Sri Sultan lewat radio dapat menangkap berita kalau DK-PBB akan mengadakan sidang lagi dalam bulan maret untuk membahas perkembangan di Indonesia. Sri Sultan berpikir apakah yang dapat diperbuat untuk mempengaruhi jalannya sidang badan tersebut. Salah satu yang baik diperbuat ialah kalau kita dapat menunjukkan bahwa RI masih ada dan TNI masih kuat. Dengan demikian propaganda Belanda yang menyatakan RI telah gulung tikar tidak mempan lagi. Sri Sultan dan Letkol Suharto, setelah mempelajari secara masak, sepakat untuk melancarkan serangan umum secara besar-besaran terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta. Serangan itu dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 siang hari. Dan ternyata serangan umum itu dapat dilaksanakan dengan memuaskan. Kota Yogyakarta selama 6 jam, jam 06.00 saat sirene berakhirnya jam malam, sampai jam 12.00 siang, dapat diduduki. Hanya dengan bantuan yang didatangkan dari Gombong dan magelang Belanda berhasil dipukul mundur para penyerbu, itulah yang dikenal sebagai 6 jam di Yogya.


Ternyata serangan umum memang dapat mempengaruhi pandangan dunia, khususnya DK-PBB. Jadi aksi militer dari para gerilyawan telah berfungsi dengan baik, yaitu membantu perjuangan lewat diplomasi. Pihak RI kemudian menjadi lega setelah pemerintah AS kini mendesak Belanda untuk melaksanakan resolusi 28 Januari. Pemerintah AS kini tegas sikapnya terhadap Belanda dan ini berarti kedudukan RI makin kuat. Ketegasan sikap pemerintah AS itu disampaikan oleh menlu AS, Dean Acheson yang menggantikan Marshall, kepada Menlu Belanda, Stikker, dalam pertemuan mereka di Washington pada 31 maret.

g. Persetujuan Rum - Royen


Karena ketegasan sikap AS maka pada 14 April perundingan dapat dibuka kembali. RI diwakili oleh Moh. Rum, sedang Belanda diwakili oleh Van Royen . Tetapi seminggu kemudian perundingan terhenti lagi. Kemacetan ini berlangsung sampai 1 Mei, ketika atas desakan keras dari Wakil AS dalam UNCI, Cochran, pihak RI menerima ketentuan-ketentuan persetujuan. Secara keseluruan persetujuan Rum-Royen belum memuaskan RI. Kewibawaan PDRI nyata pula kelihatan ketika Sultan Yogya pada 18 Juni menyampaikan perintah PDRI untuk penghentian tembak-menembak kepada gerilyawan di daerah Yogyakarta sebagai persiapan pengosongan tentara Belanda. Pada 29 Juni mereka telah meninggalkan Yogya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hari Yogya kembali. Dalam penarikan mundur tentara Belanda itu tiada insiden terjadi. Segera gerilyapun masuk Yogyakarta menggantikan mereka. BFO makin yakin akan kekuatan militer RI serta kagum atas sikap non-kooperasi dari rakyat diwilayah RI. Mereka juga sadar bahwa Belanda hanya mampu menguasai sebagian daerah RI yang dirampasnya seperti dalam persetujuan renville bahkan rakyat didaerah-daerah itu tidak juga mau bekerja sama dengan Belanda. Karena itu pembentukan pemerintahan Federal sementara tanpa RI tidak bisa.


Tanggal 30 Juli-2 Agustus di Jakarta diadakan konferensi antar Indonesia yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BFO.  Akhirnya pada 1 Agustus 1949 pihak RI dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak yang akan mulai berlaku di Jawa pada 11 Agustus , dan di Sumatra pada 15 Agustus. Perintah penghentian akan dilakukan pada 3 Agustus. Belanda menampakkan perubahan sikap yang besar. Dengan tercapainya perkembangan tersebut dapatlah ditentukan permulaan KMB di Den Haag; 23 Agustus 1949.

h. Konferensi Meja  Bundar (KMB)


KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus - 2 November 1949, yang menjadi ketua KMB ialah PM Belanda, Drees. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, RI oleh hatta dan BFO oleh Sultan Hamid II, UNCI bertindak sebagai mediator. KMB menghasilkan naskah-naskah persetujuan yang lengkap mengatur hubungan antara Indonesia (RI dan BFO) dan Belanda. Pada pokoknya menjadi 2 bagian : Induk dan anak persetujuan. Ketentuan yang paling penting dalam persetujuan KMB ialah Piagam penyerahan Kedaulatan, yang oleh Indonesia diartikan Piagam Pengakuan kedaulatan. Piagam ini menetapkan penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tanpa syarat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada RIS.

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang disetujui pada tanggal 2 Nopember 1949, maka Indonesia harus merubah bentuk negara dari kesatuan ke serikat. Sebagai konsekuensi penggunaan bentuk serikat, maka Indonesia mempergunakan UUD RIS..Oleh karena itu dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian. Di antara Negara bagian yang terpenting adalah Negara Republik Indonesia.  Sebagai Presiden RIS adalah Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS.  Tokoh penting yang duduk dalam cabinet di antaranya Sri Sltan Hamengkubuwono IX, Ir. Juanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Doepomo, dr. Leimen, Arnold Monomutu, Anak Agung Gde Agung, Ir. Herling Laoh, Sultan Hamid II dan lain-lain. .Kabinet ini bersifat Zaken Kabinet.

Anggota kaminet ini mayoritas adalah pendukung Negara Kesatuan, hanya dua yang tidak yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Apalagi dasar dibentuknya Negara federal inii sangat lemah dan tidak ada ikatan ideology yang kuat, karena pembentukannya berdasar ciptaan Belanda buka dari rakyat negeri bagian.. Oleh karena itu dorongan untuk menjadi Negara kesatuan kembali begitu kuatnya. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI). Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta menjadi Wakil Presiden RI.dan kabinetnya bersifat Parlementer dengan asas demokrasi liberal

i. Dari Republik Indonesia Serikat  ke  NKRI
Segera  setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan  timbullah gerakan yang menuntut kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI) RIS dengan 15 negara ciptaan Belanda didalamnya dianggap berbau kolonial atau diartikan sebagai tidak merdeka 100 persen. Untuk memahami perkembangan politik menuju ke NKRI baiklah kita pelajari secara garis besar tentang RIS, RIS terdiri dari :

1.
Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara bagian pertama yang dicptakan oleh Belanda dalam bulan Desember 1946 dan meliputi daerah-daerah sebelah timur selat makasar dan Selat bali. Rencana pendirian federasi diciptakan di Malino dalam bulan Juli 1946, sedang realisasi pendirian NIT terjadi dalam konferensi Denpasar pada bulan Desember 1946. Sebagai presiden terpilih NIT adalah Cokorde Gde Raka Sukawati.

2.
Negara Sumatra Timur, Timur meliputi daerah Medan dan sekitarnya. Didaerah itu memang terdapat kekuatan separatis, tetapi kemudian menjadi besar karena Aksi Militer. Komite mengusulkan agar Sumatra Timur dijadikan negara bagian dan disetujui oleh van Mook dengan keputusannya tanggal 25 Desember 1947. Negara Sumatra Timur kemudian diresmikan pada 16 Februari 1948 setelah konstitusinya selesai disusun. Sebagai presiden terpilih adalah Dr. Mansur.

3.
Negara Sumatra Selatan wilayahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Didaerah ini terdapat kekuatan-kekuatan sosial politik yang tidak setuju dengan strategi diplomasi menghadapi negara negara barat. Dewan penasehat mengusulkan kepada Nica untuk membentuk Negara Sumatra Selatan. Van Mook menyetujuinya pada 30 Agustus. Adapun yang terpilih menjadi presiden Sumatra Selatan ialah Abdul Malik.

4.
Negara Jawa Timur daerahnya meliputi Surabaya, Malang dan daerah sebelah timurnya sampai banyuwangi. Belanda menyelenggarakan pertemuan dengan wakil-wakil di jatim. Utusan-utusan dari daerah- daerah ltu kemudian bersidang di Bondowoso dalam bulan November 48. Mereka mengusulkan pembentukan Negara jawa Timur. Usul itu disetujui dengan SK Gubernur Jendral tanggal 26 November 1948. Wali negaranya ialah RT. Kusumonegoro

5.
Negara Madura,  dalam masa pendudukan Belanda atas separo dari pulau madura pada awal Agustus 47, residen RI Cakraningrat tidak menarik diri kedaerah yang masih bebas seperti yang dilakukan banyak pegawai. Bahkan ia mengundurkan diri dari Residen RI dengan alasan sakit. Dalam minggu pertama bulan September, jadi sebulan sebelum Belanda menduduki seluruh madura, Cakraningrat mencapai persetujuan dengan Belanda. Ia diangkat menjadi residen oleh Belanda untuk seluruh madura.

6.
Negara Jawa Barat, menurut Suria Kartalegawa, bekas Presiden Negara Pasundan, gerakan pasundan merupakan buah pikiran kolonel Santosa, penasehat Van Mook, dan pendiriannya mendapat bantuan NEFIS. Gerakan pasundan merupakan balon percobaan untuk mengetahui bagaimana tanggapan rakyat Jawa Barat dan kemungkinan untuk mendirikan negara sendiri. Sebenarnya rakyat Sunda tidak tertarik akan Gerakan pasundan dan tetap memberikan sokongan kepada RI. Setelah Belanda berhasil menduduki sebagian besar Jawa Barat, sebagai dituduhkan RI, Belanda telah mengambil langkah yang diperhitungkan untuk mendirikan Negara pasundan yang ada dibawah pengawasannya

7.
Daerah Otonom (Istimewa) Kalimantan Barat, daerah ini didirikan pada awal Oktober 1946. Segera menyusul pembentukan Dewan kalimantan Barat yang berwenang untuk menyusun konstitusi, yang diundangkan pada bulan September 1947. Yang terpilih sebagai kepala negara ialah Sultan hamid II dari Pontianak.

8.
Kalimantan Timur, baru diberi status daerah otonom secara resmi pada bulan Februari 1948. Tetapi namanya adalah Federasi kalimantan Timur, dan terdiri dari daerah-daerah otonom setingkat kabupaten dan kesultanan antara lain Tenggarong.

9.
Dayak Besar (di daerah Kalimantab Tengah sekarang), dibentuk pada bulan Desembner 1946, tetapi baru memperoleh konstitusinya pada bulan Desember 1948.

10.
Daerah banjar (Kalimantan Selatan Sekarang), karena didaerah ini terdapat anasir pro RI yang cukup kuat maka sebagai daerah otonom baru diciptakan pada bulan Januari 1948.

11.
Kalimantan Tenggara, daerahnya meliputi pulau laut dan daerah kalimantan tenggara yang berseberangan dengan pulau itu., Pegatan dan Cantung Sampanahan, dan dibentuk pada bulan maret 1947 sebagai suatu federasi semacam dengan kalimantan Timur.

12.
Bangka, Biliton dan Riau Kepulauan, ketiganya merupakan daerah otonom yang diciptakan dalam bulan Januari 1947. Pada bulan Juni 1948 ketiganya membentuk federasi, tetapi tetap mengirimkan wakil masing-masing dalam BFO.

13. Jawa Tengah, daerahnya meliputi wilayah yang diduduki oleh Belanda sesudah Agresi I yaitu sebagian banyumas, Pekalongan dan Semarang. Sebagai daerah otonom baru terbentuk pada bulan Maret 1949.


Itulah tadi ke 6 negara bagian dan ke 9 negara otonom yang diciptakan Belanda dan karenanya sering disebut boneka. Kesemuanya itu diciptakan Belanda untuk menjadi bagian dari NIS yang akan dibentuk, dan mengingat RI akan ikut serta didalamnya, maka Belanda merasa yakin bahwa RI akan dapat dikalahkan, oleh karena ke 15 negara dan daerah-daerah bagian itu semuanya dapat dikendalikan.Setelah Belanda Yakin akan menang, maka Van Mook pada tanggal 9 Maret 1948 meresmikan pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang akan berfungsi sampai pembentukan NIS.


Sejarah membuktikan kalau RI tidak dapat dikalahkan meskipun Belanda telah berhasil menciptakan 15 boneka untuk menghadapinya. Dalam KMB nanti RI diterima menjadi anggota Federasi bukan sekedar sebagai boneka tetapi sebagai leading star yang mampu memaksa "sutradara" Belanda untuk memtaatinya. KMB itulah yang melahirkan RIS sebagai negara Federasi yang terdiri dari RI dan BFO. Setelah RIS berdiri, maka sesuai dengan konstitusianya, yang diterapkan di Scheveningen pada 29 Oktober 1949 oleh wakil-wakil RI dan BFO yang menghadiri KMB. Dalam konstitusi RIS Pancasila tetap menjadi Dasar negara.


Hanya dalam waktu 6 minggu nasib RIS yang ditentukan oleh KMB tidak diganggu gugat. Sesudah itu maka suara-suara yang menghendaki kembali ke NKRI timbul dan makin lama makin santer. Banyak peninjau asing menganggap perubahan ke NKRI sebagai suatu hal yang tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi menurut Prof. Kahin dari AS kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu hal yang wajar dan sehat. Jika RIS dibiarkan hidup terus secara politis dan sosial-psikologis bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Persetujuan itu ditandatangani masing-masing oleh Hatta yang mewakili RIS dan Halim mewakili RI. Penyusunan konstitusi RIS dilakukan dengan menetapkan Undang-undang perubahan Konstitusi RIS. Terbentuknya NKRI, maka selesailah taraf resolusi nasional kita karena dengan terbentuknya NKRI terwujudlah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mendirikan negara kesatuan. Proklamasi kemerdekaan pun menghendaki RI sebagai negara kesatuan. Terbentuknya NKRI merupakan tahap baru, yaitu pembangunan menuju kepada kesejahteraan rakyat, dimulai dengan mantap.
F. Latihan Soal
Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk mengevaluasi diri Anda memahami materi dalam  kegiatan belajar ini !
1. Jelaskan apa yang melatarbelakangi munculnya janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia?
2. Sebutkan pendapat pemikiran yang disampaikan tentang Dasar Negara oleh Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI 
3. Mengapa Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Ir. Sokarno dan Moh. Hatta?
4. Tuliskan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia !
5. Mengapa muncul perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuatan asing pasca proklamasi kemerdekaan RI ?
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INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL HINGGA PASCA REFORMASI

Perkembangan sejarah Indonesia masa Orde Lama sampai dengan saat ini seringkali disebut periode Indonesia baru sampai dengan mutakhir, banyak peristiwa penting di dalamnya. Seringkali tema-tema  tersebut masuk pada tema kontroversial, sehingga  memantik  diskusi yang  lebbih mendalam. Menyikapi hal tersebut, sebagai seorang  guru tetap pada panduan kurikulum  serta mengedepannkan pennndekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam sejarah, yakni tetap berpijak pada kebenaran metodologis serta berpijak pada sumber yang kredibel. 
Modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar yakni kegiatan belajar ke-1 tentang Indoneisa masa Orde Lama, kegiatan belajar ke-2 berisi deskirpsi tentang sejarah Indonesia Masa Orde Baru, dan kegiatan belajar ke-3 pemaparan sejarah Indonesia masa reformasi sampai dengan saat ini (2017). Setiap kegiatan belajar berisikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural yang teramat berarti bagi Anda belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan level paling tinggi yakni pengetahuan metakognitif. Dengan mempelajari modul ini berarti Anda memiliki kemampuan

1. Menganalisis dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masa demokrasi liberal, terpimpin yang disebut sebagai Orde Lama.

2. Menganalisis dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masa Orde baru

3. Menganalisis dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masa reformasi sampai dengan saat ini (2017)

Aktivitas belajar yang Anda lakukan agar berhasil memahami modul ini adalah

1. Bacalah dengan cermat modul ini.

2. Temukan fakta, konsep, proposisi. 

3. Diskusikan temuan fakta, konsep, proposisi, dengan teman sejawat maupun tutor.

4. Kerjakan latihan soal sebagai bahan refleksi kemampuan Anda memahami modul ini.


    INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL 
SAMPAI TERPIMPIN
A. Pembentukan Pemerintahan dan Kebijaksanaan Pemerintah

Setelah menyatakan diri merdeka maka langkah awal  adalah pembentukan pemerintahan. Sebenarnya pemerintahan telah dibentuk bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia akan tetapi masih belum mampu menjalankan pemerintahan secara optimal. Hal ini sangat dipengaruhi kondisi negara yang memang belum stabil masih banyak permasalahan dalam negeri maupun luar negeri yang belum dapat diatasi, karena baru merdeka. Undang-Undang Dasar sebagai dasar aturan dalam menjalankan pemerintahan telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi belum terlaksana dengan baik. Berbagai permasalahan dalam negeri dan penyelesaian konflik Indonesia Belanda menjadi pembahasan berikut ini. Pembentukan pemerintahan menjadi permasalahan yang mendasar, oleh sebab itu sebagai pelaksana pemerintahan maka dibentuklah kabinet. Pembentukan Kabinet itu antala lain :

a. Kabinet Syahrir dan Tan Malaka

Kelemahan Pemerintah Pusat kedalam tidak dimbangi dengan kekuatan ke luar.Meskipun kekawatiran atas kedatangan Sekutu akan mengakiri pemerintahan Sukarno-Hatta telah lenyap, tetapi kedatangan Sekutu mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan baru. Orang yang dianggap dapat menghilangkan ketidakpuasan terutama pemuda ialah Syahrir. Dalam situasi yang sulit pada masa peralihan ini ia dianggap sebagai orang yang sangat tepat. Langkah-langkah yang diambil Syahrir dalam kabinetnya adalah :

1. Langkah pertma : Mengubah status KNIP

Syahrir berpendapat bahwa tindakan pertama yang sewajarnya dilakukan ialah mengubah status KNIP. Aturan Peralihan padal IV UUD 45 menyatakan bahwa Presiden menjalankan kekuasaan non-eksektifnya dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Mulai tanggal 7 Oktober Syahrir mengadakan pembicaraan- pembicaraan dengan berbagai anggota KNIP tentang perlunya reorganisasi KNIP dari badan pembantu Presiden menjadi badan yang berstatus sebagai MPR-DPR sementara. Adapun yang terpilih sebagai ketua BP KNIP ialah Syahrir sendiri, sedang wakilnya adalah Amir Syarifuddin yang namanya harum juga karena aktif dalam gerakan bawah tanah di jaman Jepang.

2.
Langkah kedua : Pendirian Partai-partai

Sementara Sukarno-Hatta dan Amir sedang berada di Surabaya melerai pertempuran (30 Oktober 1945) berhasil memperoleh persetujuan BP- KNIP untuk mengeluarkan Maklumat Pendirian Partai-partai.

3.
Mengubah Sistem Kabinet


Langkah Syahrir berikutnya adalah mengubah sistem kabinet, meskipun partai-partai sudah ada, tetapi tidak ada artinya apabila sitem kabinet tak disesuaikan dengan perwakilan partai dalam DPR/KNIP. Karena itu wajarlah bila pada tanggal 11 Nopember 1945  BP-KNIP mengusulkan penyesuaiannya kepada Presiden dan wakil Presiden yang kemudian menyetujuinya. Kabinet Sukarno-Hatta memang telah berusaha mendapatkan pembelaan dari luar negeri seperti dari India, Cina, Philipina, AS, Australia, Inggris dan Rusia. Bahkan sampai-sampai Presiden pada tanggal 12 Oktober mengeluarkan maklumat bahwa RI menjamin hak milik asing dan pengembalian hak itu kepada yang memilikinya semula. Usaha memperoleh simpati atau pembelaan dari luar yang terpenting ialah dikeluarkannya Manifesto politik tanggal 1 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden.

Bersamaan dengan munculnya gagasan perubahan kabinet, muncul pula sebuah pamphlet berjudul Perjuangan Kita yang ditulis oleh Syahrir.Pemberitaan pertama munculnya pamphlet itu terjadi pada 10 November 1945. Sambutan terhadap pamphlet ini tidaklah begitu hangat, tetapi pamphlet ini penting oleh karena merupakan rencana yang jelas akan dilakukan oleh grup Syahrir dalam menjawab persoalan-persoalan Indonesia Sekarang dan merupakan salah satu dari dua analisa sistimatis tentang keadaan dalam dan luar negeri yang mempengaruhi Indonesia dan disertai dengan tindakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi persoalan ini.

Ternyata banyak yang tidak puas, sama tidak puasnya terhadap Kabinet Sukarno-Hatta. Kebanyakan menteri adalah tokoh-tokoh yang tidak terkenal kecuali Syahrir dan Amir sendiri. Kekecewaan terhadap Kabinet Syahrir bertambah setelah program kabinet diumumkan pada tanggal 17 November 1945. Dukungan para pemuda kepada Syahrir berakhir bersamaan dengan pengangkatannya sebagai PM dan pengumuman program kabinetnya. Disamping itu setelah Kabinet Syahrir dibentuk, makin banyak partai didirikan, sebagian daripadanya menjadi penjegal Syahrir sendiri. Karena itu dukungan terhadap Syahrir oleh golongan pemuda merosot. Mereka mencari pribadi yang teguh dan program yang tegas untuk mengatasi krisis. Orang yang dicari itu ditemukan dalam diri Tan Malaka, pejuang yang terkenal radikal.

Sampai akhir Oktober 1945 hubungan Syahrir dan Tan Malaka baik, tetapi setelah Syahrir berkuasa sebagai PM, maka nampaklah permulaan pertentangan mereka pada bulan Desember 1945. Hal ini terjadi terutama setelah pertempuran Surabaya yang bermula tanggal 10 November dan selesai dalam waktu 3 minggu kemudian. Kedua politisi itu memberikan reaksi atau penilaian yang bertentangan satu dengan yang lain. Tanggal 3 Januari 1946 ada suatu konggres front rakyat yang diselenggarakan di Purwokerto, dan Panglima Besar Sudirman menyampaikan sambutan tertulis yang penuh simpati. Dengan mengambil pelajaran dari Sejarah, Tan Malaka menekankan perlunya Persatuan Perjuangan dari semua orang dan semua aliran dan tingkatan untuk melaksanakan program umum yang berintikan tuntutan perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan pengusiran tetara asing dari bumi Indonesia. Menanggapi konggres Persatuan Perjuangan di Purwokerto, Partai Sosialis merencanakan mendirikan Barisan Nasional yang anggotanya terdiri dari semua organisasi politik dengan hak suara yang sama dan merupakan suatu badan untuk memecahkan segala persoalan.

Menanggapi keinginan pemerintah, sekurang-kurangnya 133 orgagisai menyelenggarakan konggres kedua popular front di Sala pada 15 - 16 Januari. Jendral Sudirman hadir, dan angkat bicara. Dalam konggres itu Tan Malaka berbicara paling akhir. Sekali lagi ditekankan perlunya persatuan, persatuan untuk perjuangan dengan program minimum 7 pasal yang sudah diumumkan. Sebagai langkah pertama Komite menyampaikan keputusan Konggres kepada pemerintah untuk melaksanakannya. Dan untuk itu Persatuan Perjuangan akan membantu sepenuhnya karena 7 program Persatuan Perjuangan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah selalu memperhatikan dan merasa khawatir akan pertumbuhan Persatuan Perjuangan. Dalam keterangannya kepada KNIP secara tidak langsung pemerintah menuduh Persatuan Perjuangan melakukan pemecah-belahan pemerintah, pusat lawan daerah, antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah selalu bersedia mendengarkan suara rakyat terbukti dengan Kepindahan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta, pembentukan Kementerian Agama dan pengangkatan Menteri Agama, pembentukan Kementerian Penerangan, pembentukan Balai Pemuda dalam Kementerian Sosial untuk secara khusus menyelenggarakan kepentingan pemuda.

Bagaimanapun juga PP berkembang terus. Komite PP mengumumumkan bahwa pada tanggal 27 Januari PP akan mengadakan musyawarah lagi di Surakarta. Dalam pada itu diterangkan bahwa PKI dari Yusuf, BPRI dari Bung Tomo dan PBI serta organisasi massa yang lain telah bergabung dengan PP. Sayuti Melik mengatakan organisasi massa terbesar terkuat yang belum bergabung dengan PP hanyalah pemerintah sendiri. Ia mendesak agar pemerintah mau bergabung dan memimpin PP karena hanya pemerintah mampu melaksanakan program minimum itu secara keseluruhan.

b. Kabinet Syahrir I Jatuh dan Pembersihan bulan Maret
Popularitas Persatuan Perjuangan makin tambah berkat kepribadian Tan Malaka dan strategi perjuangannya yang disusun dan dilaksanakan secara konsekwen. Tetapi tidak kalah penting adalah kesukaran yang dihadapi pemerintah dan kesulitan untuk mengatasinya. Sesudah kemenangan Sudirman di Ambarawa, kedudukan militer terus memburuk. Akhir November Surabaya dikuasai Sekutu sepenuhnya, sedang pihak Indonesia mengalami kerugian besar. Kemudian pertempuran berkobar di Bandung pada 24 - 26 November, dan pada 27 November Jendral Mac Donald mengeluarkan ultimatum agar Bandung utara (sebelah utara jalan kereta api) dikosongkan oleh pihak Indonesia dalam waktu 24 jam. Berkali-kali pemerintah meminta kepada rakyat Indonesia tetap tenang dan pegang teguh disiplin.

Bila dibidang militer kedudukan Indonesia tidak beruntung, dibidang politikpun tidak lebih baik. Setelah berunding tanpa hasil dengan wakil-wakil RI, pada 15 Desember 45 Van Mook kembali ke Nederland untuk berkonsultasi dengan pemerintahnya. Serangan pemuda atas Kabinet Syahrir makin hebat. Chaerul Saleh menuduh Kabinet Syahrir menampung sejumlah menteri yang dicap berbau Belanda. Perkembangan selanjutnya tampak tidak menguntungkan pemerintah. Pada 4 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta. Meski dekinian keberhasilan mengungsikan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta merupakan prerstasi tersendiri. Di Yogyakarta, dimana tiada seorang anggota Sekutu pun dijumpai, dan dimana pernyataan merdeka secara leluasa dapat dipertunjukkan, semua kekuatan kemerdekaan berkumpul. Jika orang di Jakarta dipaksa untuk berdiplomasi, tetapi bila ia di Yogyakarta ia tak mungkin menerima jalan diplomasi.

Awal Februari 1946 Van Mook tiba kembali di Jakarta tanpa membawa usul yang memenuhi harapan serta tidak jelas. Memang sulit bagi pemerintah Shermerhorn (darurat) karena bagi Nederland karena perubahan status Indonesia bersifat konstitusional. Dalam penjelasannya pada tanggal 22 Februari 1946 Van Mook mengatakan bahwa Negara Serikat itu adalah suatu bentuk konstitusional yang dipilih untuk mempertahankan keseimbangan antara otonomi daerah dan kekuasaan pusat, tetapi segala sesuatu dilakukan untuk memperkuat kesatuan Indonesia sebagai suatu bangsa.Strategi Belanda (Ciptaan Van Mook). Atas desakan Van Mook, Belanda supaya menduduki dulu daerah-daerah Luar Jawa yang kaya dan penduduknya jarang untuk memisahkannya dari Jawa yang revolusioner sehingga dengan pemisahan luar Jawa, Jawa akan lemah dan menjadi mudah untuk didekte.

Dari pandangan Syahrir usul-usul itu hampir tidak menarik. Pada tanggal 6 Februari Syahrir dan Amir menuju Yogyakarta untuk memimpin sidang kabinet dan berembug dengan Persatuan Perjuangan. 
Pada tanggal 7 Februari Syahrir mengucapkan pidato dihadapan konferensi Pangreh Praja di Sala, diharapkan kesediaan peserta mendukung kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan,dalam konferensi itu istilah Pangreh diganti Pamong. 

Pada tanggal 6 Februari pimpinan Masyumi mengirim kawat kepada Presiden yang mengatakan bahwa kepercayaan kepada Kabinet Syahrir - Amir telah lenyap sebagai hasil pembantaian oleh pasukan Inggris di Tangerang, Jakarta, Bogor dll, tanpa kabinetpun dapat berbuat sesuatu. Dalam konferensi Masyumi tanggal 11 - 13 Februari partai ini minta supaya dibentuk kabinet yang bercorak nasional sungguh-sungguh, supaya dapat meladeni Belanda. Syahrir minta berhenti pada tanggal 23 Februari dan disetujui Presiden pada tanggal 28 Februari.

c. Berbagai Perkembangan dalam Masa Kabinet Syahrir

Kabinet Syahrir I berumur 3 bulan, selama ini tumbuhlah kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan yang sukar dipadukan, baik yang sipil, militer atau pra-militer. Masing-masing selalu memperhatikan pihak lainnya. Pada waktu Syahrir mulai memimpin kabinet hampir tak ada organisasi, tetapi pada bulan Februari 1946, PP Tan Malaka mempunyai anggota ratusan organisasi. Pada masa Kabinet Syahrir ini pula timbul pembagian strategi perjuangan yang tajam: Diplomasi dan Perjuangan, strategi diplomasi sudah digariskan pada jaman Sukarno dan dipraktekkan oleh Syahrir dan Amir. Startegi ini didasarkan atas pandangan yang pesimistis dan pada perimbangan kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan revolusi Indonesia.

Akhirnya diplomasi adalah suatu pertaruhan (kalau bernasib baik mujur, atau kalau bernasib buruk hancur), kalau suatu lanngkah maju kearah pengakuan internasional atas kemerdekaan RI gagal berarti 2 langkah mundur dari tujuan masyarakat baru yang sedang dibinakemangkan. Jalan pikiran startegi perjuangan persis kebalikannya, berangkat kepada optimisme atas kekuatan nasional revolusioner dengan dukungan rakyat luas.

Periode kedua bulan Februari PP mengalami kejayaan, pada tanggal 17 Februari 1946 PP berhasil mengorganisasi pawai peringatan 6 bulan proklamasi kelemrdekaan di Sala. Sudirman juga memberi sambutan yang sangat mendukung tuntutan PP. Dikatakan RI memang kekurangan senjata, tetapi mempunyai semangat tinggi dan dengan persatuan yang ada seperti dalam PP, RI pasti menang, tentara hidup atau mati bersama republik.

Golongan yang pro diplomasi (Syahrir dan Amir) berusaha mematahkan PP. Ada dua cara untuk maksud tersebut: Pertama, mendekati pendukung-pendukung Tan Malaka yang tidak yakin penuh akan kebenaran jalan perjuangan yang penuh resiko. Kedua : menarik pendukung-pendukung PP yang akan berkeinginan memasuki kabinet. Kartu trump (pemukul) bagi Tan Malaka ialah dukungan terhadap PP yang lebih mencerminkan demokrasi dari pada KNIP serta program minimum yang mendapat dukungan luas dari rakyat dan pemuda. Disamping itu faktor lain yang mendukung kartu Tan Malaka ialah golongan-golongan yang diserang Syahrir dalam Perjuangan Kita. Jika diadakan perbandingan, maka keluwesan Syahrir untuk membagi kursi lebih menguntungkan daripada keteguhan Tan Malaka dalam mempertahankan kemurnian program minimum. Satu fakta lagi yang menguntungkan Syahrir ialah peranan Sukarno (juga Hatta). Karena perjalanan-perjalanannya oleh rakyat ia telah diakui sebagai pemimpim Indonesia yang tak tertandingi.

d. Kabinet  Koalisi Nasional
Pada pembukaan sidang KNIP tanggal 28 Febraui, Sukarno mengemukakan persetujuannya atas pengunduran Kabinet Syahrir. Kemudian Syahrir menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan kabinetnya diserti penekanan bahwa bagi RI tiada pilihan lain dari pada berjuang lewat damai dan perundingan. Sukarno mengambil sikap mendukung golongan Sosialis, Ia ingin akan terbentuknya kabinet koalisi yang lebih luas keanggotaannya tetapi yang akan meneruskan kebijaksanaan perundingan kabinet Syahrir. Pada tanggal 28 Februari malam pipmpinan PP bersidang dan memutuskan untuk menuntut persetujuan diterimanya program minimum sebagai syarat duduk serta dalam kabinet dengan posisi kunci harus ditangannya untuk menjamin pelaksanaan program minimum. Penolakan Sukarno atas program minimum dapat diartikan kalau Sukarno Syahrir supaya segera membuat persiapan untuk berunding dengan Belanda.

Sehari setelah kabinet baru dilantik Syahrir menyampaikan usul balasan kepada Van Mook. Ia mengatakan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan Belanda untuk membangun ekonomi dan membentuk Uni Indonesia- Belanda. Tetapi ia menekankan bahwa hubungan Uni ini Indonesia diwakili oleh Republik sebagai suatu kesatuan bulat. Dan Van Mook menolak usul ini, sebagai gantinya ia menekankan pembentukan suatu negara Indonesia yang merdeka berbentuk federasi dalam suatu Uni dengan Belanda. Dalam mengambil keputusan ini Syahrir menyadari sepeuhnya adanya resiko yang harus dihadapi. Kesediannya mundur selangkah sudah tidak memenuhi program lima Pasal Sukarno, apa lagi minimum program PP. Syahrir dapat membayangkan rintangan besar yang dihadapi. Karenanya agar politik diplomasinya berhasil tindakan melenyapkan oposisi yang keras (PP) harus dilakukan.

Karenanya, pada suatu saat antara 13 dan 16 Maret 46, suatu surat rahasia dikirim ke Yogyakarta berisi perintah penangkapan atas diri pemimpin-pemimpin PP. Karena Sukarno- Hatta dan Amir menolak program minimum PP dan telah memilih grup diplomasi maka merupakan konsekuensi wajar kalau mereka setuju tindakan penghancuran PP. Dari 141 perkumpulan yang mula-mula menjadi pendukung PP hanya 40 yang mengirimkan wakilnya ke Konggres tersebut. Konggres itu sendiri berlangsung dalam suasana tegang. Diluar konggres terdapat pemuda-pemuda Pesindo yang bersenjata. Karena suasa yang tegang, Jendral Sudirman terpaksa mengirimkan pasukan untuk menghindarndakan tindakan pengecaman.

Pada tanggal 22 Maret pemerintah mengumumkan penahanan mereka di Surakarta (Tawangmangu). Diingatkan bahwa penahan itu dilakukan oleh pemerintahatas dasar pertimbangan demi menghindarkan timbulnya kegelisahan dan kekacauan dalam masyarakat, atau perpecahan yang menghalangi politik pertahanan pemerintah. Sudah pasti penahan tersebut menimbulkan reaksi antaranya berupa kecaman terhadap pemerintah karena penahanan itu berarti pemberangusan kerkumpul dan berbicara. Untuk menghindarkan salah faham pihak militer mengeluarkan pernyataan bahwa penahanan pemimpin-pemimpin PP dilakukan tidak atas perintah pimpinan militer. Penahanan itu dilakukan pemerintah dengan hati-hati. Para tahanan adalah tokoh-tokoh yang tidak mempunyai partai sendiri. Pemerintah menawarkan kompromi kepada para tapol tetapi semua minta pembebasan sebagai prasarat. Pada tanggal 29 Maret pemerintah mengumumkan susunan delegasi Indonesia yang dipimpin Suwandi yang dikenal dengan nama Delegasi Hoge Veluwe. Delegasi berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April bersama Van Mook dan Kerr.Dalam persetujuan itu RI akan menjamin keselamatan dan pengangkutan bekas interniran ke pelabuhan. Tetapi sukses itu diimbangi dengan kejadian : jatuhnya seluruh Bandung ke tangan Sekutu pada tanggal 24 Maret 1946, setelah lebih dulu dijadikan lautan api. Lalu pada tanggal 17 April Sekutu menyerahkan Bandung kepada Belanda.

Delegasi RI mengadakan pertemuan 4 kali dengan delegasi Belanda pimpinan PM Schermerhorn antara 14 - 24 April. Tetapi perundingan itu berakhir dengan kegagalan., karena Belanda hanya mau memenuhi tuntutan RI berupa pengakuan kekuasaan de facto RI atas Jawa dan Madura, tetapi tidak untuk Sumatra. Segera setelah Kabinet Syahrir II mulai bertugas, dihadapilah persoalan berat, keresahan dalam AD dan kesukaran dibidang diplomasi karena hasil pemilu 17 Mei 1946. Sudah sejak pengangkatan Sudirman menjadi Panglma Besar TKR hubungan antara AD dan kabinet tidak baik, yang ditandai oleh adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Pendirian Staf Pendidikan Politik Tentara (pepolit) oleh pemerintah dengan maksud untuk memberi kursus politik kepada tentara merupakan hal yang tidak menyenangkan pihak tentara. Kenyataan bahwa para pengajar adalah orang-orang PSI dan Marsyumi menyebabkan partai-partai lain tidak senang akan pepolit. Pertentangan antara pemerintah dan militer terjadi juga atas susunan dan wewenang Menteri Pertahanan dan MBAP, serta pengangkatan komandan devisi. Sementara perlunya rasionalisasi dan sentralisasi kekuasaan komandan militer disetujui, pertentangan antara pendukung-pendukung Amir dan Sudirman telah menyebabkan panitia mengalami kesukaran dalam menjalankan tugasnya.

Panglima Besar Jendral Sudirman yang masih muda, tetapi bertahan melawan politisi-politisi kabinet yang sudah tua dan berpendidikan. Ini dinilai dari pidatonya yang bersifat kebapakan terhadap anak buahnya serta kecintaannya terhadap negara dan bangsanya, iapun juga tidak menjanjikan adanya kejayaan militer. Tetapi pidatonya itu justru berisi berbagai ajaran moral spiritual yang cocok untuk bangsa Indonesia. Sementara pemerintah menghadapi kesukaran dibidang militer, dibidang diplomasipun kedudukan pemerintah tidak lebih baik. Ini mendorong grup-grup yang anti pemerintah untuk bangkit kembali. Adapun perjuangan diplomasi dengan perundingan Hoge Veluwe berakhir dengan kegagalan.

Hasil Pemilu membuat blok diplomasi makin pesimis sedangkan atas blok perjuangan makin yakin bahwa Belanda akan membuka serangan atas RI. Desakan-desakan baru agar kabinet diperbaharui supaya makin mampu mempersiapkan diri menghadapi Belanda makin santer terdengar. Sementara itu pimpinan kabinet ingin tetap bertahan ditempatnya. Alasan yang masuk akal adalah kalau Syahrir mendapat kepercayaan dari pihak Belanda diganti oleh orang lain yang lebih menyenangkan grup oposisi perundingan dengan Belanda akan menjadi sulit. Syahrir menenpati kedudukan yang sukar. Kalau ia harus memperkuat posisinya didalam negeri, perundingan dengan Belanda makin sulit untuk mencapai hasil. 

Kegelisahan pemerintah nyata kelihatan dalam dua hal, pertama tentang Sudirman diangkat menjadi Pangsar Angkatan perang, yang membawahi seluruh Angkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedua pemindahan status kepolisian dari organ dibawah Menteri DN menjadi organ dibawah PM. Tak kalah gelisahnya lagi pihak oposisi yang belum bisa melupakan peristiwa Maret lebih-lebih dalam keadaan darurat. Di rumah Sudarsono, AK Yusuf mengatakan kegemasannya kepada pemerintah Syahrir dan mengatakan keinginannya untuk menendang Syahrir dengan harapan sesudah Syahrir tersingkir, Sukarno dan Sudirman akan mengambil seluruh kekuasaan negara dan membelokkan arah politik menghadapi Belanda. Sore harinya Yusuf mengajak Iwa pergi ke Sala, diketahui bahwa Syahrir dkk akan keliling Jatim dan akan menginap di bekas kediaman direktur javasche Bank dan dijaga ketat oleh CPM. Untuk itu Yusuf mendekati CPM untuk bekerja sama.Pada jam 11.15 malam Syahrir dkk diperintahkan Yusuf untuk mengikutinya dengan acungan senjata, lalu dibawa ke Paras (lereng G. Merbabu). Mereka disismpan di bungalow Sunan dengan penjagaan dibawah Mayor Sukarto, komandan batalyon setempat.

Keesokan harinya kabinet bersidang dibawah pimpinan Presiden karena keadaan yang darurat, Yusuf dan Iwa beserta yamin bergegas ke tawangmangu untuk menerangkan kepada para tahanan 17 Maret tentang apa yang sedang terjadi. Reaksi mereka macam-macam, ada yang senang dan ada yang khawatir. Dari Tawangmangu ketiganya kembali ke Yogya menemui Budyarto, Buntaran dan Subarjo. Semua mengatakan senang, mereka berharap kabinet Syahrir akan dirombak dan dibentuk kabinet presidensiil dibawah pimpinan Sukarno. Karena tindakan Sudarsono, usaha merahasiakan pengamanan Syahrir terbongkar. Sukarno akhirnya pada tanggal 29 Juni menerangkan kalau PM diculik dan bahwa kekuasaan kabinet telah ia ambil oper. Rakyat diminta berdiri dibelakang pemerintah dan membantu pembebasan Syahrir.

Keesokan harinya PB kembali ke Yogya untuk mengikuti sidang, pertemuan antara Sudirman, Sukarno-Hatta merupakan arena perdebatan yang hangat. Mereka menuduh PB tahu dimana Syahrir dkk disimpan, dan mereka mendesak PB agar membantu pembebasannya. Sudirman menolak untuk berbuat sesuatu, ia mau membantu pembebasan tersebut, dengan syarat bahwa susunan  kabinet diadakan perubahan dan para penculik dijamin tidak ditindak.  Pemerintah menyadari bahwa dalam situasi yang dratatis ini terpaksa harus menggunakan kartu trumpnya. Tanggal 30 Juni malam Presiden Sukarno mengucapkan pidato radio, ia menunjukkan kesusahan daripada kemarahan dengan menuduh pihak oposisi tidak tahu perbedaan antara oposisi dan destruksi.Pidato Sukarno yang mencela tindakan penculikan dengan kata-kata cukup manis memberikan hasil baik. Syahrir dkk dibebaskan, setibanya di Surakarta terus diterbangkan ke Jakarta. Namun pemerintah tidak dapat dihalangi untuk melakukan pembalasan atas diri pelaku-pelaku utama penculikan. Tindakan pertama ialah menarik Umar Joy, Kastaf Devisi III pilihan Sudarsono, untuk ditempatkan sebagai wakil militer dari Sultan Yogya dalam Dewan Pertahanan DIY. Selanjutnya tokoh- tokoh yang dekat dengan Sudarsono ditangkap.

Ketegangan yang nampak di Yogyakarta memberi kesan bahwa penangkapan tak ditujukan kepada Sudarsono saja, tetapi juga kepada Umar Joy. Karena itu diputuskan untuk memindahkan MB Devisi III ke Wiyoro dekat Kotagede, tempat markas Resimen III yang dipimpin oleh Letkol Suharto. Sudarsono dan Sudirman Berunding.  Sudarsono diyakinkan bahwa pasukan-pasukan dari jatim di Yogyakarta tak akan melawannya, sebab mereka dibawahkan pembantu Sudirman yang setia, Kol Sutirto yang diperintahkan tetap tinggal di barak. Menurut Sudarsono, PB juga menganjurkan supaya ia menggunakan Yon X untuk menjaga hubungan radio dan telepon. Sebagian besar kesaksian Yamin dalam peradilan Peristiwa Tiga Juli menyokong keterangan Sudarsono. Bagaimanapun juga yang jelas Sudirman tak pernah memberikan perintah tertulis kepada Sudarsono. Kejengkelan PB saja yang mungkin dipakai sebagai dasar Sudarsono untuk mengatakan kalau perbuatannya dilakukan atas perintah PB.  Setelah menghadap PB segera Sudarsono dan Yusuf dan Yamin kembali ke Yogyakarta, mereka kemudian menuju Wirogunan dan dengan mengaku diperintahkan oleh PB mereka menuntut membebaskan para tahanan. Di Wiyoro Sudarsono bertemu yamin dengan Subarjo untuk menyusun konsep yang akan disampaikan kepada Presiden, dan tanpa mengenal lelah Sudarsono segera kembali ke Yogyakarta.

Sementara itu dimarkas Suharto pada saat sebagian besar tahanan tidur kelelahan, yamin, Subarjo dan Chaerul Saleh sibuk menyelesaikan penyusunan maklumat yang akan dimintakan pengesahan dari Sukarno. Melihat sususannya, kabinet bentukan Subarjo-Yamin mirip kabinet Sukarno yang ditambah dengan wakil grup oposisi terhadap kabinet Syahrir. Susunan kabinet tersebut selesai dibuat pada saat Sudarsono muncul kembali di Wiyoro, ia nampaknya kurang tertarik. Ia disibukkan oleh persoalannya sendiri, ia telah menerima gagasan Yusuf untuk mendatangkan Tan Malaka, Sukarni dan Iwa dari Tawangmangu dan mengkonfrontasikan mereka dengan Sukarno, tetapi hubungan telepon dengan komandan Yon disana terputus sehingga pada saat terjadi coup Tan Malaka dan Sukarni masih terkurung disana. Ia juga menerima saran Yusuf bahwa Sukarno akan lebih mudah ditaklukan kalau Hatta dan Amir bisa dinetralisir. Karenanya Yusuf dan sejumlah kecil anak buahnya berusaha mengamankan kedua orang tersebut.

Persoalan yang kemnudian timbul ialah sekitar peranan Sudirman. Sudirman diberitahu apa yang sedang terjadi, lalu ia segera kembali ke Yogyakarta dan setibanya di Kepresidenan ia segera mengadakan perembugan dengan Presiden, pemimpin kabinet dan wakil-wakil partai serta organisasi massa.Dengan peristiwa Tiga Juli, kedudukan grup diplomasi menang, Kedudukan Sukarno sangat kuat, ialah yang selalu dipandang sebagai pemimpin yang dapat mengatasi  persoalan.

e. Kabinet  Natsir dan Kabinet Sukiman

Menurut UUD yang berlaku saat itu NKRI tetap berdasarkan Pancasila, meski rumusannya sedikit berlainan. Bentuk pemerintahan, yaitu republik, tidak mengalami perubahan. Sistim pemerintahan menurut UUDS adalah sistem kabinet parlementer. Maksudnya setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen: dengan perkataan lain kedudukan kabinet tergantung dari dukungan dalam parlemen. Minat menjadi pegawai, sebagai abdi negara yang dianggap juga abdi kemajuan, besar sekali. Pegawai negeri berarti terhormat. Kelas pengusaha tidak berkembang, menjadi pengusaha kurang menarik. Karena mereka tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan dari pengusaha-pengusaha barat, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial kamum buruh. Secara kuantitatif kekuatannya besar, tetapi secara kualitatif mereka lemah. Kekuatan mereka dalam menghadapi majikan sangat tergantung kepada bantuan pemerintah atau partai- partai. Namun dalam pembinaan militansi buruh PKI-lah yang paling berhasil meski sebelum tahun 1960 PKI tak pernah mempunyai wakil dalam kabinet. Dalam keadaan yang demikian itulah bangsa Indonesia menghadapi pekerjaan raksasa, pembangunan nasional disegala bidang. Pekerjaan pembangunan itu jauh lebih sukar dari pada memerangi musuh, karena masalah pembangunan sangat rumit dan komplek.


Golongan administrator adalah golongan yang mempunyai kecakapan menyelenggarakan negara menurut cara-cara modern . Mereka sangat mengutamakan pembangunan ekonomi, yang mengingat keadaan, harus dijalankan secara bertahap dan menyadari kelemahan RI mau menerima tenaga dan modal asing.Mereka lebih suka berbuat daripada berbicara untuk mencapai kejayaan Indonesia. Sedangkan golongan persatuan merupakan kebalikannya. Mereka terdiri dari orang-orang yang kebanyakan pendidikannya atau pengalamannya dalam pemerintahan kurang. Tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk mempersatukan massa dari berbagai golongan, hubungan mereka dengan massa akrab.

1)  Kabinet Natsir


Semenjak NKRI berdiri kabinet pertama negara kesatuan ialah Kabinet Natsir. Moh Natsir adalah ketua umum Masyumi dan bekas menteri Penerangan.Ia ditunjuk menjadi formatur karena Masyumi adalah parpol terbesar.Karena itu natsir terpaksa meninggalkan PNI. Setelah kabinetnya tersusun, mulailah ia menjalankan tugas sejak 6 September 1950.Dengan program kabinetnya terdiri 7 pasal. Ada dua hal lagi yang perlu dicatat tentang Kabinet natsir, pertama : kehidupan Ekonomi dijaman Kabinet Natsir cukup lumayan antara lain karena perang korea yang berakibat hasil produksi Iandonesia terutama karet mendapat pasaran baik. Kedua, hubungan kabinet dan pimpinan militer baik, karena Simatupang (KSAP) dan Nasution (KSAD) termasuk golongan administrator. Namun sebelum semua berkembang secara lebih baik kabinet terburu jatuh. 
2. Kabinet Sukiman


Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandat, Presiden menunjuk Sartono, ketua parlemen (PNI) menjadi formatur. Ia kemudian mengembalikan mandat setelah bertugas selama 28 hari. Presiden lalu menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) menjadi formatur. Jika dibandingkan dengan kabinet Natsir, kabinet Sukiman kurang bersifat administrator. Muh Yamin duduk serta dalam kabinet sebagai menteri Kehakiman. Faktor lain yang menyebabkan kabinet Sukiman kurang berhasil ialah hubungannya dengan militer kurang baik. Beberapa hasil dari kabinet Sukiman yang perlu dikemukakan ialah kabinet menaruh perhatian atas usaha memajukan perusahaan kecil, perlindungan atas kaum buruh mendapat perhatian. Hal lain  yang mengagumkan lagi ialah perluasan pendidikan yang cepat keseluruh pelosok tanah air dan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.

f. Kabinet Wilopo


Pebentukan kabinet baru ternyata berjalan tidak lancar. Baru pada tanggal 30 Maret 1952 kabinet baru yang didukung oleh PNI-Masyumi-PSI terbentuk dibawah pimpinan PM Wilopo (PNI). Adapun program Kabinet Wilopo terdiri atas 6 pasal yang mirip dengan program Kabinet Natsir. Peningkatan kesejahteraan umum mendapat prioritas utama, serta tindakan penghematan dilakukan. Peristiwa yang cukup menggoncangkan kabinet Wilipo ialah yang menyangkut persoaalan Angkatan Darat yang terkenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini mempunyai sangkut paut dengan perkembangan ekonomi, reorganisasi atau prefesionalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas persoalan-persoalan militer.


Adapun hal gawat yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo ialah persoalan Tanjung Morawa.Tanjung Morawa adalah suatu kecamatan di Sumatra Timur dimana terdapat perkebunan modal asing, terutama tembakau. Beberapa hal lain yang perlu dicatat ialah perkembangan tambang minyak yang menguntungkan sehingga bisa mengimbangi kemerosotan ekspor hasil bumi, meluasnya korupsi dan kemewahan dibatasi.

g. Kabinet Ali I


Sampai 2 bulan barulah RI mempunyai kabinet baru. Formatur kabinet I Rum (Masyumi) dan mangunsarkoro (PNI). Kedua Mukarot (PNI), ketiga Burhanuddin Harahap (Masyumi) mengalami kegagalan. Dan akhirnya Wongsonegoro membentuk kabinet baru tanpa masyumi, kabinet tersebut adalah kabinet Ali I, sesuai dengan nama PM Ali Sastroamijoyo (PNI) mendapat dukungan cukup dari partai yang diikutsertakan dalam kabinet termasuk partai baru NU,jadi kabinet Ali merupakan kebalikan dari Kabinet Natsir, lebih banyak penganjur persatuan yang masuk.

h. Kabinet Burhanuddin


Wakil presiden menunjuk tiga formatur untuk membentuk kabinet baru: Sukiman (Masyumi) Wilopo (PNI) dan Assat (Non- partai). Usaha mereka tidak berhasil. Lalu Wakil Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) menjadi formatur. Burhanuddin Harahap, Sumitro (PSI) dan Kasimo(PKRI) adalah menteri-menteri yang berwibawa dan termasuk grup administrator. Perhatian utama dicurahkan untuk memerangi inflasi yang hasilnya cukup memuaskan. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, harga-harga barang impor memang murah. Kabinet Burhanuddin adalah kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan parlemen sementara. Sesudah itu mulailah kabinet baru yang pertama dan yang terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan dalam parlemen hasil pemilu.

i. Kabinet  Ali II


Beberapa hari sesudah Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya, Presiden Sukarno menunjuk Ali Sastroamijoyo menjadi formatur. Kabinet yang mendapat dukungan luas ini memberi harapan untuk bisa menjalankan programnya yang terperinci. Adapun pokok programnya ialah :

1. 
Pembatalan KMB

2. 
Perjuangan Irian Jaya

3. 
Memulihkan keamanan dan ketertiban

4. 
Melaksanakan keputusan Konferensi A.A.

Persoalan berikut yang segera ditangani Kabinet ialah pemilihan DPRD. Sementara pemilihan belum dilaksanakan maka sesunan perwakilan di daerah-daerah disesuaikan dengan suara yang diperoleh tiap partai dalam pemilihan 29 Sep 1955. Dalam usaha pembangunan Kabinet Ali II mempunyai kementerian negara Urusan Perencanaan dengan menterinya Juanda.


Pada 1956 protes yang tidak langsung itu dicarikan sebagai sasarannya orang Cina. Penggerak protes ini adalah Assat, bekas Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir dan Pejabat Presiden RI ketika Sukarno menjabat Presiden RIS, dengan bantuan pengusaha-pengusaha Nasional (pribumi). Atas protes itu pemerintah menegaskan tekadnya untuk membantu usaha-usaha pribumi. Melihat perkembangan itu semua ternyata Kabinet Ali II menemui banyak hal yang sangat mengurangi kewibawaannya teutama yang bersumber pada korupsi dan berbagai penyelewengan. Ketidaksanggupan kabinet dalam menjalankan kebijaksanaan politik didaerah-daerah terbukti dengan timbulnya perebutan kekuasaan didaerah-daerah oleh pihak militer, terutama di Sumatra dan Sulawesi.


Pada akhir 1956 Presiden mengemukakan gagasannya untuk mengubur partai-partai serta menyatakan bahwa ia telah mempunyai konsepsi politik untuk mengatasi keadaan yang tiada karuan itu. Melihat perkembangan yang berlarut-larut pada akhir tahun 1956 dan awal 1957 Presiden kemudian menuangkan gagasannya itu pada tanggal 21 Februari 1957 dalam apa yang disebut "Konsepsi Presdiden". Pergolakan meluas sampai ke Sulawesi, tanggal 2 Maret 1957 berdirilah Dewan Perjuangan Semesta (PERMESTA) dibawah pimpinan Letkol Sumual. Dewan ini memperjuangkan dilaksanakannya Piagam Perjuangan Semesta yang memuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah yang secara adil. Menyadari ketidakmampuannya kabinet Ali pada tanggal 14 Maret 1957 mengembalikan mandat kepada Presiden, yang kemudian menyatakan seluruh Indonesia dalam keadaan SOB (darurat). Pada masa kabinet Ali II ini, terjadilah peristiwa penting yaitu putusnya kerja sama Sukarno-Hatta sebagai Dwitunggal. Putusnya Dwitunggal secara resmi terjadi pada tanggal 1 Desember 1956 dengan pengunduran diri Bung Hatta sebagai wakil Presiden. Komentar Bung Hatta : Dwitunggal sudah tanggal " atau Dwitunggal sudah menjadi dwitanggal.

j. Kabinet  Karya

Setelah kabinet Ali II mengembalikan mandat, Presiden kemudian menunjuk Suwiryo Ketua umum PNI, menjadi formatur. Meskipun Suwiryo diberi waktu yang longgar, bahkan diberi mandat untuk membentuk kabinet karya, tetapi usahanya gagal.  Adapun program yang disusun Presiden ialah :

1. 
Membentuk Dewan nasional

2. 
Normalisasi keadaan RI

3. 
Melanjutkan pelaksanaannya pembatalan KMB

4. 
Perjuangan Irian jaya

5. 
Mempercepat pembangunan

Lebih nyata tindakan inkonstitusional ialah kedudukan Presiden sebagai Ketua Dewan nasional yang dibentuk dalam bulan Mei 1957. Menurut UUDS pejabat-pejabat pada Alat perlengkapan Negara tidak boleh mempunyai jabatan rangkap. Kedudukan KK sangat penting bagi perkembangan kenegaraan di Indonesia meskipun hanya berkuasa kira-kira 2 tahun saja. Banyak hal yang terjadi pada masanya menentukan kedudukan negara dan masyarakat Indonesia dikemudian hari, baik yang menyangkut sistem pemerintahan dan demokrasi maupun perjuangan menghadapi Belanda.

k. Pergolakan PRRI - PERMESTA


Tepat pada masa berlakunya ultimatum habis, gerakan Lubis-Husein mendirikan PRRI yang berkedudukan di Bukittinggi dibawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara, bekas Presiden PDRI. Permesta pada hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI, sehingga gerakan mereka bersama disebut PRRI-PERMESTA. Kini Permesta berpusat di Menado menumpang Markas Dewan Manguni yang didirikan pada tanggal 17-2-1958 dibawah pimpinan Mayor Somba. Karena itu KSAD kemudian memerintahkan penangkapan pemimpin-pemimpin PRRI-PERMESTA. Termasuk grup Permesta ialah Warrouw, Saleh Lahade, Somba dan Sumual. Diluar dugaan, operasi gabungan TNI dengan cepat menguasai keadaan tanpa pertempuran yang berarti, kecuali di Sulawesi Utara. Pemulihan keadaan dilakukan oleh operasi Tegas di Riau dibawah pimpinan Letnan Kolonel Keharudin Nasution, operasi 17 Agustus di Sumbar oleh Kolonel A.Yani operasi Merdeka di Sulawesi Utara oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat dan operasi Mena dibawah pimpinan Letnan Kolonel Pieters dll.


Semua sukses itu menyebabkan prestise ABRI khususnya Angkatan Darat naik dan menyebabkan orang lupa akan kericuhan yang terjadi sebelumnya. Dalam perkembangan selanjutnya akan AD merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang sangat menentukan nasib negara dan bangsa Indonesia. Begitu juga  dengan prestise Presiden. Meski ia sendiri tidak mempunyai ikatan formal dengan partai-partai, tetapi kedudukannya kini menjadi sangat kuat.


Rencana resolusi yang mendesak Belanda supaya mau merundingkan persoalan itu ditolak oleh Majelis Umum PBB sehingga pemerintah RI, lewat Menlu Subandrio, mengumumkan akan menempuh "jalan lain" untuk membebaskannya. Untuk lebih menjamin terlaksananya program pembebesan Irian Barat pada 10 Februari 1958 pemerintah membentuk FNPIB. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya kedalam wilayah kekuasaan RI pada hakekatnya adalah perjuangan pembentukan keutuhan Wilayah negara. Bersamaan dengan meningkatnya perjuangan penyatuan Irian Jaya KK meninggalkan warisan berharga berupa penentuan batas wilayah perairan atau laut dari 3 menjadi 12 mil laut, dihitung dari garis pantai pada waktu air laut surut.


Pemerintah RI mengeluarkan pernyataan bahwa mulai tanggal 13 Desember 1957 lebar laut wilayah RI adalah 12 Mil laut, diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik ujung terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Karena deklarasi itu dikeluarkan oleh KK yang dipimpin oleh PM Juanda, maka pernyataan itu juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Dengan demikian maka laut yang diantara pulau-pulau wilayah Indonesia menjadi wilayah RI. Itulah yang disebut laut pedalaman. Dalam melaksanakan program pembangunan KK mengalami banyak kesukaran, terutama dalam hal pembiayaan. Meskipun demikian KK berusaha juga mengadakan pembangunan diberbagai bidang. Usaha mencukupi kebutuhan modal pemerintah telah memperoleh kredit dari Uni Sovyet dan Exim Bank di Washington. Selain itu usaha untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil orang Indonesia, petani, koperasi dan konsumen, Menteri Perdagangan Rachmat Mulyomiseno mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 14 Mei 1959, yang isinya melarang orang asing berdagang eceran dikota-kota kecil atau pedesaan.


Sementara usaha memulihkan keamanan yang terganggu karena pergolakan daerah telah menunjukkan hasil yang baik. Usaha memecahkan persoalan yang berkenaan dengan sistem politik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia belum berhasil. Persoalan lain ialah demokrasi macam apa yang akan dipraktekkan di Indonesia, lebih-lebih setelah konsepsi Presiden dan dikemukakannya gagasan demokrasi terpimpin. Persoalan baru yang ikut menentukan perkembangan politik di Indonesia ialah Dwi Fungsi ABRI. Sepanjang sejarah ABRI selalu menunjukkan sumbangan dan peranannya yang besar, juga dalam persoalan-persoalan non-militer.


Kalau keadaan SOB sudah diakhiri, maka ikut sertanya ABRI dalam kegiatan-kegiatan non militer akan hilang, maka saluran baru yang memungkinkan ABRI tetap bisa berdwifungsi harus ditemukan kembali : UUD 45 yang antara lain menetapkan bahwa keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan wakil-wakil daerah serta golongan-golongan dalam masyarakat atau golongan fingsional. Oleh karena itulah jalan formal yang paling baik, sementara konstituante tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan, ABRI khususnya KASD Nasution mendesak agar UUD 45 diundangkan lagi. Prosedur kembali ke UUD 45 menurut putusan sidang KK tanggal 19 Februari 1959 Presiden akan menyampaikan amanat kepada Konstituante berisi permintaan agar UUD 45 diundangkan kembali.


Presiden Sukarno menyampaikan dekrit Presiden kepada seluruh rakyat tanggal 5 Juli 1959, isi pokok dekrit itu ialah pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 45 dan pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkatsingkatnya. Dinyatakan bahwa piagam Jakarta menjiawai UUD 45. Dengan berlakunya kembali UUD 45, roda demokrasi terpimpin dan dwi fungsi ABRI menemukan landasannya untuk mulai berputar.

B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sebagai lembaga hasil pemilu yang bertugas membuat konstitusi, maka pada tanggal 10 Nopember 1956, Dewan Konstituante mulai bersidang yang dibuka dengan pidato Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan agar Dewan Konstituante menetapkan UUD Republik Indonesia tanpa menyebutkan pembatasan masa kerja. Selama masa kerjanya, Dewan Konstituante selalu tidak menghasilkan kata sepakat karena anggota-anggotanya selalu berpidato tanpa berkeputusan. Sementara itu kondisi Negara semakin kacau, karena praktek politik, perekonomian yang semakin memburuk, dan berkembangnya gerakan separatis.

Dalam situasi seperti itu pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato l;agi di depan siding Dewan Konstituante’ Dengan mengatasnamakan pemerintah Presiden Soekarno menganjurkan agar supaya dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin , Dewan Konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia yang tetap. Menanggapi usul tersebut Dewan Konstituante melaksanakan pemungutan suara, setelah terlebih dahulu blok Islam mengusulkan amandemen agar naskah UUD 1945 ditambah dengan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usul ditolak karena yang vsetuju 201 dan yang menolak 265. Pada tanggal 30 Mei 1959 pemungutan suara dilanjutkan kembali, namun tidak memenuhi quorum. Sesuai aturan pemungutan suara dilakukan dua kali lagi, maka tanggal 2 Juni 1959 diadakan lagi pemungutan suara, dan hasilnya kembali nihil. Oleh karenanya tanggal 3 Juni b1959 Dewan Konstituante mengadakan reses, yang ternyata itu merupakan reses untuk selamanya.

Dalam keadaan kritis itulah dimana kondisi Negara membahayakan kesatuan dan persatuan maka Presiden Soekarno yang didukung sepenuhnya oleh militer melakukan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tepatnya pada hari Minggu jam 17.00 di Istana Merdeka. Dalam Dekrit tersebut Presiden membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Dekrit Presiden yang didukung sepenuhnya oleh TNI AD disambut oleh rakyat dan juga DPR. 

C. Masa Demokrasi Terpimpin

Berdasarkan UUD 45 yang kini berlaku kembali, Presiden Sukarno langsung memimpin pemerintahan. Ia bukan saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan. Ia membentuk Kabinet Kerja yang menterinya tidak terikat kepada partai. Adapun program kabinet kerja ialah :

1.
Memperlengkapi sandang pangan rakyat

2.
Menyelengarakan keamanan rakyat dan negara

3.
Melanjutkan  perjuangan  menentang  imperilaisme  ekonomi dan imperialisme politik.

Program itu kemudian hendak dijalankan dengan pedoman yang diuraikan oleh Presiden tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kelak uraian itu akan ditetapkan menjadi GBHN oleh MPRS dan dikenal sebagai Manifesto Politik yang berintikan USDEK, jadi Manipol boleh disebut kitab suci dari Demokrasi terpimpin.


Kesukaran ekonomi belum teratasi pada saat RI mulai menggunakan kembali UUD 45. Salah satu tindakan untuk menyehatkan keuangan negara yang dilanda inflasi ialah menggebiri rupiah yang diumumkan oleh pemerintah tanggal 25 Agustus 1959 hingga rupiah tinggal bernilai 10 % nya saja dari nilai nominal. Dalam usahanya berdikari Pemerintah mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan tenun ATBM yang terdapat diberbagai daerah. Tenun yang dihasilkan adalah jenis kain lurik, menurut pengamatan umum usaha pertenunan ATBM waktu itu memberikan keuntungan yang besar.


Dalam usahanya menggalang persatuan Presiden memaklumkan prinsip Nasakom. Hanya dengan persatuan itu bangsa Indonesia bisa menjadi kuat dan mampu menghasilkan program Kabinet kerja yang ketiga. Tahun 1962 merupakan tahun  kejayaan Sukarno. Cukup beralasan kalau pidatonya dalam memperingati HUT RI diberi judul Tahun Kemenangan. Disatu pihak seperti telah disebut dimuka perjuangan pembebasan Irian Barat telah berhasil, dilain pihak pemulihan keamanan dan ketertiban dalam negeri begitu pula.


Perjuangan tidak hanya dilakukan di Irian Jaya tetapi Indonesia juga mengharapkan Serawak wilayah Kalimantan Utara masuk menjadi wilayah Kesatuan Indonesia. Soekarno selaku Presiden menyerukan untuk berjuang memperebutkan wilayah itu sehingga muncullah Dwikora. Arti Konfrontasi mengganyang Malaysia kabur bagi rakyat banyak, tanggal 3 Mei 1964 Presiden telah mengomandokan Dwikora. Bagi rakyat banyak, permasalahan Malaysia dengan Dwikora masalahnya memang lain dibanding dengan pembebasan Irian Barat dengan Trikoranya. Disamping itu kesulitan ekonomi telah begitu memuncak hingga rakyat menjadi acuh tak acuh. Konfrontasi melawan Malaysia ternyata juga mempersulit kedudukan Indonesia dalam percaturan internasional. Karena itu Indonesia pada tanggal 7 Januari 1965 menyatakan diri keluar dari PBB.


Perkembangan pada tahun 1965 menunjukkan tumbuhnya ketegangan sosial politik yang makin meninggi. Hubungan Sukarno dan AD tegang karena perbedaan sikap terhadap PKI. Diantara partai-partai pada tahun 1965 yang paling kawatir adalah PKI, hampir semua kekuatan sosial-politik memusuhinya, termasuk AD.
PKI menggerakkan pemberontakan Oktober 1965 yang terkenal dengan gerakan 30 September, tetapi malang bagi PKI, GESTAPU dapat ditumpas oleh kekuatan sosial politik dan militer yang non atau anti PKI. Kegagalan GESTAPU ternyata tidak hanya menyebabkan kehancuran PKI, tetapi juga keruntuhan Presiden Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya. Sejak 1966 Indonesia mulai dengan Orde Baru yang memperjuangkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen sebagai lawan dari Orde Lama atau Orde Penyelewengan.

 a. Irian Jaya dan Pemulihan Keamanan

Berbagai jalan damai telah ditempuh oleh pemerintah Republik sampai 1957, tetapi tanpa hasil. Politik Konfrontasi ekonomi kemudian ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang. Pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warganegara Belanda yang bekerja di Indonesia dilepas. Dibentuklah pada tahun itu Front Pembebesan Irian Barat. Tanpa menanti persetujuan PBB, Belanda kemudian mendirikan negara "Boneka" Papua dengan lagu Papua dan Bendera Papua. Tindakan Belanda tersebut menantang Indonesia untuk bertindak lebih tegas dan cepat. Pemerintah memutuskan untuk mengerahkan semua dana dan daya guna pembebasan Irian jaya. Pada tanggal 19 Desember 1961 diperintahkanlah Tri Komando Rakyat di Yogyakarta oleh Presiden Sukarno. 


Dunia menyambut Tri Komando Rakyat dengan puas karena sebelumnya mereka cemas kalau-kalau Indonesia akan memaklumkan perang kepada Belanda. Untuk menyelenggarakan perjuangan TRIKORA, dibentuklah Komando Mandala yang berkedudukan di Makasar. Sebelum Komando Mandala bekerja aktif ada penyusupan ke Irian Barat, antara lain yang kemudian berakibat terjadinya pertempuran Arafuru, 15 Januari 1962. Dalam pertempuran itu tenggalamlah kapal Macan Tutul beserta gugurnya Deputy I KSAL Komodor Yos Sudarso. Melihat kesungguhan pihak Indonesia, seorang Diplomat Amerika Serikat, Ellswort Bunker, mengajukan usul pada bulan Maret 1962, yang kemudian dikenal sebagai rencana Bunker. Dengan cepat pihak RI menerima prinsip-prinsip Bunker yang ternyata menambah simpati dunia terhadap RI.


Indonesia dan Belanda mengadakan persetujuan 15 Agustus 1962, yang kemudian diterima oleh DPR kedua negara. Dengan demikian cita-cita memasukkan Irian Jaya kedalam kekuasaan RI sebelum 1 januari 1963 tercapai, ditandai dengan penerunan Bendera Belanda dan pengibaran Sang Saka pada tanggal 31 Desember 1962. Penyelesaian sengketa Irian jaya membuka jalan bagi persahabatan RI - Belanda. Lebih-lebih setelah 1965, hubungan RI - Belanda begitu mesra dan banyak sekali bantuan dari pihak Belanda kepada RI melalui IGGI.


Sesudah mendapat pengakuan internasional pada 27 Desember 1949, RI menghadapi persoalan pembangunan. Persoalan ini sulit dipecahkan diantaranya karena tahun 1962 banyak gangguan keamanan yang timbul. Sebagian dari gangguan tersebut antara lain : Pemberontakan Andi Aziz di Ujung Pandang, Pemberontakan APRA di Jawa Barat, Pemberontakan RMS, kesemuanya dapat dipadamnkan. Adapun gangguan-gangguan lainnya adalah:

1. 
DI-TII Kartosuwiryo Di Jawa Barat dan Jawa Tengah

2. 
DI-TII di Aceh

3. 
DI-TII Di Sulawesi Selatan

4. 
Pemberontakan KRYT di Kalimantan Selatan

5. 
Sisa-sisa Republiken  Maluku Selatan

  b. Pemberontakan PKI 1965

Kita ketahui bahwa pada 1948 PKI melakukan pemeberontakan yang bermula di Madiun. Nampak bahwa pemberontakan itu mudah ditumpaskan. Jika pemberontakan 1965 berakibat dilarangnya PKI, maka pemeberontakan 1948 tidak diikuti larangan atas partai tsb.  Sesudah pengakuan kedaulatan pimpinan PKI berada ditangan Alimin dan Tan Ling Jie, orang-orang dari golongan tua. Tetapi sejak 1951 pimpinan PKI jatuh ketangan tokoh-tokoh muda, D.N. Aidit, Nyono, Lukman, Sudisman, dan Alimin sebagai satu-satunga tokoh tua. Aidit dan Lukman baru saja kemabali dari RRC pada bulan Juli 1950 untuk memperoleh pendidikan dan latihan disana, sesudah pemberontakan PKI tahun 1948 gagal. 


Menghadapi aksi anarkis dari kaum buruh pro PKI, Kabinet Sukiman yang berkuasa pada saat itu bertindak tegas dengan melakukan penangkapan-penangkapan atas diri tokoh- tokoh PKI/buruh. Sukarno semdiri nampaknya merestui penangkapan tsb. Namun tuntutan hukum atas pelaku-pelaku tsb tidak disampaikan kepengadilan, setelah keadaan nampak tenang Kabinet Wilopo menggantikan kabinet Sukiman. Perkembangan keanggotaan PKI sangat cepat, disamping perkembangan kuantitatif yang mengagumkan, organisasi PKI tersusun rapi, diplinnya kuat dan bersih dari berbagai skandal (korupsi, dll).


Seperti dalam periode yang mendahului PKI yang sekarangpun pandai berpropaganda, berbagai keadaan dan kondisi sosial yang dihadapi dapat dimafaatkan dengan baik. Disamping itu PKI juga pandai mengeksploitir ketenaran dan kewibawaan Presiden Sukarno. Berbagai slogan atau pernyataan Sukarno diambil alih seolah-olah itu slogan atau pernyataan PKI, sehingga banyak rakyat yang mengidentifikasikan PKI dengan Sukarno lebih daripada mengidentifikasikan PNI. Kerja sama PKI-PNI terjalin sejak kabinet Wilopo, lebih-lebih sesudah meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952.Kerja sama semakin akrab dimasa kabinet Ali I, karena kabinet yang berintikan anggota-anggota PNI dan NU tidak mungkin bertahan tanpa dukungan PKI. Sebaliknya PKI memanfaatkan situasi itu untuk kepentingannya sendiri.


Dari sekian banyak partai memang PKI yang paling cerdik menanggapi keadaan. Ia nampak sebagai partai paling juara dalam berbagai hal : organisasi yang rapih, disiplin yang baik, bersih tetapi juga cerdik dalam aksi-aksi yang bergaya revolusioner sosialis. Melihat keadaan yang tegang Sukarno mengajak partai-partai menandatangani Deklarasi Bogor, 12 Desember 1964. Yang isinya : kesediaan partai-partai untuk memelihara kerukunan nasional berdasar prinsip Nasakom.


Pada tahun 1962 Bung Karno telah merintis perlunya persatuan nasionalisme, Islamisme dan marxisme demi tercapainya tujuan perjuangan kemerdekaan. Bung Karno yang semasa demokrasi terpimpin memerlukan dukungan PKI, menghidupkan kembali gagasan persatuan tersebut dengan menciptakan persatuan golongan Nasionalis, Agama dan Komunis yang terkenal dengan singkatan Nasakom. Berkat kepandaian PKI, Nasakom diidentikkan dengan pancasila. Siapa menerima Pancasila berarti menerima Nasakom, PKI demi keselamatannya juga menerima, meski dengan tujuan dan pengertian sendiri.


Pada masa demokrasi terpimpin, ketagangan sosial-politik telah menjadi-jadi, sehingga terlihat rasa saling mencurigai, antara partai dengan partai, antara partai dengan ABRI, serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka bersaing untuk mendominasi. Presiden Sukarno justru membiarkan ketegangan sosial-politik itu berlangsung terus karena dengan demikian, ia yang tak mempunyai partai sendiri akan diperlukan untuk menjadi penjaga keseimbangan berbagai kekuatan politik yang bersaing itu.


Awal 1965 tersiar kabar bahwa para perwira tinggi AD membentuk Dewan Jendral. Tetapi Dewan Jendral itu ditafsirkan oleh PKI sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Sukarno. Isue Dewan Jendral dan Dokumen Gilchrist itu mengganngu bukan hanya Presiden dan pembantu- pembantunya tetapi juga PKI. Karena itu PKI harus menjalankan aksi balasannya.


Setelah Dewan Revolusi berdiri, maka disusunlah rencana untuk mendahului tindakan Dewan jendral. Dewan Revolusi dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa, Pemuda Rakyat dan beberapa kesatuan yang pro komunis dari Diponegoro dan Brawijaya, bertindaklah pada tanggal yang telah ditetapkan dengan menculik dan membunuh perwira tinggi AD yang anti komunis di Lubang Buaya. Yang berhasil diculik dan dibunuh dengan kejam yakni Jendral A. Yani, dan pembantu-pembantunya, Jendral-jendral: Suprapto, Haryono, S.Parman, Panjaitan dan Sutoyo, sedang Jendral nasution dapat meloloskan diri, tetapi anaknya yang bernama Ade Irma Suryani meninggal, dalam coup itu gugur pula perwira-perwira : Tendean dan Satsuit Tubun. Penculikan dan pembunuhan semacam juga terjadi di Yogyakarta, korbannya adalah : Kol. Katamso dan Letkol Sugiyono. 


Koran Komunis Warta bakti, edisi 1 Oktober 1965, sore dan Harian Rakyat, edisi 2 Oktober 1965, keduanya terbit di Jakarta, memberitakan secara menyolok bahwa peristiwa 1 Oktober 1965 adalah kejadian intern AD suatu hal yang kemudian ditelan oleh sarjana-sarjana Cornell dalam penerbitan khusus yang kelak dikenal sebagai Cornell Paper. Nama gerakan itu adalah Gerakan Tigapuluh September yang biasa disingkat G 30 S PKI, tetapi sering juga disebut GESTAPU. 


Meskipun Aidit dengan lantang pernah mengemukakan betapa kuat PKI pada 1965 itu, tetapi percobaan coup yang dilakukan oleh partai ini mengalami kegagalan seperti pada tahun 1948. Menyadari adanya kekosongan pimpinan AD waktu itu Mayjen Suharto, memimpin gerakan balasan. Didaerah-daerah kekuatan-kekuatan Gestapu juga cepat dihancurkan. Dalam keadaan yang kacau mudahlah pasukan-pasukan dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang anti PKI membentuk berbagai kesatuan Aksi menindas pemberontakan itu. Nama Suharto tiba-tiba menjadi sangat mashur bukan saja sebagai tokoh militer tetapi juga sebagai tokoh politik. Totoh-tokoh lain yang tidak kalah populer ialah Kolonel Sarwo Edi Wibowo dengan Pasukan Baret Merahnya, yang banyak berjasa dalam penumpasan Gestapu-PKI.

D. Latihan Soal
Kerjakan latihan soal di bawah ini untuk mengukur kemampuan Anda memahami materi kegiatan belajar ini !

1. Jelaskan beberapa penyimpangan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama!

2. Jelaskan tiga kekuatan politik yang berpengaruh pada saat berlangsungnya Pemerintahan Orde Lama!

3. Buat análisis mengapa kabinet di Indonesia masa Orde Lama sering jatung bangun!

4. Anallisislah sistem pemerinitahan yang paling cocok untuk Indonesia!

5. Jelaskan hambatan yang muncul dalam membentuk pemerintahan Indonesia pada periode awal


                              INDONESIA MASA ORDE BARU

A. Pengertian Orde Baru

Nama Orde Lama sendiri sebenarnya datang  dari rezim pengganti orde lama yang menamakan kelompoknya sebagai Orde Baru. Suatu orde yang dalam konsep semula ingin mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Juga suatu orde yang ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Secara umum orde baru ini disimboliskan sebagai  pemerintahan Presiden Soeharto. Sedangkan nama Orde Lama baik langsung atau tidak, disimbolkan dalam orde kepemimpinan Presiden Soekarno, yang dimulai sejak diberlakukannya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan gagasan Presiden Soekarno, yang dimaksudkan sebagai pengganti demokrasi liberal atau yang sering juga dikenal sebagai demokrasi parlementer.

Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang didukung penuh oleh militer maka secara formal berakhirlah demokrasi parlementer di Indonesia, sebab semua sistem yang berlaku dalam kehidupan bebangsa dan bernegara mendasarkan pada konstitusi yang berlaku yaitu UUD 1945, meskipun  dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan konsep semula. Dengan mendasarkan pada UUD 1945 tersebut maka pemegang pemerintahan adalah Presiden, bukan lagi Perdana Menteri Tetapi menurut Herberh Feith & Lance Coster dalam buku Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, periode demikrasi parlementer boleh dianggap berakhir Maret 1958, ketika terjadi pertentangan yang amat seru antara pusat dan daerah dan berujung pembrontakan PRRI/Permesta. Kekalahan pembrontak yang begitu cepat dan pengambilalihan semua milik Belanda, disusul dengan susunan politik baru, membuat parpol-parpol menjadi lemah dan peran para pemimpin ABRI menjadi jauh lebih besar.

Pidato Presiden Soekarno pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1960 berjudul Kembali ke Jalur Revolusi, oleh MPRS yang kemudian ditetapkan sebagai Manifesto Politik (Manipol) menjadi Garis-Garis Besar Halauan Negara. Parpol maupun perorangan, yang dinilai menyimpang dari Manipol, disingkirkan. Masyumi dan PSI dibubarkan, tokoh-tokohnya dipenjarakan, termasuk tokoh oposisi yang tergabung dalam Liga Demokrasi. Setelah membubarkan BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme), terakhir kali Bung Karno membubarkan partai Murba.

Berdasarkan UUD’45 yang kini berlaku kembali, Presiden Soekarno disamping bersifat penggerak atau penganjur dibanding pengatur.Program Kabinet Juanda sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Oleh karena itu Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja yang menteri-menterinya tidak terikat pada partai.Berhubung sejak Hatta mengundurkan diri RI tidak punya Wakil Presiden, maka Presiden Soekarno mengangkat Juanda sebagai menteri pertama yang langsung di bawah Presiden. Presiden. Soekarno sendiri berperan sebagai pemimpin tertinggi yang lebih berperan sebagai penganjur. Program Kabinet yaitu:

1)Memperlengkapi sandang pangan rakyat

2)Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara

3)Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).

Program ini hendak dijalankan dengan pedoman yang diuraikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan dikenal sebagai Manisfesto Politik atau kitab suci dari demokrasi terpimpin.

Di pihak lain ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan yan luar biasa. Saat itu terjadi inflasi yang cukup tinggi Untuk mengatasi inflasi, pemerintah memotong nilai rupiah sehingga tinggal bernilai 10% saja dari nilai nominalnya pada tanggal 25 Agustus 1959. Tindakan ini menimbulkan pro dan kontra namun masyarakat Indonesia berharap ada tindakan yang kongkrit untuk membangun Indonesia.

Saat pemotongan nilai uang ini harga-harga menjadi murah tetapi daya beli masyarakat sangat rendah  karena tidak memiliki uang. Ketika jumlah uang di masyarakat bertambah cepat dan rakyat mulai mampu membeli, harga barang kembali naik. Dengan demikian kehidupan perekonomian rakyat kembali terpuruk. Dari berbagai analisis, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu keterpurukan tersebut. Faktor – faktor yang dimaksud sebagai penyebab yang memicu keterpurukan  antara lain :

1)Penghasilan negara berkurang

2)Pengambil alihan perusahaan Belanda (nasionalisasi perusahaan)

3)Lembaga yang ditugaskan untuk mempercepat tercapainya sosialisme Indonesia ternyata hanya menguntungkan pemimpinnya saja

Dalam usaha berdikari pemerintah mendorong berdirinya perusahaan tenun ATBM yang terdapat di berbagai daerah. Perusahaan ini memberikan keuntungan yang besar tetapi sayangnya keuntungan itu tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan teknik produksi karena para pengusaha beranggapan tidak ada teknik pertenunan yang lebih baik lagi di masa depan. Pada masa pemerintahan Soeharto ATBM tersebut mati karena kalah bersaing dengan pabrik tekstil modern.

Untuk menggalang persatuan Presiden menggulirkan prinsip Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dengan maksud sebagai pencerminan golongan dalam masyarakat. Golongan Nasional dan Agama yang sebenarnya mempunyai pandangan yang bertentangan dengan komunis tak berdaya, karena takut dicap komunistopobi (takut kepada komunis).

Tanda-tanda keberhasilan pemerintah dalam menaikkan taraf hidup masyarakat (program sandang pangan) belum terwujud, sementara perjuangan pembebasan Irian Barat semakin menggelora. Untuk memperkuat kedudukan, Presiden Soekarno mengajarkan Resopim (Revolusi, Sosialisasi Indonesia, Pimpinan Nasional) yang diucapkan dalam pidato memperingati hari ulang tahun RI 17 Agustus 1961. Menurutnya, sosialisasme hanya dapat dicapai melalui revolusi yang dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yaitu PBR (Pimpinan Besar Revolusi). Oleh karena itu seluruh pejabat termasuk pimpinan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara diberi pangkat menteri sehingga kedudukannya dibawah presiden. Meskipun demikian Soekarno tidak dianggap ditaktor, karena yang terjadi adalah pembagian kekuasaan dengan kekuatan sosial politik melalui musyawarah.

Pada tahun 1962 Presiden Soekarno berpidato dengan judul ”Tahun Kemenangan”. Dalam pidato tersebut disebutkan tentang keberhasilan pembebasan Irian Barat, pemulihan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Mulai saat itulah sebagian besar masyarakat Indonesia merasa optimis bahwa Indonesia akan menuj ke arah yang lebih baik, apalagi n membaik.perekonomian saat itu mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah yang semaki

Pasca Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat, Indonesia dihadapkan pada kondisi dan situasi konfrontasi dengan Malaysia, yang dikenal dengan istilah ”Ganyang Malaysia”. Arti Ganyang Malaysia itu sendiri oleh sebagian masyarakat Indonesia agak kurang dimengerti maknanya. Mereka kurang memahami mengapa Malaysia harus diganyang. Militer, khususnya AD kurang mendukung, meskipun pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden telah mengumandangkan Dwikora yang isinya:

1)Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.

2)Bantulah perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk memerdekakan diri dan membubarkan Malaysia.

Pengganyangan Malaysia ternyata lebih menguntungkan PKI, mereka menggunakan isu tersebut untuk memberikan latihan militer kepada para pemuda komunis. Bahkan hampir saja PKI berhasil memaksa pembentukan angkatan V. Namun  pimpinan ABRI khususnya Menpangab Jend. A. Yani menolah dibentuknya angkatan V dan nasakomisasi pimpinan ABRI, sebab menurut konstitusi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI sekarang TNI)  terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementrian yang bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. 

Pada pra G30S, terjadi konflik tertutup yang cukup panas antara Angkatan darat dengan PKI terutama untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional paska Presiden Soekarno. Belakangan disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama dalam kaitannya dengan Dwikora, Angkatan Darat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan operasi militer dibandingkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk Angkatan V sebagai bantuan sukarelawan.

PKI sendiri melaksanakan pelatihan pada para anggotanya dari berbagai unsur ormasnya dalam bentuk latihan militer, meski ada yang menyatakan atau menyebutkan bahwa latihan yang diikuti unsur-unsur PKI tersebut sebenarnya adalah latihan resmi untuk sukarelawan baik dari kalangan Nasionalis maupun Agama. Tetapi yang jelas, dari berbagai  kesaksian  para tahanan politik dari anggota PKI pasca Gerakan 30 S, didapatkan data bahwa latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur komunis seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani dibandingkan unsur-unsur lain.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September yang gagal,. Presiden Soeharto dengan Supersemarnya serta dukungan militer khususnya Angkatan Darat akhirnya membubarkan PKI dan ormas-ormasnya diantaranya Pemuda rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia dan SOBSI yang dituduhkan merupakan unsur Angkatan Kelima. Selain itu juga mengadakan gerakan operasi yang dikatakan sebagai ”pembersihan”. Pemerintah  pasca Supersemar.  Dibawah Mayor Jendral Soeharto dilakukan penahanan terhadap para perwira militer yang dikatakan terlibat dalam Gerakan 30 September dan yang melatih ”Angkatan Kelima”.Gerakan 30 September sendiri hingga kini masih mengundang kontroversial. Yang jelas baik langsung atau tidak dan dengan ditambah berbagai faktor, peristiwa Gerakan 30 September membawa Presiden Soekarno pada proses kejatuhan pemerintahannya.

Mulai bulan April 1966, AD melancarkan gerakan kembali ke UUD ’45 secara murni dan konsekuen, yang kemudian mendapat bentuk sebagai Orde Baru (Orba) lawan dari Orde Lama (Orla) yaitu orde yang telah menyelewengkan Pancasila dan UUD ’45.

Sebagai langkah selanjutnya diusahakan penyusunan kembali MPRS dengan embersihkan anasir-anasir G-30-S PKI Sesudah Lembaga Negara tersusun kembali ditetapkanlah tanggal sidangnya yaitu dari 20 Juni – 5 Juli 1966, di bawah ketuanya, Jendral Nasution.

Di antara keputusannya yang penting ialah :

1)TAP No. IX/MPRS?66 berisi pengukuhan Super Semar. Dengan demikian maka Presiden Sukarno tidak bisa mencabutnya.

2)TAP No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.

3)TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pencabutan TAP No. III/MPRS/63 yang berisi pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup.

4)TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pemberian kekuasaan kepada Jendral Suharto untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan programnya Catur Karya.

Dwidharma ialah menciptakan :

1)Kestabilan politik;

2)Kestabilan ekonomi

Sedang Catur Karya ialah :

1)Memenuhi sandang-pangan;

2)Pemilu;

3)Politik luar negeri bbas-aktif;

4)Melanjutkan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme

Dalam sidang umum MPRS 1966 Presiden Sukarno diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya pemberontakan Gestapu, kemerosotan ekonomi dan moral. Presiden Sukarno memenuhi permintaan MPRS itu dalam pidatonya pada tanggal 22 Juni 1966 yang diberi judul Nawaksara (9 pokok uraian).

Sidang umum MPRS kurang puas dengan Nawaksara karena tidak jelas dan Presiden tetap tidak mau mengutuk Gestapu PKI dan memberikan keterangan yang memuaskan tentang kemerosotan ekonomi dan kemerosotan moral. Karena itu MPRS meminta agar Presiden mau memberi pelengkap atas Nawaksara.

Presiden memberikan pelengkap Nawaksara itu tertanggal 10 Januari 1967. isinya ternyata tidak memuaskkan karena lebih merupakan pengelakan tanggung jawab daripada pertanggung jawaban. Ketidakpuasan yang meluas ditanggapi oleh DPRGR dengan mengajukan resolusi pada tanggal 3 Februari 1967 yang meminta  MPRS mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967 dan meminta Pangkopkamtib (Pengemban Tap MPR No. IX) untuk memberi keterangan tentang hubungan Presiden Sukarno dengan Gestapu.

Ini tentulah suatu bahaya bagi kedudukan Presiden Sukarno, karena itu ia pada tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Suharto, untuk melegakan rakyat.

Meski demikian sidang istimewa MPRS tetap berlangsung sebagaimana direncanakan, Jendral Suharto, memenuhi resolusi DPRGR dan permintaan pimpinan MPRS. Pada pokoknya ia menerangkan bahwa Sukarno bukan komunis tetapi karena keyakinan akan ajaran Nasakomnya ia menjadi pelindung dan pembela PKI.

Berdasarkan laporan Jendral Suharto beserta berbagai kebijaksanaan Presiden Sukarno yang dinilai tidak memuaskan maka MPRS mengeluarkan TAP XXXIII/MPRS/1967, yang dinyatakan mulai berlaku 22 Februari 1967, yang isinya :

1) Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Sukarno;

2) Melarang Ir. Sukarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang;

3)Menetapkan Jendral Suharto menjadi Pejabat Presiden.
B. Perkembangan Politik Pemerintahan Orde Baru
Pemerintah Orde Baru (Orba) berusaha menjalankan pemerintahan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, dalam prakteknya banyak tindakan-tindakan pemerintah yang mengingkari kedua sumber tertib hukum tersebut.Sebagai contoh masalah pemilihan umum dan penyelenggaraan penetaran P4. Untuk menganalisis masalah politik, dalam konteks ini akan dikaji secara sepintas  dari sudut pandang dalam dan luar negeri secara umum sebagai berikut.

1. Politik Dalam Negeri

a). Pemilihan Umum

Pemerintah Orde Baru berkeinginan membangun system pemerintahan yang berdasar azas demokrasi Pancasila.Wujud dari demokrasi Pancasila diantaranya adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara demokratis dalam pemilu. Wakil-wawkil rakyat yang duduk dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih secara langsung oleh rakyat. Mereka ini secara demokratis akan menyalurkan segala yang diinginkan rakyat. 

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).. Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, meng amanatkan kepada pemerintah Orba untuk melaksanakan pemilu  selambat-lambatnya 5 Juli 1968. Pemerintah Orba tidak dapat melaksanakan pemiu tepat waktu karena alotnya pembahasan mengenai UU pemilu. Masalah itu baru terselesaikan ketika DPRGR menyetujui dua RUU, yaitu RUU pemilu dan susunan dan kedudukan lembaga terttinggi dan lembaga tinggi Negara pada 10 November 1969. Meskipun presiden baru mengesahkan kedua RUU tersebut sebagai UU pada 17 Desember 1967, namun pengesahan tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Kedua Undang-undang tersebut adalah :

a). UU no. 15/1969 tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b). UU no. 16 tentang susunan dan kedudukan (susduk) MPR, DPR, dan DPRD

Berdasarkan kedua UU tersebut pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu untuk pertama kali pada 3 Juli 1971 yang diikuti oleh 10 kontestan. Pemilu pertama ini telah menempatkan Golkar sebagai pemenang pemilu dengan meraih 236 kursi DPR dari 360 kursi yang diperebutkan. Dalam  pemilu ke dua yang dlaksanakan pada 2 Mei 1977, peserta pemilu tidak lagi diikuti 10 kontestan, tetapi hanya 3 kontestan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyederhanaan terhadap peserta pemilu.Ke tiga kontestan pemilu 1977 tersebut adalah:

a) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari NU, PSII, Perti, dan Parmusi

b). Golongan Karya (Golkar)

c). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Murba, dan IPKI

Secara berturut-turut pemilu kemudian diselenggarakan pada tahun 1982, 1987, 1992, 1997, yang semuanya dimenangkan oleh Golkar dan semuanya menyebabkan terpilihnya Soeharto dalam sidang MPR sbagai presiden RI. Kecuramham-kecurangan Golkar sebagai 'partai' pemerintah telah mlanggengkan kekuasaan Soeharto.

b). Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasil (P 4)

Tekad Orba dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah perbaikan dan perombakan segala bentuk penyimpangan terhadap Pnacasila dan UUD '45 yang dilakukan oleh Orde  Lama (Orla). Salah satu upaya ke arah pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa adalah dengan penataran-penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P 4).

Ide mengenai pelakssanaan P 4 pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soeharto dalam pidato ultah ke 25 Universitas Gadjah Mada di Jogja pada 19 Desember 1974. Dalam kesempatan lain, yaitu ketika memberi sambutan dalam acara Musyawarah Nasional Pramuka pada 12 April 1976. Diberbgai kesemptan ide tersebut selalu dilontarkan oleh presiden. Pada tanggal 21 Maret 1978 MPR RI akhirnya menetapkan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai Tap No. II/MPR/1978 sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat bagi seluruh bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Materi-materi pokok yang terdapat P 4 anatar lain:

a) P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar Negara, karena tafsir Pancasila sudah jelas sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UUD '45

b) P 4 merupakan penuntun dan pedoman dalam bersikap, berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila

c) Eka Prasetya memiliki pengertian kesetiaan yang tunggal pada kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan YME yang pada hakekatnya adalah manusia pribadi dan sekalligus sebagai manusia social.

Munculnya ide P 4 dan upaya sosialisasinya sbenarnya merupakan suatu langkah kebijakan yang luhur dan mulia karrena menuntun manusia Indonesia untuk bersikap secara benar dan baik sebagai manusia ciptaan Tuhan yang hidup dalam masyarakat. Namun dibalik upaya yang luhur tersebut terselip niat pemerintah Orba untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah selalu menegaskan untuk melakssanakan Pancasila dan UUD 45 secara konsekuen. Hal ini sebenarnya telah memberangus masyarakat agar senantiasa mendukung pemerintah dibawah presiden Soeharto.

c). Integrasi Timor Timur
Ketika Antonio de Spinola berhasil menggulingkan kekuasaan Perdaa Menteri Caetano di Portugal pada 25 April 1974, ia menjanjikan untuk memberikan kebebasan kepada daerah koloni. Akan dilaksanakan dekolonisasi terhadap semua daerah jajahannya, termasuk Timor Timur. Rakyat di Timor Portugal diizinkan mendirikan partai politik yang mewakili kelompok,  ideologi, dan tujuan tertentu. Tiga partai utama adalah:

a). Uniao Democratica de Timor atau Uni Demokratis Timor (UDT) yang mendapat dukungan dari pegawai dan tentara Portugis. UDT menginginkan otonomi luas yang mengarah pada kemerdekaan denagn terlebih dahulu tetap sebagai bagian dari Portugal

b). Associacio Popular Democratica Timorence (Apodeti) atau Perhimpunan Rakyat Demokratis Timor. Partai ini didukung oleh sebagian besar penduduk asli Timor Portugal, trmasuk para pemuka adapt dan agama. Partai bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Timor Portugal menjadi salah satu bagian wilayah Indonesia

c). Frente Revolutionario de Timor Leste Independente (Fretilin) Atau Front Revolusioner Untuk Kemerdekaan Timor Timur.Didukung terutama oleh pegawai rendah pemerintah, buruh, dan para mahasiswa yang baru pulang dari Portugal. Tujuan mereka adalah kemerdekaan penuh bagi Timor Portugal. 

Perjuangan untuk menentukan masa depan wilayah Timur Timur ini telah menyebabkan  terjadinya perang terbuka diantara mereka. Basnyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah Timor Barat, wilayah Indonesia. Keadaan ini telah menggoyahkan sikap Indonesia yang tidak mau melakukan ekspansi.. Sementra Portugal sendiri tidak mengambil tindakan tegas terhadap partai-partai tersebut. Terkesan pemerintah Portugal membiarkan terjadinya peperangan di antara rakyat Timor Timur. 

Dalam kondisi yang tidak menentu ini Fretilin pada 28 November 1975 mengumumkan berdirinya Republik Demokrasi Timor. Tindakan ini tidak mendapat dukungan dari sebagaian besar penduduk Timor Timur. Menanggapi pengumuman tersebut, UDT, Apodeti, Trabalista, dan KOTA mengikratkan integrasi seluruh wilayah Timor bekas jajahan Portugis sebagai bagian dari Indonesia pada 30 November 1975. Selanjutnya pada 17 Desember 1975 partai-partai pro-integrasi mendirikan Pemerintah Sementara Timor Timur (PSST).

Keterlibatan militer Indonesia di Timor Timur telah menyebabkan munculnya gambaran bahwa Indonesia adalah agressor. Dewan Keamanan PBB menyerukan Indonesia untuk keluar dari wilayah Timor Timur pada 22 April 1976. Peringatan ini tidak menyrutkan kelompok pro-integrasi Timor Timur. Bahkan mereka pada 7 Juni 1976 menyampaikan petisi integrasi kepada presiden dan DPR RI. Melalui UU No. 7/1976 tertanggal 17 Juli  1976, ditetapkanlah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan menjadi propinsi yang ke 27.

Integrasi Timor Timur tidak diakui PBB dan dunia internasional. PBB menganggap Timor Timur sebagai non-self governing territory (kawasan yang belum memiliki pemerintahan sendiri). Dalam forum-forum internasional masalah Timor Timur menjadi isu yang memojokkan Indonesia. Terutama Portugal, yang juga dibanntu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing selalu mengangkat masalah ini sebagai alat menjatuhkan citra Indonesia di dunia Internasional.

Presiden Habibi yang menerima kekuasaan dari Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akhirnya mengambil kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya mengenai Timor Timur. Ia setuju dengan usul PBB agar di Timor Timur diadakan jajak pendapat rakyat. Pada 3 Pebruari 1999pemerintah RI memberikan opsi terhadap rakyat Timor Timur. Pertama, menerima otonomi khusus, yang berarti tetap berintegrasi dengan Indonesia. Kedua, menolak otonomi khusus yang berarti Timor Timur lepas dari Indonesia secara terhormat dan menjadi Negara merddeka yang berdiri sendiri. Opsi yang diumumkan pemerintah ini memperoleh sambutan yang baik dari dunia internasional. Pada 30 Agustus 1999 diselenggarakan jajak pendapat, setelah beberapa kali tertunda. 

Pada 4 September 1999 PBB di New York dan Dilli mengumumkan hasil jajak pendapat dengan perolehan suara 94.388 atau 21.5 % menerima otonomi khusus, sedangkan 344.50 atau 78.5% menolak otonomi khusus. Pasca jajak pendapat ternyata kondisi Timor Timur semakin tidak terkendali. PBB akhirnya mengirimkan pasukan internasinal yang disebut International Foerces for East Timor yang dipimpin Australia sejak 20 September 1999.

Secara resmi akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia melalui Tap MPRS No. V/MPR/199 yang menyebutkan bahwa TAP MPR No. VI/MPR/!978 tentang integrasi Timor Timur tidak berlaku lagi  dan mengakui hasil dari penentuan pendapat yang terselenggara pada 30 Agustus 1999.
2. Politik Luar Negeri

Penataan kembali kebijakan luar negeri yang telah menjadi berat ke kiri (Sosialis-komunis) semasa Orde Lama ditata kembali kea rah politik yang bebas aktif. Politik konfrontasi muli ditinggalkan. Indeonesia kembali menjalin hubungan dan kerjasama dengan Negara-negara lain, terutama Negara tetangga.

1). Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada 7 Januari 1965 Indosesia keluar dari keanggotan PBB sebagai protes kepada PBB karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sejak keluar dari PBB praktis Indonesia terkucil dari pergaulan internasional. Pengaruhnya terhadap pembangunan dalam negeri adalah Indonesia mengalami stagnasi. Menyadari hal tersebut maka pemerintah Orde Baru menyatakan diri kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Indonesia masuk kembali ke pergaulan internasional.

2). Normalisasi Hubungan Dengan Malaysia

Tindakan saling bermusuhan antara Indonesia – Malaysia merugikan kedua negara. Oleh karrena itu Indonesia pada masa Orba berkeinginan melakukan normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia. Upaya normalisasi diawali dengan perundingan Bangkok antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik  dengan Perdana Menteri Malaysia, Tun SAbdul Razak pada 29 Mei – 1 Juni 1966 di Bangkok. Delegasi kedua Negara bertemu kembali di Jakarta pada 11 Agustus 1966 yang diakhiri denga penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan kedua Negara.  Penanda tangan perjanjian itu adalah Adam Maslik mewakili Indonesia dan Tun Abdul Razak mewakili Malaysia.

3). Indonesia Menjadi Anggota Asean

Masuknya Indonesia menjadi bagian Asean yang merupakan  wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara  semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan rregional Asia Tenggara. Penanda tanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh negara-negara anggota awal menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga ketahanan di Negara itu oleh semua anggota. Menteri-menteri luar negeri Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tun Abdul Razak), Philipina (Narsisco Ramos), Singapura (Rajaratnam), dan Muang Thai  (Thanat Koman), telah menempatkan kepentingan regional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan nasionalnya.

C. Perkembangan Ekonomi Pemerintahan Orde Baru

Sejak awal pemerintahan Orba telah mencoba untuk membuka hubungan politik dan ekonomi dengan dunia Baratdan Jepang yang kapitaslis.SEbaliknya hubungan dengan Negara sosialis-komunis mengalami kemunduran. Indonesia semakin tergiring untuk menjadi bagian dari pengaruh blok Barat. Aliran dana asing semakin banyak ke Indonesia. Modal raksasa AS ditanamkan melalui PT Freeport , Keiser Cement, dan juga Weyerhouser. Perekonomian Indonesia menjadi bagian kekuatan ekonomi internasional yang dikendalikan Barat.

Kucuran dana pinjaman melalui IMF, World Bank, dan IGGI (OGI)  digunakan oleh pemerintah melakukan pembangunan. Kebijakan ekonomi yang menyangkut devisa dan perdagangan luar negeri telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi semkin meningkat. Kebijakan ekonomi ini ditunjang dengan stabilitas keamanan dalam negeri dan kerjasama dengan negara-negara kawasan regional melalui kerjasama ASEAN. 

Melalui program-program pembangunan yang terencana dengan baik, seperti Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Pembangunan Lima Tahun (Pelita), Pembangunan Tahunan, kehidupan ekonomi  semakin meningkat. 

Diawali dengan krisis moneter internasional tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin merosot. Memasuki tahun 1998 pengaruh krisis moneter merambah ke sektor ekonomi lain. Banyak perusahaan bangkrut, pemutusan hubungan kerja banyak menimbulkan pengangguran, daya beli merosot, kualitas hidup penduduk merosot.

Penyebab kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru karena cendrung menunjukkan corak yang monopolistic. Pemerintah terlalu berpihak kepada sekelompok elite kecil pengusaha dengan modal kuat (konglomerat). Pemerintah mengabaikan ekonomi kerakyatan yang bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adanya K(olusi), K(orupsi), dan N(epotisme) diantara sebagian penguasa Orba  telah menyebabkan rapuhnya ketahanan ekonomi Indonesia. Semakin banyaknya lahan subur yang dimanfaatkan untuk  pembangunan industri telah menjadikan Indonesia yang tadinya berhasil swasembada beras menjadi pengimport beras. Sistem perbankan yang tidak mandiri karena adanya intervensi pemerintah terhadap bank sentral memberikan sumbangan untuk melemahkan pondasi ekonomi Indonesia. Adanya hubungan yang erat antara penguasa dengan para pemillik bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang menyalahi aturan perbankan. Kecerobohan dan kecurangan dalam pengelolaan perbankan dalam mengelola aliran dana telah ikut memperparah kondisi ekonomi Indonesia.
D. Perkembangan Sosial-Budaya Pemerintahan Orde Baru

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahuan1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMTA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang.

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.

E. Perkembangan Sosial-Budaya Pemerintahan Orde Baru
Langkah berikutnya tanggal 18 Maret 1966 yaitu pengamanan dan penangkapan terhadap lima belas mentri Kabinet Dwikora yang terlibat dalam persitiwa di tahun 1965. Kelimabelas mentri tersebut adalah Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tju Tat, SH., Ir. Surachman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martopradoto, A. Astrawinata,SH., Mayor Jenderal Achmadi, Drs. Moh. Achadi, Letnan Kolonel Sjafei, J.K. Tumakaka, dan Mayor Jendral Dr. Soemarno.

Langkah berikutnya adalah pada tanggal 25 Juli 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera sebagai pengganti Kabinet Dwikora. Adapun tugas pokok dari Kabinet Ampera dikenal dengan nama Dwidharma yaitu dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas ini maka penjabarannya tertuang dalam program Kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya, meliputi:

1) memperbaiki perikehidupan rakyat, terutama dalam bidang sandang dan pangan;

2) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketatapan MPRS No.XI/MPRS/1966;

3) melaksanaka politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketatapan MPRS No.XI/MPRS/1966, dan;

4) melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia, yang pernah putus sejak 17 September 1963. Persetujuan normalisasi hubungan tersebut merupakan hasil perundingan Bangkok (29 Mei-1 Juni 1966).

Dalam sidang umum MPRS tanggal 20 Juni 1966 Soekarno dimintak menyampaikan pidato pertanggungjawabannya terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Dalam pertanggungjawaban ini Soekarno berpidato dengan nama NAWAKSARA yang artinya sembilan pasal.

Pidato Presiden Soekarno tersebut di atas tidak dapat diterima oleh MPRS, sehingga MPRS memberikan waktu kepada Presiden Soekarno untuk menyempurnakan lagi pada tanggal 10 januari 1967 yang disebut PELENGKAP NAWAKSARA yang dituangkan dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. 01/Pres/1967. Disini nampak terjadi pergeseran peranan MPRS di hadapan pemegang Supersemar yang tidak sesuai dengan UUD tahun 1945.

Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan 4 ketetapan, diantaranya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto pemegang Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 dilakukan pelantikan Jendral Soeharto pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.

F. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
Program pembangunan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru  telah diklaim sebgai pembangunan yang telah dilaksanakan dengan sangat baik. Produksi meningkat, pendapatan perkapita naik, kemakmuran rakyat tercapai, pembangunan sarana fisik dan non fisik banyak dilakukan. Namun  sejak Juli 1997 karena dianggap tidak cekatan menghadapi krisis moneter dan hanya tunduk kepada IMF, maka keberhasilan pembangunan semasa Orde Baru seolah tidak ada artinya.

Diawali dengan kemenangan Golkar dalam  pemilu 1997 yang mencalonkan kembali Soeharto sebagai  presiden periode 1998 – 2003, telah menyebabkan gelombang ketidak puasan terhadap pemerintah. Demonstrasi oleh para mahasiswa dan massa lainnya menyarankan agar dilakukan reformasi di segala bidang. MPR tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa agar Soeharto tidak dicalonkan kembali sebagai presiden. Akibatnya gerakan massa mahasiswa menjadikan gedung MPR/DPR sebagai sasaran ketidak puasan mereka.

Kondisi politik yang demikian kacau, diperparah dengan buruknya kondisi ekonomi. Krisis moneter menyebabkan harga sembako semakin melambung, dunia usaha banyak yang gulung tikar, lembaga perbankan banyak yang bangkrut. Kurs rupiah terhadap dolar AS semakin hari semakin melemah. 

Ketika Prresiden Soeharto menyampaikan RAPBN tahun 1998/1999 dengan penuh rasa optimis ia menyatakan yakin bahwa krisis ekonomi akan segera berakhir; apalagi sudah ada kesanggupan bantuan dari lembaga keuangan seperti IMF. Namun kenyataannya, semakin hari,  kondisi ekonomi Indonesia semakin berat.

Presiden Soeharto yang terpilih kembali sebagai Presiden untuk yang ke tujuh kalinya pada 10 Maret 1998 mengumumkan susunan kabinetnya. Hal itu telah memicu kemarahan rakyat karena susunan cabinet itu dianggap sebagai bentuk nepotisme yang ketrlaluan. Muncul protes di berbagai tempat dengan dipelopori oleh para mahasiswa dan kaum cendekiawan. Beberapa  tuntutan yang digulirkan oleh gerakan reformasi adalah: pembubaran Orde Baru beserta Golkar, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, pemberantasan KKN, dan penegakan HAM, demokratisasi, dan supremasi hokum. 

Berbagai lapisan msyarakat mendukung gerakan reformasi atau paling tidak memberikan simpati kepada gerakan reformasi, seperti : golongan pemuka agama / ulama, ABRI dan purnawirawan ABRI, tokoh-tokoh partai, kelompok oposisi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh cendekiawan yang dianggap mempelopori reformasi adalah Amin Rais. Dengan keberaniannya yang menggugah kesadaran seluruh elemen masyarakai, ia membeberkan kecurangan-kecurangan, penyelewengan-penyelewengan, dan prkatek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang korup oleh Orba dan antek-anteknya. 

Dalam menyikapi aksi gerakan reformasi, ternyata penguasa Orba bertindak arogan dengan menyatakan bahwa reformasi baru bisa terjadi pada tahun 2003, ketika masa jabatan Presiden Suharto yang ke tujuh berakhir. Hal ini semakin menyadarkan rakyat bahwa pemerintahan ini harus segera ditumbangkan, bila perlu dengan kekuatan pengerahan massa. Demontrasi muncul dimana-mana meski harus menghadapi aparat keamanan yang masih membela kepentingan penguasa. 

Arogansi Orba dalam situasi yang demikian semakin jelas ketika:

1). pemerintah bertekad untuk menaikkan harga minyak / BBM

2).Presiden Soeharto menganggap situasi dapat dikendalikan sehingga beliau meninggalkan tanah air mengikuti KTT G-15

Aksi mahasiswa yang pada mulanya menuntut perbaikan kondisi pada akhirnya menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan   tidak dapat dihindarkan lagi. Terjadi Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan mahasiswa-mahasiswa Trisakti, seperti: Elang Mulya Lesmana, Hery Hartono, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. Akibat tragedi tersebut terjadi amuk masa di berbagai wilayah di Jakarta berupa pembakaran dan penjarahan toko serta gudang-gudang terutama yang diindikasikan milik keturunan Cina, perusakan sarana-sarana umum, dan kekacauan di berbagai wilayah. 

Di bagian lain mahasiswa se Jabotabek berduyun-duyun ke gedung DPR/MPR dan mendudukinya. Para pimpinan DPR meminta kearifan presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi yang menegangkan terjadi karena petinggi ABRI banyak yang menyikapinya dengan kurang simpatik Mereka beranggapan bahwa suara pimpinan DPR/MPR bukan merupakan suara rakyat, tetapi suara individu pimpinan DPR/MPR yang disampaikan secara kolektif.

Pada 19 Mei 1998 Presiden melakukan pertemuan dengan sembilan tokoh masyarakat dan menyatakan akan membentuk Komite Reformasi yang diketuai oleh dirinya sendiri. Presiden juga berjanji akan menyusun kembali kabinetnya, melaksanakan pemilu yang dipercepat, dan menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali menjadi presiden. Wacana yang demikian tidak didukung oleh para tokoh masyarakat. Bahkan sudah ada pernyataan 14 orang Menteri Kabinet Pembangunan VII yang tidak bersedia duduk dalam Kabinet Reformasi yang akan dibentuknya. 

Konsentrasi mahasiswa dan masyarakat pendukung gerakan reformasi akhirnya terpusat kepada wakil-wakil rakyat di DPR/MPR dengan agenda utama agar segera diadakan Sidang Istimewa MPR (SI MPR) untuk mencabut mandat Presiden Soeharto..Mahasiswa bukan lagi hanya berasal dari Jakarta, tetapi mereka juga berdatangan dari Bandung, Jogjakarta, dan kota-kota besar lain untuk menduduki gedung DPR/MPR Senayan. Akibat kuatnya tuntutan mahasiswa tersebut maka pada tanggal 20 Mei 1998 diselenggarakan SI MPR, kemudian pada 21 Mei 1998 pukul 09.05 Presiden menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibi. 

G. Latihan Soal 
Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur kemampuan Anda memahami materi dalam kegiatan belajar ini !
1. Jelaskan beberapa ciri pemerintahan Orde Baru!

2. Analisislah mengapa Orde Baru menjadi penguasa yang sangat kuat!

3. Jelaskan peran dan kedudukan militer dalam pemerintahan sipil!

4. Jelaskan latar belakang jatuhnya pemerintahan Orde baru!

5. Praktek birokrasi yang korup dari Orde Baru telah menghancurkan citra mereka di mata rakyat. Akibatnya terjadilah reformasi di segala bidang sejak tahun 1998 di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat saudara mengenai arah dan hasil reformasi dewasa ini ?


                              INDONESIA MASA REFORMASI 
HINGGA SEKARANG

A. Reformasi

Reformasi telah menyebabkan terjadinya perubahan cara pandang masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Masyarakat menjadi  lebih kritis dan tanggap  terhadap perkembangan atau cara kerja pemerintah. Faktor utama terjadinya reformasi di Indonesia adalah adanya krisis ekonomi. Namun, sebenarnya faktor-faktor lain juga berpengaruh, seperti: kondisi politik yang banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, jurang sosial antara si kaya dan si miskin yang sedemikian lebar, tindakan hukum yang lebih banyak mengorbankan rakyat sementara penguasa dan anteknya terhindar dari hukum yang merugikan.

Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan tonggak lahirnya reformasi di Indonesia. Dampak krisis ekonomi yang sebenarnya merupakan dampak global dari krisis moneter paling dirasakan di Indonesia. Praktek KKN dalam bidang ekonomi,  aliran dana asing yang tidak terkontrol, kebijakan ekonomi yang menguntungkan pemodal besar, tampaknya merupakan faktor-faktor utama terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan. Selain itu jatuhnya Soeharto mempunyai implikasi pada konfigurasi politik Indonesia utamanya ABRI, Birokrasi dan Golongan Karya. Sebelumnya ABRI dianggap sebagai alat kekuasaan Soeharto seperti halnya militer di Philipina pada masa Marcos. Namun pada awal reformasi ABRI tidak segera mengambil alih kekuasaan atau junta militer. Akibatnya ABRI dituntut lebih transparan dan bertanggungjawab dalam fungsi hankamnya serta mengurangi fungsi sospolnya. Fungsi ABRI bergeser dari menguasai menjadi mempengaruhi. Sedangkan Golkar yang selama perintahan Soeharto menjadi mesin politik ternyata tidak tergilas habis. Akbar Tannjung secara cerdik Golkar tetap bisa mengumpulkan 23.741.749 % suara atau 22,44 % dari keseluruhan total suara pemilih yanh sah. 

Bergulirnya reformasi sejak pertengahan tahun 1998 memiliki dampak yang sangat besar terhadap politik di Indonesia. Antara Mei 1998 hingga 2001 telah terjadi pergantian Presiden sebanyak tiga kali, yakni BJ Habibi, Abdul Rahman Wahid, dan Megawati. Hal ini menunjukkan instabilitas politik di Indonesia pasca mundurnya pemerintahan Orde Baru. Meskipun demikian patut disyukuri bahwa dengan reformasi telah memberi kesadaran kepada masyarakat Indonesia bahwa keterbukaan, peran  aktif masyarakat, pengawasan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan, diharapkan akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat. 

Terlepas dari dampak negative yang ditimbulkan oleh reformasi, beberapa kemajuan di berbagai  bidang juga dirasakan . sebagai  contoh apa yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie dengan membuat beberapa undang-undang untukmemenuhi tuntutan reformasi. Misal  UU Kebebasan  Pers, UU Desentralisasi dan UU Pemilu. Habibie berhasil menegakkan landasan demokrasi sebagai respon terhadap tuntutan  mahasiswa dan rakyat. 

Menurut Ishak Rafick selama reformasi ini terdapat kematian ideologi dalam proses politik Indonesia. Sehabis kejatuhan Soeharto ruang kosong demokrasi dengan cepat diisi dan diambil alih oleh oligarkhi politik dan ekonomi yang tumbuh pada masa Orde  Baru. Dengan kata lain demokrasi  Indonesia dibajak oleh tokoh-tokoh dan kekuatan lama Orde Baru. Akibatnya transisi dari sistem otoriter ke system demokrasi tidak membawa hasil. 
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dengan semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian pemimpin bangsa dan negara sebagai langkah awal, yang menjadi pemimpin hendaknya berkemampuan, bertanggungjawab, dan peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran. 


1. Tujuan Reformasi

Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 
2. Dasar Filosofi Reformasi

Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supermasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Kronologi Reformasi

Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut: (1) turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako); (2) hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Secara kronologi terjadinya tuntutan reformasi sampai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan sebagai berikut: (1) pada tanggal 10 Mei 1998 perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII mewarnai kondisi politik Indonesia. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihat menaikkan harga BBM. Namun keadaan ini tidak menghentikan Presiden Soeharto untuk mengunjungi Mesir karena menganggap keadaan dalam negeri pasti dapat diatasi; (2) pada 12 Mei 1998 semakin banyak mahasiswa yang berunjuk rasa membuat aparat keamanan kewalahan, sehingga mereka harus ditindak lebih keras, akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Bentrokan aparat keamanan dengan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang berunjuk rasa tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak yaitu Hery Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan serta puluhan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka.Peristiwa ini menimbulkan masyarakat berduka dan marah sehingga memicu kerusuhan masa pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitamya. Penjarahan terhadap pusat perbelanjaan, pembakaran toko-toko dan fasilitas lainnya; (3) pada 13 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita ats terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan presiden menyatakan atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformis di Indonesia; (4) pada 15 Mei 1998 Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta, oleh karena itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segala penjuru kota Jakarta; (5) Presiden Soeharto menerima ketatangan Harmoko selaku Ketua DPR/MPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dari jabatan Presiden RI; (6) pada 17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR/MPR RI untuk meminta Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia; (7) pada 18 Mei 1998 Ketua DPR/MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan mengatakan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden RI; (8) pada 19 Mei 1998 beberapa ulama besar, budayawan, dan toko cendiriawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara membahas reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto, mereka ini adalah : Prof. Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), KH. Abdurrahman Wahid (PB NU), Emha Ainun Nadjib (Budayawan), Nurcholis Madjid (Direktur Universitas Paramadina Jakarta), Ali Yafie (Ketua MUI), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Universitas Indonesia), K.H. Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono(Muhammadiyah), Ahmad Bagja (NU), K.H. Ma’ruf Amin (NU). Sedangkan di luar aksi mahasiswa di Jakarta agak mereda saat terjadi kerusuhan masa, tapi setelah kejadian itu pada tanggal 19 Mei 1998 mahasiswa yang pro-reformasi berhasil menduduki gedung DPR/MPR untuk berdialog dengan wakil rakyat walaupun mendapat penjagaan secara ketat aparat keamanan; (9) pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite ini tidak pernah menjadi kenyataan karena dalam komite yang mayoritas dari Kabinet Pembangunan VII tidak bersedia dipilih. Pada suasana yang panas ini kaum reformis diseluruh tanah air bersemangat untuk menuntur reformasi dibidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk diminta pertimbangan dalam rangka membentuk "Komite Reformasi" yang diketuai Presiden. Namun komite ini tidak mendapat tanggapan sehingga presiden tidak mampu membentuk Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi; (10) dengan desakan mahasiswa dan masyarakat serta demi kepentingan nasional, tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto meleetakkan kekuasaan didepan Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti presiden; (11) pada 22 Mei 1998 setelah B.J. Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional maka dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan.


B. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999)
Tugas B.J. Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dilakukan oleh presiden untuk menjawab tantangan era reformasi.

a. Dasar Hukum Habibie Menjadi Presiden.
Naiknya   Habibie   menggantikan   Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli hukum, ada yang mengatakan     hal     itu     konstitusional     dan inskonstitusional.Yang    mengatakan    konstitusional berpedoman Pasal 8 UUD 1945, "Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Adapun yang mengatakan inskonstitusional berlandaskan ketentuan Pasal 9 UUD 1945, "Sebelum Presiden meangku jabatan maka Presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR atau DPR". Secara hukum materiel Habibie menjadi presiden sah dan konstitusional. Namun secara hukum  formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hokum yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto kepada Habibie harus melalui acara resmi konstitusional. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk bersidang, maka harus ada alas an yang kuat dan dinyatakan sendiri oleh DPR.

b. Langkah-langkah Pemerintahan B.J. Habibie.
   1. Pembentukan Kabinet.
Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer (TNI-PoIri), PPP, Golkar, dan PDI.

  2. Upaya Perbaikan Ekonomi.
   Dengan mewarisi kondisi ekonomi yang parah "Krisis Ekonomi"   Presiden B.J.  Habibie  berusaha  melakukan  langkah-langkah perbaikan, antara lain :

a) Merekapitalisasi perbankan.

b) Merekonstruksi perekonomian nasional.

c) Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

d) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga dibawahRp. 10.000,00

e) Mengimplementasikan refbrmasi ekonomi yang disyaratkan IMF.

3. Reformasi di Bidang Politik.
Presiden mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betui representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana politik diantaranya yaitu : (1) DR. Sri Bintang Pamungkas dosen Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. (2) Mochtar Pakpahan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan dalam tahun 1994.

4. Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
Kebebasan ini pada masa sebelumnya dibatasi, sekarang masa Habibie dibuka selebar-lebarnya baik menyampaikan pendapat dalam bentuk rapat umum dan unjuk rasa. Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan manifestasi proses demokratisasi. Maka banyak kalangan mempertanyakan mengapa para pelaku unjuk rasa ditangkap dan diadili. Untuk menghadapi para pengunjuk rasa Pemerintah dan DPR berhasil menciptakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang " kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ".
Diberlakukannya undang-undang tersebut bukan berarti keadaan menjadi tertib seperti yang   diharapkan. Seringkali terjadi pelanggaran oleh pengunjuk rasa maupun aparat keamanan, akibatnya banyak korban dari pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Hal ini disebabkan oleh : (1) Undang-undang ini belum begitu memasyarakat. (2) Pengunjuk rasa memancing permasalahan, dan membawa senjata tajam. (3) Aparat keamanan ada .yang terpancing oleh tingkah laku   pengunjuk   rasa   sehingga   tidak   dapat mengendalikan diri. (4) Ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan suasana panas agar negara menjadi kacau.

Krisis ini merupakan momentum koreksi historis bukan sekedar lengsemya Soeharto dari kepresidenan tapi yang paling penting membangun kelompok sipil lebih berpotensi untuk membongkar praktek KKN, otonomi daerah, dan lain-lainnya. Dimana krisis multidimensi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik yaitu kurang memperhatikan tuntutan otonomi daerah sebab sebab segala kebijakan untuk daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat.

5. Masalah Dwi Fungsi ABRI
Gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI maka petinggi militer bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan politik.

Pada era reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan udara.

6. Reformasi di Bidang Hukum
Pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaharuan bidang hukum namun dalam realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elitnya. Misalnya UU Ketenagakerjaan tetap saja adanya dominasi penguasa. DPR selama orde baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak  penguasa  bukan   memihak  kepentingan masyarakat.

Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan  keadaan  demokratis  dan  DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupaka'n kunci untuk pembongkaran dan refbrmasi hukum. Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu : substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat kreatifitas masyarakat. Adanya praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

7. Sidang Istimewa MPR
Salah satu jalan  untuk  membuka  kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat ditengah-tengah tuntutan reformasi total pemerintah melakasanakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal   10-13  Nopember  1998,  diharapkan  benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan perdebaaatan yang lebih segar, dan terbuka.

Pada saat sidang berlangsung temyata diluar gedung DPR/MPR Senayan suasana kian memanas oleh demonstrasi mahasiswa dan massa sehingga anggota MPR yang bersidang mendapat tekanan untuk bekerja lebih keras, serius, cepat sesuai tuntutan reformasi.

Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan, yaitu :

a. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang : Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

b. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang : Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

c. Tap MPR No. XH/MPR/1998 tentang : Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indinesia.

d. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang : Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

e. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang : Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

f. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang : Hak Asasi Manusia.

g. Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang : Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR Nomor : I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPR yang terakhirNomor: I/MPR/1998.

h. Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang : Perubahan dan Penambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.

i. Tap MPR No. III/V/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum.

j. Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.

k. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

l. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

8. Pemilihan Umum 1999
Faktor politik yang penting untuk memulihkan krisis multidimensi di Indonesia yaitu dilaksanakan suatu pemilihan urnum supaya dapat keluar dari krisis diperlukan pemimpin yang dipercaya rakyat. Asas pemilihan urnum tahun 1999 adalah sebagai berikut: (1). Langsung, Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara. (2) Umum, bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih. (3) Bebas, tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun/pihak manapun. (4) Rahasia, tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun (5) Jujur,   semua   pihak   yang   terlibat   dalam penyelenggaraan pemilu (penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara langsung) harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai aturan yang berlaku. 6. Adil, bahwa pcmilili dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum. Maka dicabutlah lima paket undang-undang tentang politik yaitu UU tentang (1) Pemilu, (2) Susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang DPR/MPR, (3) Parpol dan Golongan Karya, (4) Referendum, (5) Organisasi Masa. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru yang diratifikasi pada tanggal 1 Pebruari 1999 oleh Presiden B.J. Habibie yaitu : (1) UU Partai Politik, (2) UU Pemilihan Umum, dan (3) UU Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Adanya undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia, sehingga muncul partai-partai politik yangjumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 112 partai politik yang lahir dan mendaftar ke Departemen Kehakinam namun setelah diseleksi hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil pemerintah dan parpol peserta pemilu.

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Juni 1999 berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Dalam perhitungan akhir hasil pemilu ada dua puluh satu partai politik meraih suara untuk menduduki 462 kursi anggota DPR, yaitu :                               

1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD1-P)     
: 153 kursi.

2) Partai Golongan Karya (Partai Golkar)                   
: 120 kursi.

3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)                      
: 58 kursi.

4) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                           
: 51 kursi.

5) Partai Amanat Nasional (PAN)                                
: 34 kursi.

6) Partai Bulan Bintang (PBB)                                     
: 13 kursi

7) Partai Keadilan (PK)                                               
: 7 kursi

8) Partai Nahdiarul Ummah (PNU)                              
: 5 kursi

9) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)                 
: 5 kursi

10) Partai Keadilan Persatuan (PKP)                           
: 4 kursi

11) Partai Demokrasi Indonesia                                   
: 2 kursi

12) Partai Kebangkitan Ummat (PKU)                        
: 1 kursi  

13) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)                   
: 1 kursi

14) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi                  
: 1 kursi

15) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
: 1 kursi 

16)PNI-MasaMarhaen                                               
: 1 kursi

17)PNI-FrontMarhaen``                                             
: 1 kursi

18) Partai Persatuan (PP)                                            
: 1 kursi

19) Partai Daulat Rakyat (PDR)                                  
: 1 kursi

20) Partai Bhineka Tunggal Ika (FBI)                          
: 1 kursi

21) Partai Katholik Demokrat (PKD)                          
: 1 kursi

22) TNI/POLRI                                                        
: 46 kursi

9. Sidang Umum MPR Hasil Pemilu 1999
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketuai oleh Jenderal (Pum) Rudini menetapkan jumlah anggota MPR berdasarkan hasil pemilu 1999 yang terdiri dari anggota DPR (462 orang wakil dari parpol dan 38 orang

TNI/PoIri), 65 orang wakil-wakil Utusan Golongan, dan 135 orang Utusan Daerah. Maka MPR melaksanakan Sidang Umum MPR Tahun 1999tanggal 1-21 Oktober 1999. Sidang mengesahkan Prof. DR. H. Muhammad Amin Rais, MA (PAN) sebagai Ketua MPR, dan Ir. Akbar Tandjung (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR.

Dalam pencalonan presiden muncul tiga nama calon yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu KH Abdurrahman Wahid (PKB), Hj.Megawati Soekamoputri (PDI-P), Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc (PBB), Namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Hasil pemilihan dilaksanakan secara voting KH. Abdurrahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati mendapat 313 suara, dan 5 abstein. Dalam pemilihan wakil presiden dengan calon Hj.Megawati Soekamoputri (PDI-P) dan DR. Hamzah Haz (PPP) dimenangkan    oleh Megawati Soekamoputri.

Pada tanggal 25 Oktober  1999 Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekamoputri menyusun Kabinet Persatuan Nasional, yang terdiri dari: 3 Menteri Koordinator (Menko Polkam, Menko Ekuin, dan Menko Kesra), 16 menteri yang memimpin departemen, 13 Menteri Negara.

B. Pemerintahan Gus Dur

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah ketua Nahdlatul ulama dan pendirian partai kebangkitan Bangsa (PKB). Abdurrahman wahid terpilih menjadi presiden menggatikan B.J. Habibie yang ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh MPR pada tanggal 19 oktober 1999. K.H. Abdurrahman wahid menjadi presiden Indonesia yang keempat setelah dipilih oleh MPR hasil pmili 1999.  Abdurahman Wahid alias Gus Dur merupakan presiden Indonesia yang ke-4. Gus Dur menjadi presiden setelah berhasil unggul dari pesaingnya dalam Sidang Istimewa MPR. Dalam pemilihan presiden itu Gus Dur yang didukung oleh poros tengah berhasil meraih 373 suara, mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang memperoleh 313 suara. Gus Dur kemudian dilantik menjadi presiden Indonesia, dan Megawati menjadi wakilnya.

Gus Dur kemudian membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet persatuan nasional Indonesia. Kabinet ini merupakan diisi oleh orang-orang politik dari partai pendukung Gus Dur sehingga memunculkan istilah kabinet pelangi atau kabinet gado-gado. Pergantian kabinet dalam pemerintahan Gus Dur sering terjadi. Banyak para menteri yang mengundurkan diri.

1. Kebijakan dalam Bidang Politik

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi politik dalam negeri Indonesia kurang stabil. Hubungan yang kurang harmonis antara Gus Dur dengan para menteri dan anggota DPR menjadi salah satu penyebabnya. Kebijakan politik Gus Dur antara lain:

a) Membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup

b) Mencabut kewajiban SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers),

c) Untuk pertama kalinya Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut, tidak dari Angkatan Darat

d) Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme

e) Akan membuka hubungan resmi dengan Israel

f) Menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001

g) Melakukan berbagai kunjungan ke luar negeri. Jadwal kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri.

h) Akan membentuk Poros Jakarta Bejing dan New Delhi

2. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi
Gus Dur membuat kontroversi yakni akan membuka hubungan dagang dengan Israel. Niatan ini kemudian mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan. Selama ini bangsa Indonesia sangat antit terhadap Israel yang merupakan musuh umat Islam. Keinginan Gus Dur ini merupakan upaya untuk menarik investor asing masuk Indonesia. Israel/Yahudi merupakan salah satu kekuataan utama ekonomi dunia. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.

3. Kebijakan dalam Bidang Sosial Budaya
Kebijakan dalam bidang sosial zaman Gus Dur acap kali kontroversial dan kurang dapat dipahami oleh kebanyakn orang. Kebijakan yang terkesan nyeleh itu menimbulkan hal yang baru, yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Sikap terbuka dan kebebasan Gus Dur ini sehingga beliau mendapatkan julukan bapak pluralisme. Beberapa kebijkan Gus Dur antara lain:

a) Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Bidang Budaya dan Sosial Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu : a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama        Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai. b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. 

b) Gus Dur mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi: pembubaran MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.
Selama kepemimpinan K.H. Abdurrahman wahid, kondisi bangsa indonsia tetap bergejolak. Kesulitan ekonomi semakin meluas. Pada tahun 2001 dan 2002, harga BBM (bahan bakar minyak) mengalami kenaikan. Kerusuhan antaretnis dan antaragama terus berlanjut. Kerusuhan tersebut adalah kerusuhan antaragama di poso (Sulawesi tengah), lombok, dan Maluku serta kerusuhan antaretnis yang melibatkan etnis Madura etnis dayak di sampit (Kalimantan tengah). Selain itu, serangan Bom juga terjadi dibebrapa tempat di Indonesia. Misalnya, bom dikedubes Filipina, Jakarta (1 agustus 2000). Bom kedubes Malaysia, Jakarta (27 agustus 2000), bom di gedung Bursa Efek Jakarta, (13 september 2000), bom malam natal dibeberapa kota Indonesia (24 desember 2000). Selama kepemimpinannya, K.H. Abdurrahman wahid berusaha mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia memutuskan irian jaya dinamakan kembali sebagai papua, namun tidak berpikir membiarkannya merdeka. Pada tahun 2000, K.H. Abdurrahman wahid mengeluarkan kebijakan tentang pemisahan POLISI dari ABRI. K.H. Abdurrahman wahid adalah presiden yang tidak lepas dari kontroversi. Pernyataan yang kontroversi adalah ulasan kepada MPR agar membatalkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelanggaran ajaran marxisme dan kominisme. Selain itu, K.H. Abdurrahman wahid juga mengusulkan diadakannya kerja sama bilateral dengan Israel. Usaha tersebut mengundang reaksi luas yang menuntutnya turun sebagai presiden. Selain itu, mengundang ancaman pengunduran diri dari mentri hukum dan perundang-undangan, prof.Yusril Ihza mahendra.             Pada sidang umum MPR pertama pada bulan agustus 2000, presiden K.H. Abdurrahman wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada tanggal 29 januari 2001, ribuan demontran menyerbu MPR dan meminta Presiden K.H. Adurrahman wahid agar mengundurkan diri dengan alsan keterlibatanya dalam sekandal korupsi (Bruneigate dan Buloggate). Kasus buloggate menyebabkan lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada presiden K.H Abdurrahman wahid dalam bentuk memorandum. DPR meminta presiden K.H.Abdurrahman wahid kembali berkerja sesuai GBHN yang diamanatkan. 
Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu: 

1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru. 

2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.

3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur. 

4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot. 

5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. 
Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 April 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain:

1) Membekukan MPR / DPR-RI.

2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun. 
3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru.

Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.
Ketika hubungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Poros Tengah tidak harmonis, DPR mengeluarkan Memorandum I dan II untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Sebagai reaksi baliknya, presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Mei 2001, yang antara lain isinya membekukan lembaga MPR dan DPR. Akhir jabatan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung Rapat Paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai Sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai berikut : 1. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001. 2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima.

C. Pemerintahan Megawati

Karir politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati.Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mega tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara. 
Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.
Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya yang silent operation  itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Ia menjadi Ketua Umum Partai DPP PDI sejak tahun 1993 hingga partai tersebut berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berhasil melambungkan namanya hingga ia terpilih sebagai Presiden perempuan pertama, masa jabatan 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 menggantikan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan membentuk kabinet Gotong Royong.
Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.
Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantapkan langkah mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas.
Mega terus berjuang, PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya.
Tetapi, posisi tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.  Nama gotong-royong diambil Megawati sebab pemerintahannya adalah hasil koalisi banyak partai. Megawati adalah presiden kedua yang menjabat pada masa pemilu multipartai pasca tumbangnya orde baru. Nama gotong royong juga dipilih megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya, yaitu rekonsiliasi nasional. Indonesia, saat Megawati terpilih menjadi presiden sedang porak-poranda akibat beragam konflik, seperti konflik komunal (ambon, poso, sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gus Dur oleh koalisi yang sebelumnya mendukungnya). Gotong royong adalah kata yang dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali.Melalui Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Sukarnoputri telah menunjukkan manuver politik yang piawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu tumbuh dan berkembang pendapat pada berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus bahwa Kabinet Gotong Royong yang dilantik pada hari Jum’at 10 Agustus yang lalu adalah kabinet yang cukup tangguh.Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing.
Akan tetapi seiring dengan berjalannya Kabinet Gotong Royong dalam  menjalankan pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja dari Kabinet Gotong Royong tersebut dinilai lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi di negara kita saat itu. Wacana publik tentang efektifitas tim ekonomi Kabinet Gotong Royong (KGR) dalam menghantarkan Indonesia untuk secepatnya keluar dari krisis yang telah menggerogoti ekonomi dan kehidupan social-politik selama lima tahun terakhir ini didominasi oleh pandangan bahwa anggota Kabinet Gotong Royong bertindak sangat lamban dan tanpa koordinasi yang penuh. Persepsi ini secara sadar banyak digaungkan oleh kalangan akademisi dan politisi baik secara kolektif maupun secara perorangan yang pada gilirannya diterima sebagai suatu realitas oleh masyarakat.
Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta keadaan keuangan dan perbankan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja.Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu, menyelesaikan proses pemulihan ekonomi danmemperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian, terutama karena terkait dengan masalah keamanan, seperti dalam kejadian pemboman beruntun sejak tahun 1998 sampai tahun 2002.Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram di bawah kabinet gotong royong ini.
Sentuhan kebijakan ekonomi tidak jelas sehingga memberikan signal yang tidak jelas pula pada masyarakat dan kalangan investor di dalam maupun di luar negeri. Signal tersebut menjadi lebih buruk lagi ketika pemerintah sama sekali gagal menyediakan jasa publik yang palingmendasar, yakni keamanan.Faktor keamanan juga menjadi ganjalan serius yang menghalangi proses pemulihan ekonomi. Justru persoalannya sampai saat ini karena faktor ekonomi dan faktor non ekonomi tidak saling mendukung.Kondisi investasi di Indonesia betul-betul terpuruk. Sejauh ini tidak ada tindakan kolektif dari perencanaan yang  komprehensif tersebut. Dengan sumberdaya manusia di dalam birokrasi, perguruan tinggi dan masyarakat luas, serta pengetahuan yang jauh lebih tinggi seharusnya pemerintah sudah bekerja dengan perencanaan tersebut, yang jelas arahnya tidak lain untuk pemulihan ekonomi.

Masalah yang paling ditunggu publik dan investor bukan hanya kebijakan hari per hari, minggu per minggu atau tahun per tahun, tetapi menyangkut arah serta tujuan yang jelas dan tujuan yang akan dicapai. Tetapi harapan ini tidak berhasil diperoleh karena masalah kepemipinan dan komunikasi yang sangat buruk dengan publik. Faktor komunikasi pada tingkat kabinet juga sangat tidak memadai, kalau tidak hendak dikatakan buruk. Dengan demikikan, publik tidak pernah merasa diyakinkan oleh pemerintah, yang setengah acuh terhadap kebutuhan kebijakan yang jelas, terutama dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Karena itu, tidak aneh jika tingkat kepercayaan publik justru terus merosot karena kelemahan kepemimpinan pada dua tingkat tersebut, termasuk masalah komunikasi yang payah.Sebagai contoh, investasi yang sangat buruk dan terus merosot dibiarkan begitu saja tanpa inisiatif yang berarti. Ini merupakan contoh kenaifan dalam pemerintahan, yang menghadapi persoalan berat, tetapi berperilaku secara kolektif seperti biasa-biasa saja. Tidak tampak sense of  urgency selama ini sehingga masalah yang terus hadir semakin bertumpuk-tumpuk tanpa penyelesaian. Inilah yang menyebabkan kondisi ekonomi tetap tidak pasti, tumbuh rendah dan tidak mendapat dukungan kepercayaan publik.
Persepsi yang berkembang di masyarakat pada saat itu yakni pemerintah tak mau berbuat maksimal atau lebih tepat lagi untuk dikatakan bahwa Kabinet Gotong Royong hanya tidur. Hal ini ditunjukkan dengan skor performance (kinerja) yang hanya 4.7 dan skor effort (upaya) yang hanya 3.1, padahal untuk kondisi pemerintahan yang kondusif terhadap perekonomian nasional seharusnya skor performance dan skor effort minimal, artinya skor yang sedemikian rendah menunjukkan tidak terjadinya upaya yang efektif untuk menggerakkan roda perekonomian untuk bisa keluar dari krisis secara sistematis.

Nampaknya lampu kuning bagi pemerintahan Presiden Megawati Soekarno putri. Mengapa masyarakat tidak percaya lagi? Karena subsidi langsung kepada orang miskin dikorupsi, karena ditengah-tengah rakyat sulit kekayaan orang-orang kaya semakin mencolok, mobil-mobil semakin mewah, ballroom-ballroom di hotel-hotel berbintang lima kian diramaikan oleh the golden crowd. Dan ambil tontonan yang diberikan oleh DPR dan DPRD kita. Rakyat mendapat kesan lebih daripada di zaman Pak Harto bahwa apa yang menamakan diri wakil-wakilnya(semuanya tidak terpilih; rakyat harus memilih kucing dikarung, siapa yang dipilih partai)  melihat kedudukan mereka sebagai kesempatan untuk memperkaya diri semata-mata.

Dan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri bersikap dingin dan acuh tak acuh. Paling-paling mengeluh karena protes rakyat yang kurang sopan. Apa presiden tidak tahu apa yang dialami rakyat? Rakyat diajak mengencangkan ikat pinggang, hidup sederhana. Orang kaya kelihatan dibebaskan dari pengusutan pidana, orang kecil dianggap tak apa-apa kalau hidup dibuat lebih mahal lagi. Pemerintahan Megawati tidak berhasil mempertontonkan kepada rakyat bahwa ia bertekad tegas untuk mengakhiri penjarahan itu, karena kelihatan adem ayem pada saat negara ini masih dijarah, terjadi krisis kepercayaan yang terungkap dalam unjuk rasa-unjuk rasa di hari-hari ini.Sebagaimana ditunjuk Herry Priyono, ada kesan bahwa pemerintah membajakan hati, atau lebih tepat menumpulkan perasaannya atas nama “rasionalitas ekonomis”.
Memang jikalau ditinjau berdasarkan tipe pemimpin, menurut William Marson, ada empat tipe pemimpin yang dapat dikelompokkan, yaitu tipe D (Dominance), I (Influencing), S (Steadiness), dan C (Compliance). Dari tipe tersebut, Megawati termasuk tipe C, karena ia cenderung emosional, kurang konsisten, cukup demokratis (leissez-faire), pendendam, hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang ia kenal dan tak mau repot. Hal ini terbukti karena dalam beberapa proses pengambilan keputusan, ia menyerahkan kepada tiap bawahannya untuk memutuskan sendiri sesuai tugas masing-masing, gaya komunikasinya termasuk high context culture sehingga sulit dipahami, ia lebih sering membahas masalah “perempuan” dibanding masalah negara. Ia juga kurang menerima kritik mahasiswa dan media. 
D. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan SBY lebih  dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak sebagus dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan.  Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik diantaranya:

1. Pembentukan Kabinet Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Seperti Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

2. Menganut  konsep Trias Politika
Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

3. Sistem Kepartaian
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

4. Politik Pencitraan
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal.

Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.

5. Politik Luar Negeri
Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu :

1)  Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China,   India, dll).

2)  Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar  negeri  (internasional).

3)  Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.

4)  Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

6. Ketahanan dan Keamanan

Ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Disatu pihak, kedudukan Presiden SBY, memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Dipihak lain, Presiden SBY telah berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai program pembangunan nasional.

Keberhasilan serta kegagalan dalam Ketahanan dan Keamanan pemerintahan SBY :
a) Dalam  ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat jelas dan menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UUNo.36/2003 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005, tentang Tim Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar biasa. Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah bukti komitmen tersebut.
b) Kesungguhan penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan Perjanjian Internasional, praktek di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak mematuhinya. Pemusnahan senjata oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik sebagian telah dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing. Akibat penandatanganan MoU situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah pulih. Keberhasilan ini mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak tidak memiliki komitmen. Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas kebijakan tersebut kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM secara internasional dan nasional.
c) Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.

7. Ekonomi

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

8. Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.

9.  Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :

·         Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
·         Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
·         Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
·         Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
·         Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
·         Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
·         Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
·         Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
·         Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

10. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

F.  Latihan Soal

Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur kemampuan Anda memahami materi dalam kegiatan belajar ini !

1. Jelaskan perbedaan pemerintahan Orde baru dengan reformasi!
2. Jelaskan pengaruh reformasi dengan kekuasaan presiden RI!
3. Jelaskan permasalahan yang  paling mendesak (kronis) pasca reformasi!
4. Jelaskan tokoh-tokoh serta peran dalam reformasi Indonesia!
5. Analisis demokrasi Inndonesia pasca reformasi!
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PETISI SUTARDJO:


Volksraad sebagai parlemen sesungguhnya,


direktur departeman diberi tanggungjawab,


dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negari


Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak, 


penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya, asal-usulnya, dan cita-citanya memihak Indonesia.
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